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PENGANTAR  REDAKSI 


Bagi  Bangsa  dan  Negara  Indonesia  Pancasila  adalah  sangat 
penting  karena  merupakan  pandangan  hidup  Bangsa  yang  telah 
dimurnikan  dan  dipadatkan  menjadi  dasar  Negara  Indonesia. 
Dengan  demikian  Pancasila  adalah  sumber  tertib  sosial  dan 
seluruh  kehidupan  Bangsa  Indonesia  maupun  sumber  tertib 
negara  dan  tertib  hukumnya.  Akan  tetapi  dia  tidak  berguna  dan 
tidak  ada  artinya  apabila  tidak  dilaksanakan  dalam  kehidupan 
Bangsa  maupun  Negara.  "Pancasila  sama  sekali  bukan  sekedar 
semboyan  untuk  dikumandangkan,  juga  bukan  dasar  falsafah 
Negara  yang  sekedar  dikeramatkan  dalam  dokumen  Pembukaan 
UUD,  melainkan  hams  diamalkan",  demikian  Pejabat  Presiden 
Soeharto  pada  Peringatan  Hari  Lahirnya  Pancasila  1  Juni  1967. 
Sehubungan  dengan  itu  diharapkan  agar  Pancasila  semakin 
diselami  artinya  bagi  kehidupan  sehari-hari  negara  maupun 
masyarakat.  Kita  berkeyakinan  bahwa  keampuhan  suatu  ideo- 
logi  seperti  Pancasila  sangat  ditentukan  oleh  meratanya  kadar 
pengetahuan  yang  semakin  mendalam  terhadapnya  serta  oleh 
kemampuan  dan  kesanggupan  semua  warganegara  sebagai 
pengemban  ideologi  itu  untuk  menghayati  dan  melaksanakannya 
dipelbagai  bidang  kehidupan. 

Dalam  rangka  itu  ANALISA  mengajak  khalayak  ramai, 
khususnya para  cendekiawan,  untuk  bersama-sama  mempelajari 
Pancasila  dan  menyelami  artinya  sebagai  dasar  falsafah  negara 
maupun  pandangan  hidup  bangsa  agar  kita  menjadi  semakin 
mampu  menghayati  dan  melaksanakannya  dalam  menghadapi 
tantangan-tantangan  dari  tingkat  perkembangan  kita  sebagai 
bangsa  sekarang  ini  di  pelbagai  bidang.  Untuk  itu  Kirdi 
DIPO  YUDO  menurunkan  suatu pengantar  dalam  tiga  karangan. 
Yang  pertama  berjudul  "Negara  dan  Ideologi  Negara",  yang 
kedua  "Pancasila  Dasar  Negara  dan  Pandangan  Hidup  Bangsa 
Indonesia",  dan  yang  ketiga  "Pancasila  Moral  Bangsa  Indo- 
nesia". Yang  pertama  berusaha  membahas  hakikat,  tujuan  dan 
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tugas  negara  serta  peranan  ideologi  di  dalamnya.  Yang  kedua 
mencoba  menyelami  arti  Pancasila  sebagai  dasar  negara  dan 
pandangan  hidup  bangsa.  Sedangkan  yang  ketiga  berusaha 
menjelaskan  bahwa  pada  hakikatnya  Pancasila  adalah  satu 
kesatuan  bulat  azas-azas  budi  pekerti  atau  moral,  yang  dengan 
tepat  disebut  moral  Bangsa  Indonesia  atau  moral  Pancasila 
untuk  membedakannya  dari  moral-moral  lain.  Ketiga  karangan 
bermaksud  mengulas  persoalan-persoalannya  terutama  dari  segi 
Filsafat  Sosial  dan  Filsafat  Politik,  dan  oleh  sebab  itu  lebih 
bersifat  normatif  dari  pada  deskriptif. 

Sebagai  dasar  falsafah  Negara,  Pancasila  adalah  sumber 
tertib  negara  dan  sumber  tertib  hukumnya  yang  mengatur  segala 
bidang  kehidupan  negara,  dan  secara  demikian  menjadi  Jiwa 
bidang-bidang  politik,  perekonomian,  sosial  budaya  dan  lain 
sebagainya.  Asas-asas  yang  terkandung  di  dalamnya  harus 
dijabarkan  lebih  lanjut  dan  dilaksanakan  dalam  bidang-bidang 
itu.  Maka  akan  terwujud  politik  Pancasila,  perekonomian 
Pancasila,  pendidikan  Pancasila,  perburuhan  Pancasila  dan 
sebagainya.  Dengan  karangannya  "Menuju  Ekonomi  Panca- 
sila" Christianto  WIBISONO  berusaha  menerapkan  Pancasila 
pada  bidang  ekonomi. 

Proses  perkembangan  bangsa  akhir-akhir  ini  dengan  rang- 
kaian  pembangunannya  yang  terus  berlangsung  pada  dirinya 
juga  merupakan  suatu  tantangan  yang  tidak  kalah  bobotnya  jika 
dibandingkan  dengan  situasi-situasi  kritis  yang  di  masa  lampau 
mendorong  kita  untuk  membahas  dan  mendalami  Pancasila. 
Mudah-mudahan  tantangan  ini  juga  mengilhami  kita  semua 
untuk  semakin  baik  mempelajari  Pancasila  dalam  rangka 
penghayatan  dan  pelaksanaannya  di  pelbagai  bidang  kehidupan. 

Maret  1978  REDAKSI 
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Dalam  Pembukaan  UUD  1945  sebagai  dasar  Negara 
ditetapkan  Pancasila,  yaitu  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa, 
Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab,  Persatuan  Indonesia, 
Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam 
permusyawaratan  /  perwakilan  dan  Keadilan  Sosial  bagi  seluruh 
rakyat  Indonesia.  Dengan  demikian  Pancasila  menjadi  ideologi 
negara  Indonesia.  Untuk  mendapatkan  gambaran  yang  lebih 
jelas  tentang  arti  Pancasila  sebagai  ideologi  Negara  itu,  adalah 
bermanfaat  untuk  membahas  perlunya  negara  bagi  manusia, 
hakikat  dan  tujuan  negara,  tugas  subsidier  dan  kompetensinya. 
Selain  itu  perlu  juga  dibahas  arti  ideologi  dan  perlunya  bagi 
negara. 

PERLUNYA  NEGARA  BAGI  MANUSIA 

Sebagai  makhluk  jasmani  dan  rohani,  yang  diperlengkapi 
dengan  akal  budi  dan  kehendak  merdeka,  manusia  sejak 
lahirnya  adalah  suatu  pribadi,  tetapi  pribadi  ini  mula-mula  lebih 
merupakan  potensi,  yang  harus  berkembang  terus  menerus 
untuk  menjadi  pribadi  yang  sempurna  dan  mencapai  tujuan 
eksistensinya.  Itulah  panggilan  dan  tugas  manusia.  Sehubungan 
dengan  itu  dia  diberi  hak-hak  asasi  ,  yaitu  hak-hak  manusia 
sebagai  manusia.  Dia  tidak  hanya  berhak  menggunakan 
hak-haknya  itu,  tetapi  juga  wajib  menggunakannya  karena 
hanya  secara  demikian  dia  dapat  mengemban  tugas  hidupnya 
dan  mencapai  tujuan  eksistensinya. 
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Untuk  mencapai  perkembangan  pribadinya  yang  wajar  dan 
mewujudkan  kesejahteraan  insani  sepenuhnya  (vol  menselijk 
welzijn),  manusia  tidak  mencukupi  dirinya  sendiri  melainkan 
memerlukan  sesamanya.  Hal  itu  berarti  bahwa  manusia  harus 
saling  membantu  dan  saling  melengkapi.  Oleh  sebab  itu  manusia 
wajib  dan  juga  berhak  untuk  hidup  dalam  hubungan,  pergaulan 
dan  kerjasama  dengan  sesamanya,  baik  secara  lepas  maupun 
secara  tetap  dalam  ikatan-ikatan  yang  permanen.  Hal  itu 
ditandaskan  dalam  Deklarasi  Universil  Hak-hak  Asasi  PBB  : 
"Setiap  orang  mempunyai  kewajiban  terhadap  masyarakat  dan 
hanya  di  situ  dia  dapat  mengembangkan  pribadinya  secara 
merdeka  dan  penuh." ' 

Oleh  sebab  itu  manusia  sebagai  suatu  keharusan  memben- 
tuk  bermacam-macam  kesatuan  sosial  atau  masyarakat  (society 
atau  community).  Pria  dan  wanita  menikah  dan  membentuk 
keluarga,  yaitu  kesatuan  sosial  dasar  yang  paling  kecil. 
"Keluarga  adalah  kesatuan  kelompok  yang  alamiah  dan  dasar", 
demikian  pasal  16  ayat  3  Deklarasi  Universil  Hak-Hak  Asasi 
tersebut.  Orang  mendirikan  desa,  kota,  propinsi,  perkumpulan 
dagang,  olah  raga,  kesenian  dan  lain  sebagainya. 

Akan  tetapi  keluarga  dan  Iain-lain  kesatuan  sosial  yang 
bersumber  pada  kemauan  bebas  manusia  untuk  hidup  bersama 
dan  bekerjasama,  belum  dapat  memenuhi  kebutuhan-kebutuh- 
annya  selengkapnya.  Maka  pada  tingkat  perkembangan  tertentu 
manusia  memerlukan  kesatuan  sosial  yang  lebih  besar,  yang 
mampu  menangani  segala  urusan  bersama  untuk  menjamin 
kesejahteraan  umum  dalam  arti  kesejahteraan  manusia  yang 
lengkap  bagi  .semua  anggotanya.  2  "Kesatuan  sosial  serupa  itu 
adalah  negara.  Orang-orang  Romawi  kuno  menyebutnya  Res 
Publica,  artinya  urusan  atau  kepentingan  publik.  Sejumlah 
orang  bergabung  dan  membentuk  negara  untuk  menjamin 
kesejahteraan  umum,  yang  tidak  dapat  diwujudkan  oleh  mereka 
masing-masing  maupun  kesatuan-kesatuan  sosial  yang  lebih 

1  Disalin  dari  Ian  Brownlic,  E£d.,  Basic  CkKHiwnts  on  Huimn  RIkIus  (Oxtixd,  1971), 
hal.  107 

2  Mcngcnai  pcrlun>'a  negara  Ixigi  niamLsia  lebih  lanjiil  lituil  J.D,  Mabtoit,  77>c'  Slate  and 
the  Olizen  (London.  1970),  hal.  97-107;  dan  Ebcrliard  Welly,  A  Handtxyok  qf  Oirisiian 
Social  Ethics,  11  (Lxjndon,  1963),  liai.  198-199 
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kecil  dan  terbatas  ruang  lingkup  serta  jangkauannya.  Dengan 
demikian  negara  adalah  suatu  keharusan  dalam  arti  bahwa 
manusia  harus  membentuk  negara  dan  hidup  sebagai  warganya. 

HAKIKAT  DAN  TUJUAN  NEGARA 

Oleh  sebab  itu  negara  kiranya  dapat  dibatasi  sebagai  suatu 
kesatuan  sosial  atau  organisasi  yang  mengatur  dan  menertibkan 
hubungan-hubungan  antara  para  warganya  dengan  kekuasaan 
demi  tercapainya  kesejahteraan  umum.  Yang  dimaksud  dengan 
organisasi  ialah  sekelompok  orang  yang  dengan  pembagian  tugas 
dan  kerjasama  mengejar  suatu  tujuan  bersama.  Lewat  pembagi- 
an tugas  itu  setiap  anggotanya  mempunyai  tugas  tertentu  dalam 
rangka  keseluruhan,  yang  biasa  disebut  fungsi.  Kerjasama  demi 
tercapainya  tujuan  bersama  itu  pertama-tama  dijamin  dengan 
adanya  pembagian  tugas  yang  jelas  dan  terarah  pada  tujuan 
bersama  itu,  dan  kedua  dengan  adanya  pimpinan  yang 
memberikan  bimbingan,  melakukan  koordinasi  kegiatan-kegiat- 
an  para  anggota  dan  mengadakan  pengawasan  agar  segala 
sesuatu  berjalan  dengan  baik  dan  masing-masing  anggota 
mendapatkan  bagian  yang  wajar  dalam  beban  dan  hasil  usaha 
bersama.  Setiap  organisasi  mempunyai  pucuk  pimpinan  yang 
diserahkan  kepada  seorang  atau  sekelompok  petugas  tertinggi. 
Dalam  organisasi  negara  pucuk  pimpinan  itu  adalah  pemerintah 
dalam  arti  yang  luas.  Tugasnya  ialah  mengatur  agar  organisasi 
dengan  bagian-bagiannya  berjalan  dengan  lancar  dan  mengejar 
tujuannya  dengan  car  a  yang  tepat  dan  efisien. 

Selanjutnya  negara  mengatur  dan  menertibkan  hubungan- 
hubungan  antara  para  warganya  dengan  kekuasaan.  Negara 
adalah  suatu  organisasi  kekuasaan  dan  masyarakat  yang 
bersangkutan  adalah  masyarakat  kekuasaan  (gezagsgemeens- 
chap).  Untuk  menjamin  tercapainya  kesejahteraan  umum, 
negara  dapat  memaksa  para  warganya,  yaitu  menggunakan 
kekerasan  fisik  sejauh  perlu,  agar  peraturan-peraturan  dan 
keputusan-keputusannya  dilaksanakan.  i 


Uhat  J.H.A.  Logemann,  Fkl  Staals-recht  Van  Indonesie  ('s-Gravenhage  -  Bandung,  1955), 
hal.  17-18 
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Akan  tetapi  negara  bukanlah  tujuan.  Seperti  kesatuan-ke- 
satuan  sosial  lain,  negara  adalah  untuk  kepentingan  para 
warganya.  Tujuan  negara  sudah  barang  tentu  lebih  dari  pada 
kepentingan-kepentingan  para  warganya  dalam  arti  bahwa 
tujuannya  itu  ialah  kesejahteraan  umum  seluruh  bangsa.  Namun 
bukanlah  undang-undar.g,  lembaga-lembaga,  kemajuan  ilmu 
pengetahuan  dan  kebudayaan  yang  menjadi  titik  tolak  dan 
tujuan  negara,  melainkan  manusia  dengan  martabatnya,  tuju- 
an-tujuannya,  kebutuhan-kebutuhan  dan  tugas-tugasnya.  Tiada 
kesejahteraan  umum  selain  kesejahteraan  lengkap  orang-orang. 
Memajukan  kesejahteraan  umum  tak  lain  ialah  memajukan 
perkembangan  orang-orang  itu  dan  meningkatkan  harkat 
mereka.  Negara  mengusahakan  kondisi  baik  yang  diperlukan 
para  warganya  untuk  mewujudkan  perkembangan  diri  dan 
bakat-bakat  mereka  sepenuh  mungkin*  ^ 

Unsur-unsur  kesejahteraan  umum  itu  di  satu  pihak  ialah 
dihormatinya  hak-hak  orang-orang  atau  kepastian  hukum  dan  di 
lain  pihak  tersedianya  barang-barang  dan  jasa-jasa  kebutuhan 
hidup  bagi  semua  anggota  masyarakat  dan  negara  atau 
kemakmuran  umum  (public  prosperity).  Dalam  rangka  itu 
negara  harus  menegakkan  hukum  dan  keadilan  di  satu  pihak  dan 
menjamin  agar  barang-barang  dan  jasa-jasa  tersebut  tersedia 
bagi  semua  di  lain  pihak. 

TUGAS   SUBSIDIER  NEGARA 

Seperti  kita  lihat  di  atas,  negara  bukanlah  tujuan  tetapi 
sebagai  kesatuan  pribadi-pribadi  dia  adalah  sarana  untuk 
membantu  para  warganya  dan  melengkapi  mereka  dengan 
hal-hal  yang  tidak  dapat  diusahakan  oleh  mereka  masing-masing 
secara  sewajarnya.  Negara  adalah  untuk  mengabdi  pada 
kepentingan  rakyat.  Akan  tetapi  juga  bukan  tugas  negara  untuk 
menangani  segala  urusan  rakyat,  sehingga  rakyat  tidak  perlu 
berbuat  sesuatu  dan  menantikan  segala  sesuatu  dari  negara. 
Tugas  negara  adalah  subsidier,  memberikan  subsidium  atau 
bantuan  kepada  orang-orang  yang  tidak  mampu  memenuhi 
kebutuhan-kebutuhan  mereka  sendiri  sewajarnya.  Apa  yang 

1  Lihat  Ernest  Barker,  I^napk's  of  Social  and  Political  TfK'or}'  (OPxford,  1967),  hal.  47, 
123,  132;  lihat  juga  Jacques  Marilain,  Man  and  llie  Stale  (Oiicago-London,  1971) 
hal.  12-13 
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dapat  dikerjakan  oleh  orang-orang  dan  kesatuan-kesatuan  sosial 
yang  lebih  kecil  seperti  keluarga,  masyarakat  desa,  perusahaan 
perusahaan  swasta  dan  lain  sebagainya  tidak  perlu  ditangani  oleh 
negara.  Tugas  negara  adalah  sekedar  membantu  dan  melengkapi 
berbagai  kekuarangan  orang-orang  dan  kelompok-kelompok 
yang  lebih  kecil  tersebut. 

Antara  lain  negara  melakukan  tugas  subsidiernya  dengan 
merangsang  kegiatan-kegiatan  rakyat,  mengusahakan  keseim- 
bangan  dan  koordinasi  antara  golongan-golongan,  memberikan 
penyuluhan  dan  bimbingan,  melakukan  pengawasan  dan  lain 
sebagainya.  Negara  yang  sehat  memerlukan  orang-orang  dan 
kelompok-kelompok  yang  mampu  bertindak  dan  berusaha  atas 
daya  kreasi  dan  prakarsa  mereka  sendiri.  Oleh  sebab  itu  tugas 
utama  negara  ialah  merangsang  dan  membina  para  warganya 
agar  mengembangkan  diri  dan  potensi-potensi  mereka.  Bantuan 
yang  diberikan  hendaknya  pertama  tama  bertujuan  untuk 
memungkinkan  para  warganegara  lambat  laun  menolong  diri 
sendiri  dan  berdiri  atas  kaki  sendiri.  Presiden  Amerika  Serikat 
Abraham  Lincoln  pernah  melukiskan  tugas  subsidier  negara  itu 
sebagai  berikut  :  "Sasaran  legitim  pemerintah  ialah  melakukan 
bagi  masyarakat  barang  apa  harus  dilakukan  tetapi  masyarakat 
tidak  dapat  melakukannya  sama  sekali  atau  tidak  sebaik  itu 
dengan  kemampuan  orang  masing-masing.  Dalam  segala  sesuatu 
yang  dapat  dilakukan  orang  masing-masing,  pemerintah  tidak 
boleh  turun  tangan".  ^ 

Berdasarkan  peranan  subsidier  negara  itu  terdapat  banyak 
perbedaan  dalam  realisasi  tujuan  negara.  Peranan  negara  itu 
dapat  besar  dapat  kecil  sesuai  dengan  kemampuan  rakyat 
masing-masing.  Apabila  rakyat  telah  maju  dan  mampu  me- 
ngembangkan kehidupannya  dalam  bidang  ekonomi,  sosial, 
kebudayaan,  dan  Iain-lain,  peranan  negara  akan  berkurang, 
sedangkan  di  negara  muda  yang  sedang  berkembang  peranan  itu 
biasanya  besar. 


I  Roy  P.  Basler,  Ed. ,  Ahraluim  Lincoln :  Hbi  Speeclies  and  Writing  (Nes  York,  1946) 
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KOMPETENSI  NEGARA 

Dari  hakikat,  tujuan  dan  tugas  negara  tersebut  di  atas  dapat 
disimpulkan  bahwa  negara  tidak  mahakuasa  tetapi  terbatas 
kekuasaan  dan  kompetensinya,  yaitu  terbatas  pada  pelaksanaan 
tugasnya.  Seperti  diuraikan  di  atas,  negara  dimaksud  untuk 
memajukan  kesejahteraan  umum  baik  materiil  maupun  spirituil 
yang  bersifat  temporil  bagi  seluruh  rakyat.  Negara  adalah  untuk 
melayani  para  warganya  dengan  menjamin  agar  semua  dapat 
menikmati  hak-hak  mereka  dengan  aman  (tegaknya  hukum  dan 
keadilan),  termasuk  hak  mereka  untuk  mendapatkan  barang-ba- 
rang  dan  jasa-jasa  kebutuhan  hidup  seperlunya,  sehingga  mereka 
dapat  mengembangkan  diri  serta  potensi-potensi  mereka  dan 
mewujudkan  kesejahteraan  lahir  batin  mereka.  Dia  menjalankan 
tugasnya  itu  terutama  dengan  menciptakan  kondisi  dan  tertib  di 
mana  semuanya  itu  mungkin.i 

Kekuasaan  negara  dimaksud  untuk  mengatur  kekuatan-ke- 
kuatan  sosial  dan  mengarahkan  mereka  pada  kesejahteraan 
umum.  Sebagai  pelindung  hak-hak  para  warganya,  negara 
mempunyai  kekuasaan  penuh  dan  langsung.  Dia  dapat  memaksa 
warganegara  untuk  menghormati  hak-hak  sesamanya  dan 
memperbaiki  pelanggaran-pelanggaran  dengan  memberikan  res- 
titusi  atau  menjalani  hukuman.  S  ebagai  promoter  kesejahteraan 
umum,  negara  kekuasaannya  hanyalah  kondisionil,  tidak 
langsung  dan  bersifat  melengkapi.  Oleh  sebab  itu  dia  tidak  boleh 
melakukan  hal-hal  yang  tidak  perlu  atau  tidak  bermanfaat,  yaitu 
sekiranya  warga-warganya  telah  mampu  melakukannya  sendiri 
atau  sekiranya  tindakan  negara  tersebut  akan  melanggar 
hak-hak  warganya.  Dengan  demikian  negara  dapat  dan  wajib 
mengadakan  intervensi,  tetapi  hak  ini  dibatasi  oleh  asas 
subsidiaritas. 

Dalam  rangka  itu  negara  membuat  undang-undang  dan 
melaksanakannya  serta  menghukum  pelanggar-pelanggarnya. 
Selanjutnya  dia  menafsirkan  undang-undang  dan  menuangkan- 
nya  lebih  lanjut  dalam  tindakan-tindakan  kebijaksanaan. 
Undang-undang  merupakan  sarana  utama  negara  untuk  mema- 
jukan kesejahteraan  umum.  Dalam  undang-undang  itu  negara 

1  Ernest  Barker,  op.  cil..  Iial.  1 17-1,':^ 
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membatasi  secara  terperinci  hak-hak  para  warganya  sebagai 
manusia  dan  warganegara,  serta  menetapkan  mekanisme  untuk 
menjamin  agar  hak-hak  itu  dihormati.  Selain  itu  dalam 
undang-undang  negara  membatasi  tindakan-tindakan  yang 
harus  dilakukan  dan  larangan-larangan  demi  kesejahteraan 
umum.  1  Negara  dapat  memaksakan  (enforce)  pelaksanaan 
undang-undangnya  dengan  menetapkan  sanksi-sanksi  dan 
menggunakan  kekerasan  intuk  melaksanakannya.  Tetapi  justru 
karena  itu  kompetensinya  terbatas.  Negara  hanya  dapat 
menguasai  tertib  lahir  yang  mengatur  tindakan-tindakan  lahir 
(external  acts)  sejauh  tindakan-tindakan  ini  menyangkut  hak- 
hak  dan  kepentingan-kepentingan  orang  lain  dan  masyarakat. 
Batin  atau  hati  manusia  adalah  di  luar  jangkauan  dan 
kompetensinya.  Maclver  merumuskan  kebenaran  ini  sebagai 
berikut  :  "Bukan  saja  karena  sifat  universilnya  tetapi  lebih 
karena  paksaan  sanksinya,  undang-undang  negara  terbatas 
kompetensinya.  Akar  ketaatan  pada  undang-undang  bukanlah 
paksaan  tetapi  kemauan  untuk  taat ;  namun  undang-undang 
mengambil  bentuk  suatu  perintah.  Oleh  sebab  itu  dia  hanya 
dapat  mengatur  tertib  lahir  masyarakat.  Kekerasannya  hanya 
dapat  diterapkan  pada  segi  lahir  tingkah  laku."  ^ 

NEGARA  DAN  IDEOLOGI 

Sebagai  suatu  organisasi  kemasyarakatan,  negara  hanya 
dapat  dikemudikan  secara  terarah  dan  efisien  apabila  ada 
gambaran  jelas  tentang  hakikat,  tujuan,  dasar  dan  susunannya. 
Mereka  yang  bertugas  menyusun  undang-undang  dasar  yang 
akan  menjadi  landasan  dan  pedoman  negara,  harus  mempunyai 
konsepsi  dasar  yang  jelas  tentang  negara  dan  tujuannya  serta 
tempat  warganegara  di  dalamnya.  Konsepsi  dasar  itu  akan 
menjadi  landasan  dan  pedoman  bagi  pembentukan  struktur 
negara  dan  pelaksanaan  tugas  pemerintah  dalam  arti  yang  luas 
maupun  sempit,  bagi  partisipasi  rakyat,  dan  bagi  kerjasama 
antara  pemerintah  sebagai  pimpinan  dan  rakyat  sebagai  yang 
dipimpin.  Dengan  perkataan  lain  para  pendiri  negara  dan 
penyusun  konstitusinya  harus  mempunyai  suatu  ideologi  negara 
sebagai  dasar  dan  pedoman  negara  yang  dibangun.  Pendek  kata, 

1  Uhat  Maclver,  The  Mxkm  Slate  (London,  1966),  hal.  364-375 

2  Ibid,  hal.  21 
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agar  dapat  berfungsi  secara  efisien  negara  harus  mempunyai 
suatu  ideologi. 

Istilah  ideologi  mempunyai  banyak  arti,  tetapi  dalam 
hubungan  ini  yang  dimaksud  ialah  kesatuan  gagasan-gagasan 
dasar  yang  sistematis  dan  menyeluruh  tentang  manusia  dan 
kehidupannya  baik  individuil  maupun  sosial,  termasuk  kehidup- 
an  negara.  Penerapan  ideologi  di  bidang  kenegaraan  adalah 
politik  dan  aliran  ideologi  menentukan  arah  politik.  Selanjutnya 
ideologi  bersifat  azasi,  sedangkan  politik  adalah  suatu  kebijak- 
sanaan,  yaitu  pelaksanaan  ideologi  selaras  dengan  keadaan 
waktu  dan  tempat.  Dengan  demikian  pada  ideologi  yang  sama 
dapat  bersumber  pelbagai  politik. 

Ideologi  menyatakan  suatu  cita-cita  dan  mencakup  nilai-ni- 
lai  yang  menjadi  dasar  serta  pedoman  negara  dan  kehidupannya. 
Politik  melaksanakan  atau  .  menerapkannya  di  negara  tertentu 
yang  berada  di  tempat  tertentu  dan  dalam  keadaan  tertentu. 
Oleh  sebab  itu  ideologi  harus  dibedakan  dengan  politik,  tetapi 
keduanya  terjalin  satu  sama  lain  secara  erat.  Jika  ideologi 
disamakan  dengan  politik,  maka  norma-norma  dasar  yang 
menjadi  landasan  serta  pedoman  hidup  kenegaraan  akan 
diombang-ambingkan  oleh  keadaan.  Sebaliknya  jika  politik 
disamakan  dengan  ideologi,  maka  politik  akan  macet  dan  tidak 
mempunyai  dinamika  serta  gerak  yang  luwes  untuk  menghadapi 
masalah-masalah  kemasyarakatan  dan  kenegaraan, ' 

PANCASILA  IDEOLOGI  NEGARA  INDONESIA 

Sesuai  dengan  gagasan  tersebut  di  atas,  para  cendekiawan 
dan  pemimpin  nasional  Indonesia  menjelang  Proklamasi  Ke- 
merdekaan  yang  dianggap  mewakili  seluruh  rakyat  Indonesia 
menganggap  sebagai  salah  satu  tugas  pokok  mereka  mencari 
dasar  Indonesia  Merdeka.  Menurut  Bung  Karnoyang  dimaksud 
ialah  suatu  "philosophische  grondslag"  atau  dasar  falsafat, 
yaitu  pikiran  yang  sedalam-dalamnya,  untuk  di  atasnya  didiri- 
kan  Negara  Indonesia.  Setelah  para  anggota  Badan  Penyelidik 

1    Uhat  Ali  Moertopo.  Aksekmsi  ModernKosi  Peiulximtnan  25  Taliun  (.liikiirta  :  CSIS, 

1973)  ,  hal.  11-12;  lihal  juga  Drs.  Sukama.  Ideoloni  Suatu  Snidi  Wm  Politik  (Baiiduiig. 

1974)  ,  hal.  9-14 
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Usaha-usaha  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  mengemukakan 
pendapat-pendapat  masing-masing,  atas  usul  Bung  Karno 
diputuskan  bahwa  Indonesia  Merdeka  akan  dibangun  atas  lima 
sila  yang  disebut  Pancasila. 

Keputusan  itu  kemudian  dikukuhkan  oleh  Panitia  Persiapan 
Kemerdekaan  Indonesia  yang  bertindak  selaku  wakil  rakyat 
Indonesia.  Hal  ituterjadi  pada  18  Agustus  1945,  sehari  sesudah 
Proklamasi  Kemerdekaan,  ketika  Panitia  di  bawah  pimpinan 
Bung  Karno  membicarakan  rancangan  UUD  dan  Pembukaan- 
nya  yang  telah  disiapkan  oleh  Badan  Penyelidik  Usaha-usaha 
Kemerdekaan  Indonesia  tersebut.  Setelah  diadakan  perubahan  di 
Sana  sini,  rancangan  UUD  dan  Pembukaannya  ditetapkan 
sebagai  UUD  dan  Pembukaannya  Negara  Republik  Indonesia, 
yang  dinyatakan  berlaku  surut  pada  17  Agustus  1945  dan 
selanjutnya  dikenal  sebagai  UUD  1945  atau  UUD  Proklamasi.^ 

Dalam  Pembukaan  UUD  1945  itu  Pancasila  dicantumkan 

sebagai  dasar  Negara  Indonesia  sebagai  berikut  :  "  

maka  disusunlah  Kemerdekaan  Kebangsaan  Indonesia  itu  dalam 
suatu  Undang-undang  Dasar  Negara  Indonesia  yang  terbentuk 
dalam  suatu  susunan  Negara  Repubhk  Indonesia,  yang  berke- 
daulatan  rakyat  dengan  berdasarkan  kepada  :  Ketuhanan  Yang 
Maha  Esa,  Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab,  persatuan 
Indonesia  dan  kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmah  kebijak- 
sanaan  dalam  permusyawaratan  /  perwakilan,  serta  dengan 
mewujudkan  suatu  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indo- 
nesia.. ^ 

Pembukaan  UUD  1945  dan  intinya  Pancasila  itu  mempu- 
nyai  hubungan  erat  dengan  Proklamasi  Kemerdekaan  dan 
dengan  Negara  Proklamasi  serta  kelangsungannya.  Negara 
Proklamasi  adalah  Negara  Pancasila.  Dalam  Memorandum 
DPR-GR  9  Juni  1966  mengenai  sumber  tertib  hukum  Indonesia 
yang  diterima  baik  oleh  MPRS  dengan  Ketetapannya  No. 

1  Lihal  Muhammad   Yunin,  Nask.h  Persiapan  UUD  1945,   Jilid   I,   (Jakarta,  1971), 
hal.  145^75 

2  Dikulip  dari  Hinipunan  Kelelapan-kelelapan  MPRS  Dbertai  UUD  1945  (Jakarta  :  F-^anljuraii 
Tujuh  1969),  hal.  254 
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XX/MPRS/1966  hal  itu  dirumuskan  sebagai  berikut  :  "Pembu- 
kaan  UUD  1945  sebagai  Pernyataan  Kemerdekaan  yang 
terperinci  yang  mengandung  cita-cita  luhur  dari  Proklamasi 
Kemerdekaan  17  Agustus  1945,  dan  yang  memuat  Pancasila 
sebagai  Dasar  Negara  merupakan  satu  rangkaian  dengan 
Proklamasi  Kemerdekaan  17  Agustus  1945,  dan  oleh  sebab  itu 
tidak  dapat  dirubah  oleh  siapa  juga,  termasuk  MPR  hasil 
an  umum,  yang  berdasarkan  pasal  3  UUD  berwenang  menetap- 
kan  dan  merubah  UUD,  karena  merubah  isi  Pembukaan  berarti 
pembubaran  Negara. "  ' 

Penetapan  Pancasila  sebagai  ideologi  Negara  Indonesia  itu 
pertama-tama  berarti  bahwa  Negara  Indonesia  dibangun  atas 
dasar  moral  kodrati  dan  oleh  sebab  itu  tunduk  padanya  dan 
wajib  membela  serta  melaksanakannya  baik  dalam  susunan 
maupun  kehidupannya.  Seperti  diuraikan  oleh  Prof.  Dr. 
Drijarkoro,  Pancasila  berakar  pada  kodrat  manusia  dan  adalah 
inheren  dalam  eksistensi  manusia  sebagai  manusia,  sehingga 
dengan  menganalisa  kodrat  manusia  kita  akan  sampai  juga  pada 
Pancasila.  Dengan  demikian  kelima  sila  Pancasila  dapat 
dipandang  sebagai  rumusan  kodrat  manusia.  ^  Dari  kodrat 
manusia  kelima  sila  itu  disimpulkan  sebagai  norma  agendi, 
sebagai  pedoman  untuk  bertindak  dan  berbuat.  Sesuai  dengan 
dalil  bahwa  segala  sesuatu  harus  bertindak  menurut  kodrat 
masing-masing,  maka  manusia  harus  bertindak  menurut  kodrat 
rasionil  karena  pada  hakikatnya  manusia  adalah  makhluk 
jasmani-rohani  yang  berakal  budi.  Dengan  perkataan  lain 
manusia  harus  bertindak  menurut  akal  sehatnya  atau  secara 
rasionil.  Manusia  adalah  baik  sebagai  manusia  apabila  dia  selalu 
bertindak  secara  rasionil.  Dengan  akal  budinya  manusia  dapat 
mengenal  kodratnya  dan  norma-norma  yang  mengikatnya 
sebagai  manusia.  Manusia  yang  mentaati  norma-norma  itu 
disebut  baik  ^  baik  sebagai  manusia  atau  baik  dari  segi  moral 
(morally  good).  Norma-norma  itu  disebut  moral  kodrati  (natural 
morals),  karena  dijabarkan  dari  kodrat  manusia.  ^ 

1  Ibid.,  tial.  50  ;  lilial  jugii  I^of.  Notoiiagoro,  Beberafxi  Hal  /nenxeruii  l-'alsqfah  l\iiKVsila 
(Jakarta :  Pantjuran  Tiijuli.  1972),  lud.  34 

2  Lilial  "Pancasila  dan  Rcligi"  Kunptdan  Karanm'  (Yogyakarta),  lial.  133-162 

3  l^bih  lanjul  lihat  A.P.  d'Enlreves,  Naluml  Law  (London,  1972),  khasusnya  lial.  22-35; 
dan  Ernest  Barker,  op.  cit.  hal.  98-101 
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MORAL  DAN  HUKUM  DALAM  NEGARA  PANCASILA 

Dengan  demikian  dalam  Negara  Pancasila  hubungan  antara 
moral  kodrati  dan  hukum  adalah  sangat  erat.  Moral  Pancasila 
dinyatakan  sebagai  cita-cita  dan  norma  hukum  negara.  Oleh 
sebab  itu  norma-norma  moral  Pancasila  menjadi  azas-azas 
utama  yang  membimbing  akal  budi  dalam  membuat  undang- 
undang  yang  mengatur  negara  dan  tugas-tugasnya,  lembaga- 
lembaga  negara  dan  hubungan  antara  mereka,  hubungan-hu- 
bungan  dalam  negara  antara  sesama  warganegara,  antara 
warganegara  dan  negara  dan  sebaliknya.  Dengan  demikian 
norma-norma  moral  itu  menjadi  ukuran  undang-undang. 
Namun  dalam  hubungan  ini  harus  dicatat,  bahwa  tidak  semua 
norma  moral  dapat  diundangkan.  Hukum  negara  harus  meng- 
akui  batas-batasnya,  yaitu  persetujuan  rakyat  dan  kemungkinan 
pelaksanaan  serta  pemaksaannya  (enforcement). 

Pertama-tama  harus  diperhatikan  wewenang  rakyat  dalam 
perundang-undangan.  Undang-undang  adalah  ketetapan  rakyat 
dalam  arti  bahwa  perwakilan  rakyat  dan  pemerintah  mewajib- 
kan  atau  melarang  sesuatu  dengan  ancaman  kekerasan  fisik  bagi 
pelanggar-pelanggarnya.  Dalam  menyusun  undang-undang  lem- 
baga-lembaga  legislatif  harus  selalu  memperhatikan  pandangan 
hidup,  kesadaran  dan  cita-cita  hukum  rakyat. 

Selain  itu  harus  diperhatikan  kemungkinan  pelaksanaan  dan 
pemaksaannya.  Tidak  ada  gunanya  dan  bahkan  merugikan 
menyusun  undang-undang  yang  di  luar  kemampuan  rakyat, 
sehingga  tidak  dapat  dilaksanakan.  Undang-undang  adalah 
untuk  rakyat  banyak  dan  dimaksud  sebagai  pedoman  juridis 
bagi  tindakan-tindakannya.  Oleh  sebab  itu  sasarannya  tidak 
boleh  terlalu  tinggi,  tetapi  harus  selalu  diselaraskan  dengan 
kemampuan  rakyat  untuk  melaksanakannya.  Undang-undang 
tidak  dapat  melarang  semua  kejahatan  moral,  tetapi  hanya 
kejahatan  yang  berat  dan  membahayakan  masyarakat  seperti 
pembunuhan,  pencurian,  perampokan,  penipuan,  pemerasan, 
korupsi  dan  lain  sebagainya.  Tetapi  di  lain  pihak  lewat 
undang-undang  negara  dapat  dan  wajib  memajukan  pemdidikan 
dan  perbaikan  moral  rakyat  secara  berangsur-angsur  sesuai 
dengan  kemampuan  dan  kesanggupan  rakyat  pada  waktunya 
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yang  tepat.  Apa  yang  dua  puluh  tahun  yang  lalu  belum  dapat 
diundangkan  kini  mungkin  sudah  dapat,  dan  yang  kini  belum 
dapat  sepuluh  tahun  lagi  mungkin  sudah.  Seperti  manusia, 
demikianpun  bangsa  mengalami  perkembangan,  juga  dalam 
moralitasnya  (public  morality).  Kenyataannya  banyak  hal  yang 
dahulu  hanya  merupakan  norma-norma  moral  kini  telah  juga 
menjadi  norma-norma  hukum,  sehingga  barang  siapa  melang- 
garnya  dapat  dijatuhi  hukuman  oleh  negara.  Misalnya  perbu- 
dakan  yang  dahulu  soal  biasa  kini  telah  dilarang  di  mana-mana. 
Demikianpun  di  banyak  negeri  menyewa  anak-anak  di  bawah 
umur  sebagai  buruh.  ^ 

PENUTUP 

Agar  dapat  berfungsi  secara  efisien,  suatu  negara  sebagai 
suatu  kesatuan  sosial  yang  terdiri  atas  orang-orang  merdeka 
(persons)  harus  mempunyai  suatu  ideologi,  yaitu  satu  kesatuan 
gagasan-gagasan  dasar  yang  sistematis  dan  menyeluruh  tentang 
manusia  dan  kehidupannya,  baik  individuil  maupun  sosial, 
termasuk  negara.  Khususnya  harus  jelas  apakah  hakikat  dan 
tujuan  negara  serta  hubungannya  dengan  para  warganya. 

Dengan  memiUh  Pancasila  sebagai  ideologinya,  Negara 
Indonesia  berada  dalam  suatu  kedudukan  yang  sangat  baik 
untuk  mengemban  tugasnya  dan  mewujudkan  tujuan-tujuannya. 
Pancasila  mengandung  jaminan-jaminan  bahwa  tujuan-tujuan 
negara  ^kan  dapat  dicapai  dengan  baik  asal  benar-benar 
dilaksanakan.  Pancasila  bersumber  pada  kodrat  manusia  sebagai 
makhluk  individuil  dan  sosial,  dan  merupakan  pedoman-pe- 
doman  yang  tepat  bagi  manusia  dan  negaranya.  pada  hakikatnya 
kelima  sila  Pancasila  adalah  satu  kesatuan  bulat  azas-azas  moral 
kodrati  baik  bagi  tingkah  laku  perorangan  maupun  negara.  Oleh 
sebab  itu  Pancasila  harus  dipertahankan.  Akan  tetapi  hal  itu 
belum  cukup.  Yang  lebih  penting,  Pancasila  harus  dilaksanakan 
dalam  segala  bidang  kehidupan  negara  dan  dalam  rangka  itu 
semakin  diselami,  dipahami  dan  dihayati. 


1    Uhat  J.V.  Ddan,  "Natural  Law  and  Legislation",  Laval  QuarteHy  for  Theology  and 
Philosophy.  16.  (1960),  hal.  237-264 
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Kirdi  DIPOYUDO 


Seperti  ditandaskan  dalam  Memorandum  DPR-GR  9  Juni 
1966,  yang  disahkan  oleh  MPRS  dengan  ketetapannya  No. 
XX/MPRS/1966,  Pancasila  adalah  pandangan  hidup  bangsa 
yang  telah  dimurnikan  dan  dipadatkan  oleh  Panitia  Persiapan 
Kemerdekaan  atas  nama  Rakyat  Indonesia  menjadi  dasar 
Negara  Republik  Indonesia.  Hal  ini  dikukuhkan  berulang  kali 
oleh  pimpinan  Negara,  terakhir  dalam  ketetapan  MPR  No. 
II/MPR/1978,  yang  juga  menandaskan  bahwa  untuk  menjaga 
kelestarian  dan  kemampuannya  demi  terwujudnya  tujuan-tujuan 
Nasional  serta  cita-cita  Bangsa  seperti  terungkap  dalam  Pembu- 
kaan  UUD  1945,  Pancasila  perlu  dihayati  dan  diamalkan  secara 
nyata  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara  oleh  setiap 
warganegara  Indonesia,  setiap  penyelenggara  Negara  dan  setiap 
lembaga  kenegaraan  dan  lembaga  kemasyarakatan  baik  di  pusat 
maupun  di  daerah.  Karena  "PANCASILA  sama  sekali  bukan 
sekedar  semboyan  untuk  dikumandangkan,  PANCASILA  bu- 
kan dasar  falsafah  Negara  yang  sekedar  dikeramatkan  dalam 
dokumen  Pembukaan  UUD;  melainkan  PANCASILA  harus 
diamalkan.  Tanpa  diamalkan,  apapun  dasar  falsafah  yang  kita 
pakai,  apapun  konsepsi  yang  kita  buat,  tidak  akan  berguna  dan 
tidak  ada  artinya.  Kita  wajib  mempertahankan  PANCASILA, 
kita  wajib  melaksanakan  PANCASILA,  kita  wajib  mengisi 
kemerdekaan  dengan  mengamalkan  PANCASILA  oleh  karena 
PANCASILA  adalah  dasar  dan  tujuan  kemerdekaan  ini.' 
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Demikian  Pejabat  Presiden  Soeharto  pada  Peringatan  Hari 
Lahirnya  Pancasila  di  Jakarta,  1  Juni  1967.1 

Dalam  rangka  itu  kita  harus  mempelajari  Pancasila  dan 
menyelami  artinya  sebagai  dasar  falsafah  negara  dan  pandangan 
hidup  bangsa  atau  arti  formilnya  maupun  arti  sila  masing-ma- 
sing  atau  arti  materiilnya.  Dalam  karangan  ini  kita  akan 
membatasi  diri  dan  hanya  membahas  arti  formil  Pancasila. 
Secara  berturut-turut  akan  dibahas  sifat-sifat  Pancasila  sebaeai 
dasar  falsafah  negara,  artinya  sebagai  dasar  falsafah  negara  dan 
artinya  sebagsii  pandangan  hidup  bangsa.  Dalam  pembahasan  ini 
akan  kita  perhatikan  bahwa  pada  hakikatnya  Pancasila  adalah 
budi  pekerti  atau  moral. 


I.    PANCASILA  DASAR  FALSAFAH  NEGARA 

Dari  sejarah  terjadinya  Pancasila  sekitar  Proklamasi  Ke- 
merdekaan  diketahui  bahwa  Pancasila  menurut  rumusan  yang 
terdapat  dalam  Pembukaan  UUD  1945  disetujui  semua  pihak 
sebagai  dasar  falsafah  atau  ideologi  negeira  setelah  dimusyawa- 
rahkan  secara  matang.  Mufakat  atau  konsensus  itu  dicapai  tidak 
hanya  berkat  kebesaran  jiwa  dan  kesadaran  yang  mendalam 
akan  perlunya  persatuan  bangsa,  melainkan  juga  karena 
Pancasila  itu  memuat  nilai-nilai  luhur  yang  telah  menjadi  milik 
bersama  Bangsa  Indonesia  dan  merupakan  suatu  perpaduan 
yang  baik  antara  ide-ide  besarnya  dan  ide-ide  besar  dunia 
mengenai  tata-negara  dan  hidup  kenegaraan,  yang  mengandung 
jaminan-jaminan  bahwa  tujuan-tujuan  nasional  akan  dicapai 
asal  dilaksanakan  secara  murni  dan  konsekwen. 

1 .  Sifat-sifat  Pancasila  sebagai  Dasar  Negara 

Pancasila  ditetapkan  menjadi  dasar  falsafah  atau  ideologi 
Negara  RI  pada  18  Agustus  1945  ketika  Pembukaan  dan 
Undang-undang  Dasar  1945  disahkan  oleh  Panitia  Persiapan 
Kemerdekaan  Indonesia  selaku  wakil  seluruh  rakyat  Indonesia. 
Hal  itu  dilakukan  setelah  dipikirkan,  dimusyawarahkan  dan 
diolah  secara  matang  oleh  pemimpin-pemimpin  pergerakan  dan 

1  Pidato  Pejabat  Presiden  Republik  Indonesia  Pada  Peringatan  Hari  Lahirnya  Pancasila 
1  Juni  1967  di  Jaicarta,  Penerbitan  Khusus  454,  Departemcn  Penerangan  RI,  hal.  11 
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cendekiawan  nasional  yang  duduk  dalam  Panitia  itu.  Sesuai 
dengan  sistem  pengambilan  keputusan  yang  berlaku  di  Indonesia 
sejak  dahulu,  kelima  sila  itu  dimusyawarahkan  secara  panjang 
lebar  sampai  akhirnya  diterima  oleh  semua  pihak  sebagai  dasar 
Indonesia  Merdeka.  ^ 

Dalam  proses  itu  terjadi  perdebatan-perdebatan  akibat 
perbedaan-perbedaan  pendapat  dan  cita-cita,  khususnya  antara 
golongan  Islam  dan  golongan  kebangsaan.  Yang  pertama 
memperjuangkan  pembentukan  Negara  Islam,  tetapi  golongan 
kebangsaan  menolaknya  karena  menginginkan  suatu  negara 
sekuler  yang  tidak  berurusan  dengan  agama.  Pancasila  diusulkan 
sebagai  jalan  tengah  yang  mempertemukan  kedua  keinginan  dan 
pendapat  itu,  dan  akhirnya  semua  pihak  menerimanya.  Dengan 
demikian  Pancasila  sebagai  dasar  negara  RI  adalah  suatu 
konsensus  yang  harus  dipegang  dengan  teguh  untuk  mencegah 
terjadinya  perpecahan,  ketegangan  dan  konflik  sosial,  dan  untuk 
memelihara  persatuan  dan  perdamaian  antar  golongan.  "Pan- 
casila adalah  perjanjian  luhur  seluruh  Rakyat  Indonesia  yang 
harus  selalu  kita  junjung  tinggi  bersama  dan  kita  bela 
selama-lamanya",  demikian  Pejabat  Presiden  Soeharto  dalam 
pidato  kenegaraan  16  Agustus  1967.  ^ 

Konsensus  itu  dicapai  tidak  hanya  karena  semua  pihak 
secara  mendalam  menyadari  perlunya  persatuan,  tetapi  juga 
karena  Pancasila  memuat  unsur-unsur  yang  dijunjung  tinggi 
oleh  semua  golongan  dan  lapisan  masyarakat  Indonesia.  Dengan 
perkataan  lain,  Pancasila  dapat  diterima  oleh  semua  pihak 
karena  memuat  unsur-unsur  bersama,  sehingga  masing-masing 
dapat  melihatnya  sebagai  miliknya,  sebagai  bagian  penting 
ideologinya.  "Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  perikemanusiaan 
yang  adil  dan  beradab,  kebangsaan,  demokrasi  dan  keadilan 
sosial,  semuanya  itu  telah  merupakan  nilai-nilai  luhur  yang 
menjadi  kepribadian  Bangsa  kita.  Pancasila  menyatukan  semua 
lapisan  dan  golongan  masyarakat",  demikian  amanat  Presiden 

1  Lihat  Muhammad  Yamin,  Naskah  Persiapan  UUD  1945,  Jilid  I  (Jakarta,  1971), 
hai.  145-473  ;  dan  Negara  Berketuhanan  dan  Agama-agama  (Jakarta,  1970),  hai.  29 
Pidato  Kenegaraan  Pejabat  Presiden  Repubiik  Indonesia  Jendcral  Soeharto  di  depan 
Sidang  DPR-GR  16  Agustus  1967,  Penerbitan  Khusus  461,  Departemcn  Penerangan 
RI.  hai.  10 
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Soeharto  pada  peringatan  hari  ulang  tahun  ke-25  ABRI  di 
Jakarta  pada  5  Oktober  1970.  ^ 

Namun  Pancasila  adalah  juga  suatu  kompromi.  Masyarakat 
Indonesia  bersifat  pluralistis,  terdiri  atas  banyak  golongan  yang 
masing-masing  mempunyai  pandangan  hidup  dan  ideologinya. 
Hal  itu  nampak  jelas  dalam  sejarah  penyusunan  dasar  negara 
kita.  Khususnya  golongan  Islam  memperjuangkan  agar  Indone- 
sia merdeka  dibangun  atas  ideologi  Islam  dan  menjadi  negara 
Islam.  Akan  tetapi  golongan  kebangsaan  dan  golongan-golong- 
an  lain  berkeberatan.  Sebagai  salah  seorang  eksponen  golongan 
nasional,  Prof.  Dr.  Supomo  menandaskan:  "Jika  kita  hendak 
mendirikan  Negara  Indonesia  yang  sesuai  dengan  keistimewaan 
sifat  dan  corak  masyarakat  Indonesia,  maka  Negara  kita  harus 
berdasar  atas  aliran  pikiran  Negara  (Staatsidee)  integralistik 

  Negara  tidak  mempersatukan  diri  dengan  golongan 

yang  terbesar  dalam  masyarakat,  juga  tidak  mempersatukan 
diri  dengan  golongan  yang  paling  kuat,  melainkan  mengatasi 
segala  golongan  dan  segala  perorangan,  mempersatukan  diri 
dengan  segala  lapisan  rakyatnya  ....  Oleh  sebab  itu  cita-cita 
negara  Islam  itu  tidak  sesuai  dengan  cita-cita  negara  persatuan 
yang  telah  diidam-idamkan  oleh  kita  semuanya,  2 


Pancasua  mempertemukan  kedua  pendapat  dan  keinginan 
itu.  Negara  Pancasila  bukanlah  negara  agama,  juga  bukan 
negara  anti  agama,  melainkan  negara  ketuhanan  yang  memeli- 
hara  budi  pekerti  kemanusiaan  yang  luhur  dan  memegang  teguh 
cita-cita  moral  rakyat  yang  luhur.  Golongan  Islam  mula-mula 
kurang  senang  dengan  usul  untuk  membangun  Indonesia 
Merdeka  atas  dasar  Pancasila,  tetapi  akhirnya  menerimanya 
juga.  Mereka  menolak  negara  anti  agama,  tetapi  dapat 
menerima  negara  Pancasila  yang  berketuhanan,  sedangkan 
golongan  kebangsaan  menolak  negara  agama,  tetapi  dapat 
menerima  negara  ketuhanan. 


1  Lihat  Krissantono,  Ed.,  Pandangan  Presiden  Soeharto  tentang  Pancasila  (Jakarta 
CSIS,  1967),  hal.  16 

2  Dikutip  dari  Muhammad  Yamin,  Naskah  Persiapan  HUD  1945,  Jilid  I  (Jakarta,  1970), 
hal.  113,  114,  117 
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Selain  itu  Pancasila  adalah  suatu  sintese  atau  perpaduan, 
suatu  intese  antara  dasar-dasar  kenegaraan  yang  telah  terbukti 
kebenarannya  sepanjang  sejarah  dengan  apa  yang  baik  dan 
berguna  dari  tradisi  hidup  kebangsaan  Indonesia  untuk  menyu- 
sun  suatu  tertib  negara  modern.  Pancasila  juga  menyatukan 
dasar-dasar  kenegaraan  yang  lama  dan  yang  baru.  Juga  dapat 
dikatakan,  bahwa  Pancasila  mengandung  cita-cita  mengenai 
masyarakat  dan  negara  yang  lama  dalam  bentuk  baru.  Dengan 
perkataan  lain,  Pancasila  adalah  suatu  pusaka  lama,  yang 
tumbuh  dari  jiwa  dan  kebudayaan  bangsa  Indonesia,  tetapi  telah 
berkembang  di  bawah  ilham  ide-ide  besar  dunia  menjadi  dasar 
falsafat  negara  modern.  Presiden  Soeharto  menandaskan  hal  itu 
sebagai  berikut :  "  "Pancasila  sebenarnya  bukan  lahir  secara 
mendadak  pada  tahun  1945,  melainkan  telah  melalui  proses  yang 
panjang,  dimatangkan  oleh  sejarah  perjuangan  Bangsa  kita 
sendiri,  melihat  pengalaman-pengalaman  bangsa-bangsa  lain, 
diilhami  oleh  ide-ide  besar  dunia,  dengan  tetap  berakar  pada 
kepribadian  Bangsa  kita  sendiri  dan  ide  besar  Bangsa  kita 
sendiri.  ^ 

Dalam  garis  besarnya  dapat  dikatakan,  bahwa  Pancasila 
adalah  falsafat  tata  negara  dan  tata  hukum  yang  di  satu  pihak 
menjunjung  tinggi  martabat  dan  hak-hak  asasi  manusia  dan 
inisiatif  swasta,  tetapi  di  lain  pihak  juga  menggaris  bawahi 
persamaan  hakiki  antar  manusia  dan  keadilan  sosial.  Dia 
adalah  suatu  aliran  falsafat  yang  menempuh  jalan  tengah  antara 
individualisme  yang  terlalu  menonjolkan  hak-hak  individu  dan 
kolektivisme  yang  secara  berlebih-lebihan  menonjolkan  masya- 
rakat dan  seolah-oleh  menelan  individu.  Pancasila  memperhati- 
kan  kedua  dimensi  manusia,  dimensi  individuil  dan  dimensi 
sosialnya,  dalam  suatu  keseimbangan  yang  tepat,  dan  oleh  sebab 
itu  termasuk  aliran  personalisme.  Dalam  ahran  ini  manusia 
diakui  sebagai  persona  atau  pribadi  otonom  yang  dikaruniai 
martabat  mulia  dan  hak-hak  yang  tidak  dapat  dipindahkan, 
tetapi  sampai  pada  akar-akarnya  juga  makhluk  sosial,  yang 
hanya  dalam  masyarakat  dapat  hidup  layak  sebagai  manusia, 
mengembangkan  pribadinya  dan  mencapai  kesejahteraannya. 
Sesuai  dengan  visi  itu  Presiden  Soeharto  menandaskan  bahwa 

1  Pidato  pada  Peringatan  Hari  Ulang  Tahun  ke-24  PARKINDO  di  Surabaya  pada 
15  Nopember  1969,  dalam  Krissantono,  Ed.,  op.  cit.,  hal.  10 
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"Pembangunan  adalah  untuk  manusia  dan  bukan  manusia 

untuk  pembangunan'"^  dalam  arti  bahwa  "  tujuan  untuk 

membangun,  dorongan  untuk  membangun  dan  cara-cara  bagai- 
mana  pembangunan  itu  dilaksanakan  sesungguhnya  berpangkal 
pada  cita-cita  agar  manusia  hidup  lebih  sesuai  dengan  martabat- 
nya,"'^. 

Adanya  sintese  itu  terlihat  sangat  jelas  dalam  sila  keraky at- 
ari. Pergerakan  nasional  kita  dalam  cita-cita  kemerdekaan 
bangsa  tidak  hanya  mengambil  sikap  anti  sistem  pemerintahan 
kolonial  yang  otoriter,  menekan,  menindas  dan  bersifat  rasialis, 
melainkan  juga  tertarik  pada  gagasan'  demokrasi  dunia  barat. 
Akan  tetapi  cita-cita  demokrasinya  juga  berpijak  pada  realitas 
demokrasi  asli  Indonesia,  yang  sekalipun  terdesak  oleh 
Kolonialisme,  tetap  bertahan  dan  hidup  terus  pada  tingkat  desa. 
Yang  dimaksud  ialah  sistem  kemasyarakatan  dan  pemerintahan 
kolektif  yang  mengutamakan  musyawarah  dan  mufakat  antar 
semua  penduduk  dengan  nasihat  para  sesepuh  desa,  sedangkan 
pelaksanaan  keputusan-keputusan  yang  diambir  bersama-sama 
secara  konsensus  itu. adalah  di  tangan  kepala  desa  yang  dipilih 
rakyat.  Karya-karya  pemimpin-pemimpin  pergerakan  nasional 
kita  semuanya  mengungkapkan  perpaduan  antara  demokrasi  asli 
dan  demokrasi  Barat.  ^  Tradisi  dipadukan  dengan  unsur-unsur 
modern  untuk  melancarkan  suatu  perkembangan  menuju 
kemajuan.  Perpaduan  itu  akhirnya  secara  konstitusionil 
ditetapkan  dalam  Pembukaan  UUD  1945  dengan  rumusan  yang 
cermat  seperti  berikut  :  "negara  repubhk  Indonesia  yang 
berkedaulatan  rakyat  dengan  berdasarkan  Ketuhanan  Yang 
Maha  Esa,  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab,  persatuan  In- 
donesia, dan  kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat 
kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan/perwakilan,  serta 
dengan  mewujudkan  suatu  kedailan  sosial  bagi  seluruh  rakyat 
Indonesia". 

1  Pidato  Presiden  Republik  Indonesia  Jendral  Soeharlo  pada  Upacara  Peringatan 
Ulang  Tahun  ke-25  Universitas  Gajah  Mada  19  Desember  1974  di  Yogyakarta, 
Departcmen  Pendidikan  dan  Kebudayaan  1975,  hal.  5-6 

2  Pidato  Presiden  Soeharto  pada  Peringatan  Dies  Natalis  ke-20  IKIP  Bandung  pada 
5  Desember  1974,  dalam  Krissantono,  Ed.,  op.  cit.  hal.  41 

3  Lihat  antara  lain  Mohammad  Hatta,  "Kearah  Indonesia  Merdcka",  dalam 
Kumpulan  Karangan  1  (Jakarta,  1976),  hal.  90-122;  dan  disertasi  Dr.  Haga, 
Indonesische  en  Indische  Democralie  (Leiden,  1 924) 
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Dalam  rumusan  itu  tidak  hanya  tercakup  unsur-unsur 
demokrasi  Indonesia  asli,  tetapi  juga  sendi-sendi  demokrasi  ba- 
rat.  Prinsip  musyawarah  dan  mufakat  diutamaHan  atas  prinsip 
"pemerintahan  mayoritas"  yang  kurang  memberikan  tempat 
kepada  suara  minoritas.  Lagi  pula  demokrasi  ditempatkan 
dalam  kesatuan  Pancasila,  sehingga  demokrasi  Indonesia  mo- 
dern adalah  demokrasi  yang  berke-Tuhan-an  Yang  Maha  Esa, 
berperikemanusiaan,  berkebangsaan  dan  berkeadilan  sosial. 

Selanjutnya  sintese  itu  disusun  sebagai  pangkal  pembaruan 
lebih  lanjut  untuk  membangun  masa  depart  yang  lebih  baik. 
Masa  depan  ini  di  satu  pihak  harus  sesuai  dengan  tradisi  lama, 
tetapi  di  lain  pihak  harus  mempergunakan  apa  saja  yang  baik 
dan  sesuai  di  seluruh  dunia.  Melalaikan  unsur-unsur  lama  itu 
sama  dengan  mendirikan  suatu  gedung  di  awang-awang. 
Sebaliknya  menolak  unsur-unsur  baru  itu  berarti  menjauhkan 
diri  dari  kemajuan.  Akan  tetapi  dalam  proses  itu  diperlukan 
suatu  keseimbangan  yang  tepat  antara  yang  lama  dan  yang  baru 
dan  antara  yang  asli  dan  yang  asing.  Pancasila  memuat 
keseimbangan  serupa  itu.  Dia  menolak  pendirian  yang  sempit 
yang  enggan  mengambil  alih  unsur-unsur  asing,  tetapi  juga 
menolak  pendirian  ekstrem  lainnya,  yang  terlalu  bersemangat 
untuk  meniru  segala  sesuatu  yang  datang  dari  barat,  yang 
mengacaukan  modernisasi  dengan  westernisasi.  Mengenai  hal  ini 
Presiden  Soeharto  pernah  mengutarakan  pandangan  serupa 
seperti  berikut  :  "Dan  jika  dikatakan  bahwa  pembangunan 
memerlukan  pembaruan,  maka  pembaruan  ini  sama  sekali 
bukan  'pembaratan'  (westernisasi),  yang  akan  berarti  penerapan 
kebudayaan  lain  yang  asing  bagi  kita.  Pembaruan  tidak  lain 
adalah  usaha  bagi  bangsa  sendiri  untuk  secara  bagaimana 
mengembangkan  kepribadiannya  sendiri,  dengan  membuang 
yang  buruk  dan  menguatkan  yang  baik,  mengadakan  penyesu- 
aian  dengan  tuntutan  dan  kebutuhan  pembangunan  masyarakat 
modern."  ^ 


Pidato  Presiden  Republik  Indonesia  Jendral  Soeharto  pada  Upacara  Peringatan 
Uiang  Tahun  ke-25  Universitas  GajahjMada  19  Desember  1974  di  Yogyakarta, 
Departemen  Pendidikan  dan  Kebufiayaan  1975,  hal.  5-6 
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2.  Arti  PancasUa  sebagai  Dasar  Falsaf ah  Negara  RI 

Penetapan  Pancasila  menjadi  dasar  falsaf  ah  negara  berarti 
pertama-t2ima  bahwa  neg2ira  yang  dibangun  itu  adalah  Negara 
Pancasila^  yang  harus  tunduk  kepadanya,  membela  dan  melak- 
sanakannya  dalam  seluruh  perundang-undangan.  Sehubungan 
dengan  itu  negara  wajib  pula  membina  rakyat  agar  mengamal- 
kan  Pancasila,  khususnya  dengan  menyelenggarakan  atau 
memajukan  pendidikan  moral  Pancasila  dan  menciptakan 
suasana  yang  baik. 

Negara  Pancasila 

Negara  Pancasila  kiranya  dapat  dilukiskan  secara  singkat 
sebagai  berikut.  Negara  Pancasila  adalah  suatu  negara  yang 
didirikan,  dipertahankan  dan  dikembangkan  dengan  tujuan 
untuk  melindungi  dan  mengembangkan  martabat  dan  hak-hak 
asasi  semua  warga  bangsa  Indonesia  (kemanusiaan  yang  adil  dan 
beradab),  agar  masing-masing  dapat  hidup  layak  sebagai 
manusia,  mengembangkan  dirinya  dan  mewujudkan  kesejahte- 
raannya  lahir  batin  selengkap  mungkin,  memajukan  kesejahte- 
raan  umum,  yaitu  kesejahteraan  lahir  batin  seluruh  rakyat,  dan 
mencerdaskan  kehidupan  bangsa  (keadilan  sosial). 

Dengan  maksud  itu  dibentuk  suatu  persatuan  yang  meliputi 
seluruh  tumpah  darah  dan  segenap  bangsa  Indonesia,  sehingga 
Negara  RI  bukan  hanya  suatu  kesatuan  poUtik  tetapi  juga  suatu 
kesatuan  nasional  (persatuan  Indonesia).  Persatuan  Indonesia 
ini  sendiri  mencerminkan  susunan  negara  nasional  yang  bercorak 
bhinneka  tunggal  ika,  bersatu  dalam  berbagai  suku,  golongan 
dan  daerah.  Akan  tetapi  nasionalisme  itu  dijiwai  dan  dilengkapi 
sila-sila  Pancasila  lainnya,  khususnya  kemanusiaan  yang  adil 
dan  beradab,  yang  mengakui  dan  menempatkan  semua  orang  di 
manapun  sebagai  manusia  dan  bangsa-bangsa  lain  sebagai 
sesama  warga  umat  manusia  yang  satu  dan  sama.  Maka  Negara 
Pancasila  wajib  menjahn  hubungan  kerjasama  yang  baik 
dengan  negara-negara  lain  atas  dasar  kemerdekaan,  persamaan, 
saling  menghormati  dan  saling  menguntungkan,  tidak  hanya 
bagi  kepentingan  nasional  mereka  masing-masing,  melainkan 
juga  demi  terciptanya  dunia  baru  yang  lebih  baik  yang 
berdasarkan  "kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan 
sosial". 
186 


DASAR  NEGARA  DAN  PANDANGAN  HIDUP 


Selanjutnya  Indonesia,  sebagai  negara  nasional,  adalah 
suatu  negara  demokrasi  (kerakyatan).  Negara  nasional  bukanlah 
hanya  pemerintah  dan  aparaturnya,  melainkan  seluruh  bangsa, 
yaitu  pemerintah  dan  rakyat.  Oleh  sebab  itu  negara  bukanlah 
urusan  seseorang  atau  jumlah  kecil  orang  saja,  melainkan  urusan 
seluruh  bangsa.  Kedaulatan  adalah  di  tangan  rakyat,  tetapi 
rakyat  tidak  secara  langsung  melakukan  kedaulatan  itu, 
melainkan  lewat  MPR  yang  merupakan  pengejawantahan 
rakyat.  Demokrasi  Pancasila  adalah  suatu  kerakyatan  perwa- 
kilan.  Selain  itu  demokrasi  Pancasila  adalah  kerakyatan  yang 
dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan,  artinya  bukan  mayoritas 
yang  menentukan,  melainkan  hikmat  kebijaksanaan  atau  ke- 
putusan  akal  sehat,  yang  dihasilkan  dalam  permusyawarahan 
wakil-wakil  rakyat  sebagai  mufakat.  Hanya  sebagai  jalan 
terakhir  diadakan  pemungutan  suara.  Pemerintah  yang  dibentuk 
oleh  Presiden  yang  dipihh  MPR  menjalankan  tugasnya  perta- 
ma-tama  dengan  menegakkan  dan  melaksanakan  UUD  dan 
seluruh  perundang-undangan  lainnya  yang  merupakan  ungkap- 
an  dan  perumusan  kemauan  rakyat,  dan  dalam  menjalankan 
tugasnya  itu  diawasi  oleh  wakil-wakil  rakyat. 

Dalam  hubungan  ini  perlu  dicatat,  bahwa  demokrasi 
Pancasila  terjalin  erat  dengan  sila-sila  lainnya,  khususnya 
kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab  dan  keadilan  sosial.  Oleh 
sebab  itu  negara  harus  menjunjung  tinggi  martabat  dan  hak-hak 
asasi  manusia,  tidak  hanya  orang-orang  atau  golongan  tertentu, 
melainkan  seluruh  rakyat.  Lagi  pula  kekuasaan  harus  digunakan 
untuk  mewujudkan  suatu  kemakmuran  yang  merata  di  antara 
seluruh  rakyat  sesuai  dengan  tuntutan  keadilan  sosial.  Demok- 
rasi serupa  itu  mengandung  jaminan-jaminan  bahwa  tujuan-tu- 
juan  negara  akan  dicapai  sebaik-baiknya.  Apabila  rakyat  ikut 
serta  dalam  pemerintahan  lewat  apa  yang  disebut  "partisipasi 
sosial,  dukungan  sosial  dan  pengawasan  sosial",  kepentingan- 
kepentingan  mereka  akan  diperhatikan  sewajarnya  sehingga 
kesejahteraan  umum  terwujud. 

Akhirnya  Negara  Pancasila  tidak  hanya  "menjamin  kemer- 
dekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya  masing- 
masing  dan  untuk  beribadat  menurut  agamanya  dan  keperca- 
yaannya  itu"  melainkan  juga  mendorong  tumbuhnya  kehidupan 
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keagamaan  yang  sehat,  antara  lain  dengan  menciptakan  suasana 
yang  baik  baginya  dan  membina  toleransi,  sikap  saling 
menghormati  dan  kerukunan  antar  umat  beragama.  Lagi  pula 
negara  akan  menjalankan  tugasnya  memajukan  kesejahteraan 
umum  sebagai  tanggung  jawab  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa. 

Negara  Wajib  Membela  Pancasila 

Pertama-tama  Negara  Pancasila  wajib  membela  dan  menga- 
mankan  Pancasila  terhadap  bahaya-bahaya  yang  mengancam- 
nya  dan  usaha-usaha  untuk  merongrong  atau  menyelewengkan- 
nya,  antara  lain  karena  salah  satu  tugas  negara  ialah  memelihara 
dan  mengembangkan  nilai-nilai  luhur  bangsa,  terutama  moral- 
nya.  Dalam  rangka  itu  negara  hendaknya  mengambil  tindakan- 
tindakan  yang  perlu,  antara  lain  melarang  propaganda  anti 
Pancasila  atau  anti  salah  satu  siianya,  mengusut  pelanggaran-pe 
langgarannya  dan  menindak  dengan  tegas  pelaku-pelakunya. 
Kewajiban  ini  adalah  fundamentil  karena  Pancasila  mempunyai 
hubungan  erat  dengan  eksistensi  Negsua  Indonesia  yang 
diproklamirkan  sebagai  Negara  Pancasila,  sehingga  menghapus 
Pancasila  sebagai  dasamya  berarti  menghancurkan  Negara 
Proklamasi.  Lagi  pula  pengalaman  berkali-kali  menunjukkan 
bahwa  setiap  useiha  untuk  mempersoalkan  Pancasila  dan 
menggantinya  dengan  ideologi  negara  lain,  selalu  timbul 
ketegangan-ketegangan,  perpecahan  dan  sengketa  yang  meng- 
ganggu  keamanan  dan  stabihtas  serta  mengancam  kelangsungan 
hidup  negara. 

Negara  Tunduk  Pada  Pancasila 

Negara  Pancasila  tidak  berdiri  di  atas  Pancasila,  tetapi 
hams  tunduk  padanya.  Oleh  sebab  itu  Negara  Indonesia  tidak 
boleh  melanggarnya  atau  menganggapnya  sepi,  melainkan  wajib 
menjunjungnya  tinggi,  mematuhi  dan  melaksanakannya  dalam 
segala  bidang  kehidupannya.  Dengan  maksud  itu  negara  wajib 
menjabarkannya  lebih  lanjut  dan  menerapkannya  dalam  perun- 
dang-undangan,  yang  mengatur  bidang-bidang  politik,  ekonomi, 
sosial,  budaya  dan  pertahanan-keamanan.  Undang-undang  itu 
tidak  hanya  harus  dibuat  dan  dilaksanakannya  sendiri,  melain- 
kan juga  dilaksanakan  seluruh  warga  negara.  Sehubungan 
dengan  ini  negara  harus  memberikan  penyuluhan,  bimbingan 
dan  dorongan. 
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Negara  Pancasila  bukanlah  suatu  negara  kekuasaan,  tetapi 
suatu  negara  hukum,  suatu  negara  di  mana  hukum  berdaulat, 
Negara  Indonesia  memang  mempunyai  kekuasaan  yang  luas, 
tetapi  kekuasaan  itu  terbatas  dan  bersifat  fungsionil,  artinya 
harus  digunakannya  dalam  menjalankan  tugasnya.  Negara  dan 
pemerintah  terikat  pada  hukum.  Dengan  demikian  kedaulatan 
negara  tunduk  pada  kedaulatan  hukum.  Sebagai  penegak 
hukum,  negara  harus  menegakkan  the  rule  of  law,  tetapi  the  rule 
of  law  ini  harus  diartikan  sebagai  the  rule  of  just  laws  atau 
tegaknya  keadilan,  bukan  semata-mata  keadilan  legal  tetapi 
keadilan  moral.  Dengan  perkataan  lain,  hukum  di  Indonesia 
harus  bersumber  pada  moral  Pancasila.  Sesuai  dengan  itu 
Pancasila  ditetapkan  sebagai  kekuasaan  tertinggi,  di  atas 
lembaga-lembaga  negara  (TAP  No.  XX/MPRS/1966).  i 

Pancasila  Sumber  Tertib  Hukum 

Sebagai  dasar  falsaf ah  negara  Pancasila  tidak  hanya  menjadi 
dasar  tertib  negara  tetapi  juga  sumber  tertinggi  tertib  hukum 
yang  harus  mengatur  kehidupan  negara  dan  masyarakat,  dan 
dengan  maksud  itu  harus  dituangkan  dalam  perundang-undang- 
an,  termasuk  UUD,  peraturan  perundangan  tertinggi.  Secara 
demikian  Pancasila  juga  menjadi  pedoman  untuk  menafsirkan 
UUD,  menjadi  pedoman  pelaksanaannya  dalam  undang-un- 
dang,  kebijaksanaan  dan  tindakan-tindakan  pemerintah.  Selu- 
ruh  undang-undang  tidak  hanya  tidak  boleh  bertentangan 
dengan  Pancasila,  tetapi  sejauh  mungkin  juga  selaras  dengan 
Pancasila  dan  dijiwai  olehnya,  dan  secara  demikian  menjadi 
pelaksanaannya,  baik  sebagai  penerapan,,  penjabaran  dan 
kesimpulannya  maupun  jaminan-jaminan  pelaksanaannya. 

Pancasila  dicantumkan  dalam  Pembukaan  UUD  1945 
sebagai  cita-cita  hukum  dan  norma  hukum  yang  menguasai 
hukum  dasar  negara  RI,  dan  dituangkan  dalam  pasal-pasal  UUD 
1945.  Pada  gilirannya  UUD  1945  adalah  bentuk  peraturan 
perundangan  tertinggi  yang  menjadi  dasar  dan  sumber  perun- 
dang-undangan  bawahannya.  Dengan  demikian  undang-undang 
adalah  pelaksanaan  UUD,  dan  UUD  itu  sendiri  pelaksanaan 
Pancasila.  

1  Lihat   Himpunan   Keletapan-ketelapan   MPRS   Diserlai    UUD   1945  (Jakarta 
Pantjuran  Tujuh,  1969),  hal.  56 
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Penetapan  Pancasila  menjadi  dasar  falsafah  negara  juga 
berarti  bahwa  dalam  Negara  RI  hukum  tidak  lepas  dari  moral, 
tetapi  berkaitan  satu  sama  lain  secara  erat.  Moral,  yaitu  moral 
Pancasila,  menjadi  sumber  hukum.  Sebagai  konsekwensinya, 
norma-norma  moral  menjadi  asas-asas  utama  yang  membimbing 
para  pembuat  hukum  dalam  membuat  undang-undang.  Moral 
adalah  ukuran  undang-undang.  Tetapi  hal  ini  tidaklah  berarti 
bahwa  setiap  norma  moral  harus  dijadikan  undang-undang, 
karena  hukum  negara  mempunyai  batas-batasnya,  yaitu  per- 
setujuan  rakyat  dan  kemungkinan  pelaksanaannya.  Lagi  pula 
kebatinan  adalah  di  luar  kompetensi  hukum.  Hanya  norma- 
norma  moral  yang  mengatur  tindakan-tindakan  atau  hubungan- 
hubungan  lahiriah  dapat  diundangkan. 

Pancasila  Jiwa  Kehidupan  Negara 

Sebagai  sumber  tertib  hukum  yang  mengatur  segala  bidang 
hidup  kenegaraan,  Pancasila  menjadi  jiwa  bidang-bidang  itu  ".^ 
poUtik,  pemerintahan,  ekonomi,  pendidikan,  sosial,  budaya  dan 
keamanan  pertahanan.  Nilai-nilai  yang  terkandung  di  dalamnya 
harus  dilaksanakan  dalam  bidang-bidang  itu.  Sebagai  hasilnya 
akan  terwujud politik  Pancasila,  ekonomi  Pancasila,  pendidikan 
Pancasila,  dan  lain  sebagainya.  Semuanya  itu  akan  berarti 
humanisasi  masyarakat  atau  realisasi  masyarakat  manusiawi 
yang  memungkinkan  setiap  orang  hidup  wajar  sebagai  manusia, 
berkembang  dan  mewujudkan  kesejahteraan  lahir  batin. 

Seluruh  kehidupan  negara  dan  hukumnya  harus  dijiwai 
kehma  sila  dari  Pancasila,  tetapi  secara  istimewa  kemanusiaan 
yang  adil  dan  beradab,  Hal  ini  pertama-tama  berarti  bahwa  di 
Indonesia  setiap  orang  harus  dihormati  dan  diperlakukan 
sebagai  manusia,  sebagai  pribadi  yang  mandiri  tetapi  juga  sosial 
sampai  akar-akar  eksistensinya.  Martabat  dan  hak-hak  asasinya 
harus  dijunjung  tinggi,  sehingga  dia  dapat  hidup  wajar  sebagai 
manusia  dan  mengembangkan  dirinya  selengkap  mungkin. 
Sebagai  pribadi  setiap  orang  mempunyai  kewajiban  asasi  untuk 
mengembangkan  dirinya  selengkap  mungkin,  mewujudkan 
kesejahteraannya  lahir  batin  sesempurna  mungkin,  dan  secara 
demikian  mencapai  tujuan  eksistensinya.  Sehubungan  dengan  itu 
manusia  dikaruniai  hak-hak  asasi  yang  tidak  boleh  dipindahkan, 
hak-hak  yang  semakin  diakui  sejalan  dengan  kemajuan  umat 
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manusia.  Dalam  Deklarasi  Universil  Hak-hak  Asasi  PBB 
hak-hak  itu  telah  dirumuskan  cukup  lengkap  dan  dinyatakan 
sebagai  cita-cita  hukum  yang  hendaknya  dituangkan  dalam 
perundang-undangan  dan  dilaksanakan  oleh  bangsa-bangsa. 
Negara  dan  hukumnya  pertama-tama  dimaksud  untuk  menjamin 
agar  orang-orang  dapat  memiliki  dan  menikmati  hak-hak  itu 
secara  aman  dan  tertib,  seperti  ditandaskan  dalam  Deklarasi 
Kemerdekaan  Amerika  Serikat: ' '  Semua  orang  diciptakan  sama; 
mereka  dikaruniai  oleh  Tuhan  dengan  hak-hak  tertentu  yang 
tidak  dapat  dipindahkan;  diantaranya  Hidup,  Kemerdekaan  dan 
usaha  mencapai  Kebahagiaan.  untuk  menjamin  hak-hak  ini, 
pemerintah-pemerintah  dibentuk  di  antara  orang-orang,  yang 
mendapatkan  kekuasaan  dari  persetujuan  mereka  yang  diperin- 
tah.  Bilamana  bentuk  pemerintah  apapun  menghancurkan 
hak-hak  itu,  maka  rakyat  berhak  untuk  mengubah  atau 
menghapusnya".  iJBHI^  flHHHI 

Dalam  komentarnya  atas  hukum  Inggris  Blackstone  meru- 
muskan  kebenaran  itu  seperti  berikut  :  "Karena  tujuan  pokok 
masyarakat  ialah  melindungi  orang-orang  dalam  menikmati 
hak-hak  mutlak  itu,  yang  diberikan  kepada  mereka  oleh  hukum 
kodrati  yang  tidak  berubah,  tetapi  yang  tidak  dapat  dipelihara 
secara  damai  tanpa  bantuan  timbal  balik  dan  pergaulan  hasil 
pembentukan  masyarakat  yang  bersahabat  dan  sosiai.  Oleh 
sebab  itu  disimpulkan,  bahwa  tujuan  pertama  dan  utama  un- 
dang-undang  manusia  ialah  memelihara  dan  mengatur  hak-hak 
mutlak  orang-orang  ini".^ 

Sesuai  dengan  rumusannya,  sila  kemanusiaan  yang  adil  dan 
beradab  menuntut  keadilan,  yaitu  sila  yang  mewajibkan  manusia 
dan  negara  untuk  bertindak  adil  terhadap  manusia,  untuk 
memberikan  atau  membiarkan  apa  yang  menjadi  haknya. 
Hak-hak  itu  harus  dihormati.  Dalam  rangka  itu  diperlukan 
hukum  yang  merumuskan  dan  mengaturnya,  agar  pelaksanaan 
hak-hak  orang  yang  satu  tidak  melanggar  hak-hak  orang  lain. 
Manusia  tidak  hanya  berhak  menuntut  hak-haknya,  tetapi  juga 
wajib  mengakui  dan  menghormati  hak-hak  sesamanya.  Tugas 

1  EHsalin  dari  naskah  yang  dimuat  dalam  Encyclopaedia  Americana  (New  York, 
1971),  Jilid  VIII,  hal.  591 

2  Blackstone,  Commentaries  on  the  laws  of  England    (London,  1849),  hal.  126 
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negara  ialah  menjamin  agar  hak-hak  semua  orang  dihormati. 
"Di  dalam  menjalankan  hak-hak  dan  kebebasan-kebebasannya 
setiap  orang  harus  tunduk  hanya  kepada  pembatasan-pembatas- 
an  yang  ditetapkan  oleh  undang-undang  dengan  maksud 
semata-mata  untuk  menjamin  pengakuan  serta  penghormatan 
yang  layak  bagi  hak-hak  dan  kebebasan-kebebasan  orang  lain, 
dan  untuk  memenuhi  syarat-syarat  benar  dari  kesusilaan,  tata 
tertib  umum  serta  keselamatan  umum  dalam  suatu  masyarakat 
demokratis".  Demikian  pasal  29  ayat  2  Deklarasi  Universil 
Hak-hak  Asasi  PBB.  ^ 

Selanjutnya  keadilan  harus  diambil  dalam  arti  yang 
menyeluruh  dan  juga  mencakup  keadilan  sosial.  Maksud 
keadilan  bukanlah  semata-mata  menjamin  hak-hak  orang-orang 
atau  golongan-golongan  tertentu  dalam  masyarakat  dan  negara, 
tetapi  hak-hak  semua  warganya.  Dalam  rangka  itu  negara  tidak 
hanya  wajib  merumuskan  sejelas  mungkin  dan  selengkap 
mungkin  manakah  hak-hak  itu,  tetapi  juga  menjamin  agar 
tiap-tiap  warganya  dapat  menikmatinya  secara  aman.  "Tujuan 
setiap  masyarakat  nasional  ialah  membina  dan  mendorong, 
dalam  dan  lewat  kerjasama,  perkembangan  selengkap  mungkin 
semua  kemampuan  pribadi  semua  warganya;  dan  tujuan  ini 
ialah  keadilan,  atau  'pengaturan  tepat'  ,  masyarakat  serupa  itu, 
dan  oleh  sebab  itu  dapat  disebut  keadilan  sosial". ^ 

Selain  itu  harus  kita  ingat  bahwa  kemanusiaan  Pancasila 
adalah  kemanusiaan  yang  beradab,  artinya  kemanusiaan 
yang  mewajibkan  kita  untuk  memperlakukan  setiap  orang  sesuai 
dengan  martabatnya  yang  mulia.  Antara  lain  kita  dilarang  untuk 
memperlakukan  seseorang  di  luar  batas  perikemanusiaan  secara 
kejam  ataupun  main  hakim  sendiri  untuk  mendapatkan  apa 
yang  kita  pandang  sebagai  hak  kita.  Memperjuangkan  hak-hak 
kita  hendaknya  secara  beradab,  lewat  pengadilan  yang  teratur, 
sehingga  kepastian  hukum  terjamin.  Beberapa  pasal  dalam 
Deklarasi  Universil  Hak-hak  Asasi  telah  merumuskan  dengan 
baik  perlakuan  yang  selaras  atau  bertentangan  dengan  kemanu- 
siaan yang  adil  dan  beradab  itu.  Pasal  5  misalnya  berbunyi  : 

1  Disalin  dari  naskah  yang  dimuat  dalam  Ian  Brownlie,  Ed.,  Basic  Documents  on 
Human  Rights  {Oxford,  1971),  hal.  112 

2  Ernest  Barker,  Principles  of  social  and  political  theory  (Oxford,  1967),  hal.  123 
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"Tiada  seorang  juapun  boleh  dianiaya,  atau  diperlakukan  secara 
kejam,  dengan  tak  mengingat  kemanusiaan  ataupun  dengan 
jalan  perlakuan  atau  hukuman  yang  menghinakan  (degrada- 
ting)",  dan  pasal  11  ayat  1  :  "Setiap  orang  yang  dituntut  karena 
disangka  melakukan  suatu  pelanggaran  pidana  dianggap  tak 
bersalah,  sampai  dibuktikan  kesalahannya  menurut  undang-un- 
dang  yang  berlaku  dalam  suatu  sidang  pengadilan  yang  terbuka, 
dan  dia  di  dalam  sidang  itu  diberikan  segala  jaminan  yang  perlu 
untuk  pembelaannya".  i 

Sebagai  dasar  falsafah  negara,  Pancasila  selanjutnya 
membantu  kita  untuk  menetapkan  sikap  kita  dalam  menghadapi 
segala  macam  masalah,  seperti  ditandaskan  oleh  Presiden 
Soeharto  pada  Peringatan  Hari  Lahirnya  Pancasila  di  Jakarta,  1 
Juni  1967  :  "Dengan  dasar  falsafah  Negara  itu  kita  dapat 
menentukan  pendirian  kita  terhadap  segala  macam  masalah 
polcok  yang  kita  hadapi  baik  masalah-masalah  dalam  negeri 
maupun  masalah-masalah  luar  negeri".  2  Lagi  pula  memberi- 
kan  bimbingan  kepada  segala  gerak  kegiatan  Negara  dan 
menjadi  pedoman  bagi  Pemerintah  dan  seluruh  aparaturnya 
dalam  melaksanakan  tugasnya. 

Dasar  Pembangunan  Nasional 

Pancasila  sebagai  dasar  falsafah  negara  akhirnya  juga 
menjadi  dasar  atau  landasan  pelaksanaan  pembangunan  nasi- 
onal di  segala  bidang.  Hal  itu  pertama-tama  berarti  bahwa 
manusia  rrienduduki  tempat  yang  sentral  dalam  pembangunan, 
tidak  hanya  sebagai  pelaku  tetapi  juga  sebagai  tujuannya. 
"Pembangunan  adalah  untuk  manusia  dan  bukan  manusia 
untuk  pembangunan",  demikian  Presiden  Soeharto  pada  Peri- 
ngatan Ulang  Tahun  ke-25  Universitas  Gadjah  Mada  di 
Yogyakarta,  19  Desember  1974.  Memang  manusia  wajib  ikut 
serta  dalam  pembangunan  dan  dalam  rangka  itu  memeras  otak 
serta  mengerahkan  tenaganya,  tetapi  dia  tidak  boleh  diperalat 
atau  diperlakukan  sebagai  alat  belaka.  Pembangunan  nasional 
adalah  untuk  kepentingan  manusia,  untuk  kesejahteraannya 
lahir  dan  batin.  Secara  yang  lebih  lengkap  Presiden  Soeharto 

1  Lihat  Ian  Brownlie,  Ed.,  op.  cit.,  hal.  109 

2  Kutipan  dari  Penerbitan  Khusus  454,  Departemen  Penerangan  RI,  hal.  6 
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mengatakan  bahwa  "  ....  tujuan  untuk  membangun,  dorongan 
untuk  membangun  dan  cara-cara  bagaimana  pembangunan  itu 
dilaksanakan  sesungguhnya  berpangkal  pada  cita-cita  agar 
manusia  hidup  lebih  sesuai  dengan  martabatnya",  ^ 

Dari  prinsip  itu  antara  lain  disimpulkan  bahwa  pembangun- 
an nasional  tidak  hanya  harus  memberikan  prioritas  tinggi 
kepada  perluasan  kesempatan  kerja,  sehingga  setiap  orang  yang 
mampu  dan  mau  dapat  bekerja  secara  produktif,  tetapi  juga 
menjamin  agar  dia  mendapatkan  balas  karya  yang  wajar  dan 
dapat  bekerja  dalam  lingkungan  sehat  dan  dengan  syarat-syarat 
kerja  yang  baik.  "Tiap-tiap  warga  negara  berhak  atas  pekerjaan 
dan  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan",  demikian 
pasal  27  UUD  1945.  Manusia  tidak  dapat  hidup  sejahtera  kalau 
tidak  mempunyai  pekerjaan  tetap  sekalipun  dicukupi  kebutuhan 
materiilnya  sehari-hari.  Pekerjaan  tidak  hanya  mempunyai  nilai 
ekonomi  melainkan  juga  nilai  kemanusiaan  yang  tinggi. 

Oleh  sebab  manusia  adalah  tujuan  pembangunan  maka 
"hark at  dan  harga  diri  manusia  menampilkan  dirinya  secara 
nyata  dalam  segala  gerak  pembangunan,  khususnya  dalam 
proses  produksi".  Demikian  Presiden  Soeharto  pada\Pembu- 
kaan  Seminar  Nasional  Hubungan  Perburuhan  berdasarkan 
Pancasila  di  Jakarta,  4  Desember  1974.  ^  oleh  sebab  itu 
ditandaskan  "Bahwa  peningkatan  produksi  adalah  untuk 
kebahagiaan  dan  meningkatkan  martabat  manusia;  bukan 
sebaliknya,  manusia  akan  hanya  menjadi  alat  produksi  dan 
merosotnya  martabat  manusia.  Apabila  ini  terjadi,  maka 
betapapun  meningkat  dan  besarnya  produksi  terpaksa  harus 
dikatakan  bahwa  pembangunan  tidak  mencapai  tujuan  dan 
cita-citanya".  ^  Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa 
tujuan  pembangunan  nasional  ialah  memungkinkan  setiap  orang 
hidup  layak  sebagai  manusia,  mengembangkan  dirinya  seleng- 
kap  mungkin  dan  mencapai  kesejahteraannya  lahir  batin 
sesempurna  mungkin. 


1  Pidato  pada  Peringalan  Dies  Natalis  ke-20  IKIP  Bandung  5  Desember  1974, 
dalam  Krissantono,  Ed.,  op.  cit.,  hal.  41 

2  Dikutip  dari  Krissantono,  lid.,  op.  cit.,  hal.  40 

3  Ibid. 
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Sesuai  dengan  keadilan  sosial  maka  tujuan  pembangunan 
nasional  bukanlah  orang-orang  atau  golongan-golongan  tertentu 
tetSL^i  selunih  rakyat.  "Sila  keadilan  sosial  menghendaki  adanya 
kemakmuran  yang  merata  di  antara  seluruh  rakyat;  bukan 
merata  yang  statis  melainkan  merata  yang  dinamis  dan 
meningkat.  Artinya  seluruh  kekayaan  alam  Indonesia,  seluruh 
potensi  Bangsa,  diolah  bersama-sama  menurut  kemampuan  dan 
bidang  masing-masing,  untuk  kemudian  dimanfaatkan  bagi 
kebahagiaan  yang  sebesar-besarnya  bagi  seluruh  rakyat.  Keadil- 
an sosial  berarti  harus  melindungi  yang  lemah ;  hal  ini  bukan 
berarti  yang  lemah  lalu  boleh  tidak  bekerja  dan  sekedar 
menuntut  perhndungan,  melainkan  sebaliknya  justru  harus 
bekerja  menurut  kemampuan  dan  bidangnya.  Perlindungan 
yang  diberikan  adalah  untuk  mencegah  kesewenang-wenangan 
dari  yang  kuat,  untuk  menjamin  adanya  keadilan",  demikian 
Pejabat  Presiden  Soeharto  dalam  sambutannya  pada  Peringatan 
Hari  Lahirnya  Pancasila  di  Jakarta,  1  Juni  1967.  i 

Oleh  sebab  itu  sejak  permulaan  harus  diambil  langkah- 
langkah  untuk  keadilan  sosial.  Sehubungan  dengan  itu  Presiden 
Soeharto  berkata  :  "Pembangunan  yang  kita  kerjakan  bukan 
hanya  mengejar  p^rtumbuhan  ekonomi,  melainkan  bersamaan 
dengan  itu  harus  dapat  diletakkan  dasar-dasar  bagi  keadilan 
sosial;  pembangunan  kita  bukan  hanya  usaha  menaikkan 
produksi,  melainkan  berbarengan  dengan  itu  harus  berarti 
meluasnya  kesempatan  kerja"  2  ,  dan  "Karena  itu  dalam  usa- 
ha memajukan  ekonomi  telah  harus  dimulai  langkah-langkah 
untuk  meletakkan  dasar  bagi  keadilan  ;  adil  dalam  memikul 
beban  pembangunan  dan  adil  dalam  menikmati  hasil  pemba- 
ngunan. Usaha  ini  menonjolkan  dua  segi.  Pertama,  pembangun- 
an hartis  berarti  peningkatan  hidup  rakyat  banyak ;  dan  yang 
kedua,  pembangunan  harus  merata  ke  seluruh  pelosok  tanah  air. 
Dalam  arti  ini  telah  terkandung  keharusan  pembangunan  daerah 
sampai  ke  desa-desa".^ 


1  Penerbitan  Khusus  454,  Departemen  penerangan  RI,  hal.  9-10 

2  Pidato  pada  Pembukaan  Kongress  ke-XIII  PGRI  di  Jakarta,  21  Nopember 
1973,  dalam  Krissantono,  Ed.,  op.  cit.,  hal,  76 

3  Pidato  pada  Sidang  Umum  MPR,  12  Maret  1973,  dalam  Krissantono,  Ed.,  op.  cit., 
hal,  77 
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Dengan  maksud  itu  masyarakat  Indonesia  hams  dibangun 
kembali  menjadi  masyarakat  manusiawi  (humane  society),  yang 
memungkinkan  setiap  warganya  hidup  layak  sebagai  manusia, 
mengembangkan  dirinya  dan  mewujudkan  kesejahteraannya 
lahir  batin  selengkap  mungkin.  Itulah  masyarakat  Pancasila 
yang  oleh  Presiden  Soeharto  dirumuskan  sebagai  "masyarakat 
yang  berasaskan  kekeluargaan  dan  reUgius,  atau  kalau  memin- 
jam  rmnusan  yang  popoler  :  Masyarakat  Pancasila  adalah 
masyarakat  yang  sosialistis  religius  dengan  ciri-ciri  pokok  :  tidak 
membenarkan  adanya  kemelaratan,  keterbelakangan,  pefpecah- 
an,  pemerasan,  kapitalisme,  feodalisme,  koloniaUsme  dan 
imperialismei  karenanya  harus  bersama-sama  menghapuskan- 
nya  dan  menghayati  hidupnya  dengan  berkewajiban  :  taqwa 
pada  Tuhan  Yang  Mahaesa,  cinta  pada  Tanah  Air,  kasih  sayang 
pada  sesama  manusia,  suka  bekerja  dan  rela  berkorban  untuk 
kepentingan  rakyat.  Penghayatannya  harus  dimulai  dari  pribadi- 
pribadinya  dengan  jalan  selalu  mengendalikan  kepentingan-ke- 
pentingan  pribadinya  untuk  memperbesar  kewajibannya  sebagai 
makhluk  sosial  terhadap  masyarakat,  bangsa  dan  negara. 
Memikirkan  bersama,  untuk  kemudian  menerima  bersama  dan 
melaksanakan  bersama-sama  pancaran  dan  isi  dan  jiwa  Panca- 
sila sebagai  pegangan  di  segala  segi  kehidupan  kita  merupakan 
tanggung  jawab  kita  di  masa  kini  dan  masa  nanti". 


II.  PANCASILA  PANDANGAN  HIDUP  BANGSA 

Menurut  Memorandum  DPR-GR  9  Juni  1966,  yang  telah 
disahkan  MPRS  dengan  ketetapannya  No.  XX/MPRS/1966, 
Pancasila  adalah  pandangan  hidup  bangsa  Indonesia  yang  telah 
dimurnikan  dan  dipadatkan  menjadi  dasar  Negara  RI.  ^  Hal  ini 
dikukuhkan  Presiden  Soeharto  ketika  pada  Peringatan  Ulang 
Tahun  ke-25  Universitas  Gadjah  Mada  tanggal  19  Desember 
1974  beliau  mengatakan  bahwa  Pancasila  "merupakan  nilai-ni- 
lai  luhur  yang  lahir  dan  tumbuh  dari  sejarah  dan  kebudayaan 


1  Pidato  pada  Peringatan  Dies  Natalis  kc-XXV  Universitas  Indonesia  di  Jakarta, 
15  Pebruari  1975,  dalain  Krissantono,  Ed.,  op.  cil.,  hal.  22-23 

2  Lihat  Himpunan  Ketetapan-ketetapan  MPRS  Dise/lai  UUD  1945  (Jakarta  : 
Pantjuran  Tujuh,  1969),  hal.  47 
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kita  yang  telah  berabad-abad  lamanya".  i  Apa  yang  terkan- 
dung  dalam  Pancasila  telah  hidup  di  bumi  Indonesia  sejak 
berabad-abad  sebagai  pandangan  hidup,  yang  juga  disebut 
falsafah  hidup  atau  Weltanschauung  dalam  bahasa  Jerman. 
Yang  dimaksud  ialah  suatu  pandangan  menyeluruh  tentang 
hakikat,  asal,  nilai,  tujuan  dan  arti  dunia  seisinya,  khususnya 
manusia  dan  kehidupannya,  suatu  pandangan  yang  mempe- 
ngaruhi  kehidupan  sehari-hari. 

Pancasila  sebagai  pandangan  hidup  bangsa  Indonesia  telah 
berabad-abad  lamanya  berakar  dan  hidup  dalam  hati  sanubari, 
watak,  kepribadian  dan  pergaulan  hidup  bangsa  Indonesia.  Oleh 
sebab  itu  Bung  Karno  dengan  tegas  menolak  anggapan 
seolah-olah  Pancasila  itu  buah  ciptaannya.  "Saya  bukanlah 
Pencipta  Pancasila,  saya  bukanlah  pembuat  Pancasila.  Apa  yang 
saya  kerjakan  tempo  hari  ialah  sekedar  memformulir  perasaan- 
perasaan  yang  ada  di  kalangan  rakyat  dengan  beberapa  kata 
yang  saya  namakan  'Panca  Sila'  ...  saya  sekedar  menggah  di 
dalam  bumi  Indonesia  dan  mendapatkan  lima  berlian,  dan  lima 
berlian  inilah  saya  angg.ap  dapat  menghiasi  tanah  air  kita  ini 
dengan  cara  yang  seindah-indahnya",  demikian  Bung  Karno 
dalam  pidatonya  pada  17  Agustus  1945.  2 

Sejak  dahulu  orang-orang  Indonesia  diresapi  rasa  hormat 
dan  taat  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  asal  dan  tujuan  segala 
sesuatu  lainnya  termasuk  manusia,  menurut  kepercayaan  dan 
keyakinan  masing-masing.  Hal  itu  antara  lain  dapat  dilihat 
dalam  adanya  mesjid-mesjid,  candi-candi,  kuil-kuil,  kelenteng- 
kelenteng,  gereja-gereja,  tempat-tempat  pesajen  dan  lain  seba- 
gainya.  Mereka  menganut  agama  atau  kepercayaan  mereka 
masing-masing  dalam  suasana  toleransi  dan  kerukunan  karena 
yakin  bahwa  semua  agama  dan  kepercayaan  terhadap  Tuhan 
Yang  Maha  Esa  adalah  baik  dan  pada  dasarnya  mempunyai 
tujuan  yang  sama. 

1  Pidato  Presiden  Republik  Indonesia  Jendral  Soeharto  pada  Upacara  Peringatan 
Ulang  Tahun  ke-25  Universitas  Gajah  Mada  19  Desember  1974  di  Yogyakarta, 
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan  1975,  hal.  14.  Penggarisbawahan  oleh 
penulis. 

2  Dikutip  dari  Moch.  Said,  Pedoman  untuk  melaksanakan  Amanat  Penderitaan 
Rakyat,  Jilid  II {Surabaya.,  1961),  hal.  1667-1694 
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Perikemanusiaan  dijunjung  tinggi  seperti  terungkap  dalam 
sikap  yang  dalam  bahasa  Jawa  disebut  sikap  "tepa  selira",  yang 
memperlakukan  sesama  manusia  sebagaimana  orang  ingin 
diperlakukan  oleh  orang  lain.  Orang  melihat  orang  lain  sebagai 
sesama  atau  seorang  yang  sama  martabat,  hak-hak,  kewajiban- 
kewajiban;  dan  tanggung  jawabnya,  senasib  dan  sepenanggung- 
an. 

Di  dalam  masyarakat-masyarakat  adat  hak  milik  perorang- 
an  diakui  tetapi  dibatasi  oleh  semangat  tolong-menolong  secara 
kekeluargaan.  Terlihat  pula  semangat  keadilan  sosial  yang 
menjadi  dasar  pembagian  tanah,  yang  dilakukan  secara  demok- 
ratis  dalam  permusyawaratan  semua  warga  atau  kepala  kelu- 
arga.  Unsur  kerakyatan  ini  dipraktekkan  dalam  bentuk  rapat, 
musyawarah,  mufakat,  gotong  royong,  protes  bersama  terhadap 
kebijaksanaan  atau  tindakan  raja  yang  dianggap  tidak  adil  atau 
menyingkir  dari  wilayah  kekuasaan  raja.  Dengan  cara-cara  itu 
rakyat  mengungkapkan  sikapnya  dan  menyalurkan  partisipasi- 
nya  dalam  urusan-urusan  bersama.  Juga  rasa  kebangsaan 
sampai  batas-batas  tertentu  telah  terdapat  di  antara  penduduk 
Indonesia  dan  beberapa  kali  dalam  sejarah  bahkan  menonjol 
perkembangannya,  misalnya  pada  waktu  kejayaan  Kerajaan 
Majapahit  ketika  wilayahnya  meliputi  seluruh  Kepulauan 
Nusantara. 

Akan  tetapi  Pancasila  belum  merupakan  seluruh  pandangan 
hidup  bangsa  Indonesia,  melainkan  salah  satu  bagian  penting, 
terdiri  atas  unsur-unsur  yang  baik.  Pancasila  adalah  bagian 
moral  pandangan  hidup  itu,  dan  inipun  terbatas  pada  unsur-un- 
sur bersama  yang  relevan  bagi  hidup  kenegaraan.  Pandangan 
hidup  mengandung  banyak  unsur  lainnya,  tetapi  Pancasila 
sebagai  moralnya  adalah  bagian  penting,  antara  lain  karena 
menjiwai  seluruh  bidang  kehidupan  manusia,  baik  individuil 
maupun  sosial.  Memorandum  DPR-GR  tersebut  melihat  Panca- 
sila sebagai  pandangan  hidup  bangsa  yang  telah  dimurnikan  dan 
dipadatkan. 

Dari  pandangan  hidup  itu  Pancasila  diambil  dan  ditetapkan 
sebagai  dasar  falsafah  negara  karena  meliputi  unsur-unsur 
bersama  di  seluruh  tanah  air  sehingga  dapat  diterima  semua 
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golongan,  dan  memuat  unsur-unsur  yang  relevan  sebagai  dasar 
negara  Indonesia.  Dalam  pidato  kenegaraan  16  Agustus  1967 
Pejabat  Presiden  Soeharto  antara  lain  berkata  bahwa  "Pancasila 
adalah  kepribadian  kita,  adalah  pandangan  hidup  seluruh 
bangsa  Indonesia,  pandangan  hidup  yang  disetujui  oleh  wakil- 
wakil  rakyat  menjelang  dan  sesudah  Proklamasi  Kemerdekaan 
kita;  oleh  sebab  itu  Pancasila  adalah  satu-satunya  pandangan 
hidup  yang  dapat  pula  mempersatukan  kita.  Pancasila  adalah 
perjanjian  luhur  seluruh  Rakyat  Indonesia  yang  selalu  harus  kita 
junjung  tinggi  bersama  dan  kita  bela  selama-lamanya" .  ^ 

Sebagai  pandangan  hidup  bangsa,  Pancasila  adalah  sangat 
penting,  bahkan  perlu,  untuk  mempertahankan  kelangsungan 
hidup  bangsa  dan  memajukan  perkembangannya.  "Suatu 
Bangsa  memang  harus  mempunyai  satu  pandangan  hidup,  agar 
dengan  demikian  Bangsa  itu  melihat  dengan  jelas  semua 
persoalan  yang  dihadapinya  dan  ke  arah  mana  tujuan  hidup 
yang  akan  dicapainya.  Tanpa  pegangan  hidup  itu  Bangsa 
terombang-ambing  oleh  berbagai  masalah  besar  yang  dihadapi- 
nya, baik  masalah-masalah  dalam  negeri  maupun  masalah-ma- 
salah  luar  negeri",  demikian  Presiden  Soeharto  dalam  pidatonya 
pada  Upacara  Peringatan  Lahirnya  Pancasila  di  Jakarta,  1  Juni 
1968.  2  Pada  Peringatan  Hari  Lahirnya  Pancasila  tahun 
sebelumnya,  beliau  secara  singkat  tetapi  lengkap  menguraikan 
kedudukan  Pancasila  yang  penting  itu  seperti  berikut  :  "Karena 
Pancasila  merupakan  pandangan  hidup  kita,  maka  Pancasila 
itupun  menjadi  tunturian  hidup  dan  tujuan  hidup  Bangsa 
Indonesia;  ia  menjadi  sumber  tertib  sosial,  ia  menjadi  sumber 
tertib  seluruh  perikehidupan  kita,  baik  sebagai  individu,  maupun 
dalam  ikatan  golongan,  ikatan  Partai  Politik,  ikatan  Organisasi, 
ia  merupakan  sumber  tertib  Negara  dan  tertib  hukum  serta  harus 
menjadi  pedoman  dan  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  semua 
aparaturnya  dan  oleh  setiap  pejabat  dalam  menjalankan 
kekuasaan  serta  tugasnya' ' .  3 


Penerbitan  Khusus461,  Departemen  Penerangan  RI,  hal.  10 

Pidato  Presiden  Republik  Indonesia  pada  Upacara  Peringatan  Lahirnya  Pancasila 

1  Juni  1968,  Seri  Amanat  9,  Departemen  Penerangan  RI,  hal.  6 

Penerbitan  Khusus  454,  Departemen  Penerangan  RI,  hal.  6 
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Sebagai  pandangan  hidup  bangsa,  Pancasila  adalah  terbuka 
terhadap  unsur-unsur  kebudayaan  lain  yang  dianggap  sesuai 
dengan  corak  kehidupan  asli  dan  dapat  memperkaya  serta 
menyempurnakannya.  Keterbukaan  ini  adalah  salah  satu  ciri 
kebudayaan  Indonesia  sejak  dahulu.  Sepanjang  sejarah  kebuda- 
yaan Indonesia  selalu  bersedia  mengambil  alih  unsur-unsur 
kebudayaan  lain  yang  selaras  dan  dalam  proses  akulturasi  itu 
menjadi  semakin  kaya.  Terdorong  oleh  keinginan  untuk  maju, 
bangsa  Indonesia  tidak  segan-segan  mengambil  alih  kekayaan 
kebudayaan  lain  dan  mengintegrasikannya  dalam  kebudayaan- 
nya  sendiri  ^  Secara  demikian  terjadilah  pembaruan-pembaru- 
an  yang  seluas-luasnya  atas  dasar  yang  telah  ada  sebagai  bekal 
untuk  menghadapi  masa  depan  atau  untuk  membangun  masa 
depan  yang  lebih  b^k.  Masa  depan  ini  harus  sesuai  dengan 
tradisi  lama  dan  merupakan  kelanjutannya,  tetapi  juga  meng- 
gunakan  apa  saja  yang  baik  dari  manapun  yang  dapat 
memperkaya.  Hanya  saja  diusahakan  agar  terpelihara  suatu 
keseimbangan  yang  baik  antara  unsur-unsur  yang  lama  dan  baru 
itu.  Itulah  yang  kita  lihat  dalam  Pancasila,  suatu  keseimbangan 
antara  pusaka  lama  dan  unsur-unsur  baru,  antara  unsur-unsur 
ash  dan  unsur-unsur  asing,  antara  unsur-unsur  barat  dan 
timur.  Dapat  dikatakan  bahwa  Pancasila  adalah  suatu 
pusaka  lama  yang  bangkit  kembali  dalam  corak  baru  sesuai 
dengan  keadaan  dan  tuntutan  jaman  modern.  "Pancasila 
sebenarnya  bukan  lahir  secara  mendadak  pada  tahun  194^; 
melainkan  telah  melalui  proses  yang  panjang,  dimatangkan  oleh 
sejarah  perjuangan  Bangsa  kita  sendiri,  melihat  pengalaman 
bangsa-bangsa  lain,  diilhami  ide-ide  besar  dunia,  dengan  tetap 
berakar  pada  kepribadian  Bangsa  kita  sendiri  dan  ide  besar 
Bangsa  kita  sendiri",  demikian  Presiden  Soeharto  pada  Peri- 
ngatan  Hari  Ulang  Tahun  ke-XXIV  PARKINDO  di  Surabaya, 
15  Nopember  1969,  2 


1  Lihat  Rahmafl  Su  bagya .  Pancasila  Dasar  Negara  Indonesia  ( Yogyakarta,  1 955), 
,44 

2  Dikutip  dari  Krissantono,  Ed.  op.  cit,,  hal.  10 
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III.  PENUTUP 

Implikasi  penetapan  Pancasila  sebagai  dasar  falsafah  atau 
ideologi  Negara  Indonesia  adalah  sangat  luas  dan  mendalam, 
tetapi  belum  diketahui  sepenuhnya,  sehingga  kita  belum  dapat 
mengambil  manfaat  sebesar-besarnya  dari  hal  yang  sangat 
menguntungkan  itu.  Tetapi  garis  besarnya  dapat  dirumuskan 
sebagai  berikut.  Sebagai  dasar  Negara  Pancasila  adalah  sumber 
tertib  negara  dan  tertib  hukumnya,  kekuasaan  tertinggi,  jiwa 
UUD  1945  dan  pedoman  untuk  menafsirkannnya  dan  untuk 
melaksanakannya  dalam  peraturan-peraturan  perundangan,  pe- 
doman kebijaksanaan-kebijaksanaan  pemerintah,  dan  pedoman 
pelaksanaan  tugas  kehakiman.  Pendek  kata,  Pancasila  adalah 
norma  tertinggi  kehidupan  negara  dan  pembangunan  nasional. 

Hal  itu  juga  berarti  bahwa  Negara  Indonesia  memihki 
jaminan-jaminan  bahwa  tujuan-tujuannya  akan  dicapai,  akan 
tetapi  asas-asas  yang  terkandung  dalam  Pancasila  harus 
dilaksanakan  secara  murni  dan  konsekwen,  baik  oleh  pemerin- 
tah dan  aparaturnya  maupun  oleh  rakyat.  Untuk  mencapai 
tujuan-tujuan  nasional  itu  keahhan  dan  teknologi  saja  tidak 
cukup,  tetapi  juga  diperlukan  pelaksanaan  Pancasila.  Oleh  sebab 
itu  negara  tidak  hanya  memerlukan  teknokrat-teknokrat,  me- 
lainkan  juga  ahli-ahh  moral  Pancasila.  Khususnya  para  pejabat 
negara  dan  pemerintah  perlu  memahami  implikasi-impHkasinya 
bagi  bidang  mereka  masing-masing. 

Sehubungan  dengan  itu  perlu  disusun  hukum  nasional 
menyeluruh  atas  dasar  Pancasila  untuk  menggantikan  hukum 
warisan  jaman  kolonial  dan  feodal  yang  mengandung  banyak 
unsur  yang  tidak  hanya  ketinggalan  jaman  tetapi  juga  berten- 
tangan  dengan  ideologi  Negara.  Dalam  rangka  itu  hukum  yang 
berlaku  selama  ini  perlu  ditinjau  kembah,  dihilangkan  kelemah- 
an-kelemahannya  dan  dilengkapi  kekurangan-kekurangannya. 

Yang  lebih  penting  lagi,  hukum  nasional  serupa  itu  harus 
dilaksanakan  dengan  baik.  Pemerintah  tidak  hanya  wajib 
menjaga  agar  hukum  dipatuhi  oleh  rakyat,  tetapi  juga  mema- 
tuhinya  sendiri  dan  dalam  menjalankan  tugasnya  selalu  berpe- 
gangan  pada  hukum.  Pemerintah  tidak  di  atas  hukum  tetapi 
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tunduk  padanya.  Khususnya  Lembaga  Kehakiman  bertugas 
menegakkan  hukum  dan  keadilan  secara  efisien.  Hal  ini  antara 
lain  menuntut  agar  dia  dapat  menjalankan  tugasnya  secara  bebas 
dan  dengan  keahlian,  sehingga  dapat  memeriksa  dan  mengadili 
perkara-perkara  secara  jujur  dan  obyektif  menurut  hukum  tanpa 
pandang  bulu. 

Dalam  rangka  penghayatan  dan  pelaksanaan  Pancasila 
pendidikan  moral  Pancasila  adalah  salah  satu  sarana  yang 
sangat  penting.  Hal  itu  dapat  dilakukan  lewat  pendidikan  formil 
maupun  informil  dan  lewat  undang-undang.  Sasaran  undang- 
undang  bukanlah  semata  mata  pencegahan  kejahatan-kejahatan 
dan  dilakukannya  tindakan-tindakan  baik  tetapi  juga  pembinaan 
warganegara  menjadi  orang  baik.  Dengan  membiasakannya 
berbuat  baik,  undang-undang  lambat  laun  membimbingnya 
menjadi  orang  baik,  sehingga  dengan  mudah,  cepat  dan  senang 
melakukan  hal-hal  yang  baik  atas   keyakinannya  sendiri. 


202 


PANCASILA  MORAL  BANGSA 
INDONESIA 

SUATU  PENGANTAR 


Kirdi  DIPOYUDO 


Dengan  tepat  dikatakan  bahwa  Pancasila  adalah  pandangan 
hidup  bangsa  dan  dasar  negara  Indonesia.  Akan  tetapi  bila  kita 
mengadakan  suatu  penyelidikan  yang  lebih  mendalam,  kita  akan 
mengetahui  bahwa  pada  hakikatnya  Pancasila  adalah  suatu 
kesatuan  bulat  asas-asas  budi  pekerti  atau  moral,  yang  kiranya 
dapat  disebut  moral  Bangsa  Indonesia  atau  moral  Pancasila 
untuk  membedakannya  dari  Iain-lain  moral.  Dengan  demikian 
penetapan  Pancasila  sebagai  dasar  falsafah  negara  berarti  bahwa 
moral  bangsa  telah  menjadi  moral  negara,  yaitu  moral  yang 
mengikat  negara.  Selanjutnya  hal  itu  berarti  bahwa  moral 
Pancasila  telah  menjadi  sumber  tertib  negara  dan  sumber  tertib 
hukumnya  serta  jiwa  seluruh  kegiatan  negara  dalam  segala 
bidang  kehidupannya.  Dengan  sengaja  Negara  Indonesia  diba- 
ngun  atas  dasar  moral  dan  sebagai  konsekwensinya  tunduk 
kepada  moral  dan  wajib  membela  dan  melaksanakannya  serta 
menjamin  agar  rakyat  juga  melaksanakannya. 


Oleh  sebab  itu  untuk  memahami  Pancasila  dalam  rangka 
penghayatan  dan  pelaksanaannya,  kita  tidak  cukup  membahas- 
nya  sebagai  dasar  falsafah  negara  dan  pandangan  hidup  bangsa, 
melainkan  harus  juga  memperhatikan  bahwa  kelima  sila 
Pancasila  itu  adalah  asas-asas  budi  pekerti  atau  moral.  Selain  itu 
kita  harus  melihatnya  sebagai  satu  kesatuan  bulat.  Kita  dapat 
dan  harus  membedakan  sila  yang  satu  dari  sila  yang  lain,  tetapi 
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kita  tidak  boleh  memisahkannya  karena  sila-sila  itu  saling 
membatasi  dan  saling  memperkaya.  Kelima  sila  itu  adalah  suatu 
kesatuan  gagasan-gagasan  fundamentil  yang  menyeluruh  tentang 
kehidupan  manusia,  baik  sebagai  perorangan  maupun  sebagai 
warga  masyarakat  dan  negara.  Dia  mengikat  baik  perorangan 
maupun  masyarakat  dan  negara. 

1.  PANCASILA  ADALAH  MORAL 

Baik  menurut  arti  etimologis  maupun  arti  sebenarnya 
Pancasila  adalah  suatu  kesatuan  asas-asas  budi  pekerti  atau 
moral.  Pancasila  berasal  dari  bahasa  Sanskerta  dan  terdiri  atas 
dua  kata,  yaitu  panca  dan  sila.  Panca  berarti  lima  dan  sila  asas 
atau  kewajiban  moral,  sehingga  Pancasila  berarti  lima  kewajiban 
moral.  Itulah  arti  sila  dalam  kesusasteraan  Hindu  Kuno.  Agama 
Budha  bahkan  mengenal  istilah  Pancasila  dan  Dasasila  dalam 
arti  yang  sama.  Dasasila  adalah  sepuluh  kewajiban  moral  untuk 
para  bhiksu,  sedangkan  Pancasila  adalah  untuk  para  upasaka 
dan  upasika  dan  meliputi  lima  larangan  moral,  yaitu  larangan 
membunuh,  mencuri,  berzinah,  berdusta  dan  minuman  keras. 
Arti  sila  sebagai  asas  moral  itu  juga  terdapat  dalam  kesusaste- 
raan Indonesia  kuno.  Pada  pertengahan  abad  ke-14  misalnya 
Prapanca  memakai  kata  Pancasila  dalam  bukunya  Negarakerta- 
gama  dengan  arti  Uma  pantangan  moral  ' 

Juga  menurut  arti  sebenarnya  Pancasila  adalah  moral, 
terdiri  atas  lima  norma  moral,  yaitu  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa, 
kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab,  persatuan  Indonesia, 
kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam 
permusyawaratan/perwakilan  dan  keadilan  sosial  bagi  seluruh 
rakyat  Indonesia.  Bahwa  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  kemanu- 
siaan yang  adil  dan  beradab  dan  keadilan  sosial  itu  adalah  moral 
sudah  jelas.  Mengenai  persatuan  Indonesia  dan  kerakyatan 
soalnya  tidak  begitu  jelas,  tetapi  keduanya  juga  mempunyai  segi 
moral  dan  mempunyai  hubungan  erat  dengan  moral.  Baik  dari 
pembicaraan-pembicaraan  sekitar  Proklamasi  Kemerdekaan 
maupun  dari  rumusannya  dalam  Mukaddimah  UUD  RIS  dan 


1    Lihat  Rahmat  Subagya,  Pancasila  Dasar  Negara  Indonesia  (Yogyakarta,  1955), 
hal.  28 
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Mukaddimah  UUD  Sementara  tahun  1950  adalah  jelas  bahwa 
persatuan  Indonesia  adalah  sinonim  dengan  nasionalisme, 
sedangkan  kerakyatan  dalam  arti  pemerintahan  oleh,  dari  dan 
untuk  rakyat  adalah  juga  suatu  tuntutan  moral. 

2.  PANCASILA  ADALAH  MORAL  BANGSA  INDONESIA 

Selanjutnya  Pancasila  dapat  disebut  moral  bangsa  Indone- 
sia dalam  arti  bahwa  Pancasila  meliputi  apa  yang  disebut  dalam 
bahasa  Inggris  public  morality,  i 

Kenyataannya  Pancasila  adalah  suatu  keseluruhan  unsur- 
unsur  bersama  berbagai  moral  yang  terdapat  di  Indonesia. 
Sebagaimana  diketahui  di  tanah  air  kita  terdapat  berbagai  moral 
sesuai  dengan  adanya  berbagai  agama  dan  kepercayaan.  Kita 
jumpai  moral  Islam,  moral, Katolik,  moral  Kristen  Protestan, 
moral  Hindu  Bah,  moral  Kong  Hu  Cu,  dan  moral  aliran-ahran 
kepercayaan,  Masing-masing  moral  itu  mempunyai  coraknya 
sendiri,  berbeda  satu  sama  lain  dan  bersifat  relatif  dalam  arti 
hanya  berlaku  bagi  golongan  atau  umat  yang  bersangkutan, 
Misalnya  moral  Islam  hanya  berlaku  bagi  umat  Islam,  moral 
Kristen  hanya  bagi  umat  Kristen,  moral  Hindu  Bah  hanya  bagi 
umat  Hindu  Bali  dan  seterusnya. 

Namun  dalam  moral-moral  itu  terdapat  pula  unsur-unsur 
bersama.  Pancasila  adalah  moral  yang  terdapat  dalam  berbagai 
moral  itu  sebagai  unsur  bersama,  yang  oleh  sebab  itu  dapat 
diterima  oleh  semua  golongan,  oleh  seluruh  rakyat  Indonesia, 
dan  menjadi  pemersatu.  Untuk  membedakannya  dengan  moral- 
moral  itu,  moral  bersama  itu  dengan  tepat  disebut  moral 
Pancasila.  Moral  ini  terdapat  dalam  moral-moral  yang  hidup  di 
Indonesia,  tetapi  tidak  identik  dengan  moral-moral  itu  karena 
selain  moral  Pancasila  moral-moral  itu  memuat  asas-asas  moral 
lain,   misalnya   asas-asas   yang   mengatur   kehidupan  seks. 

Dengan  demikian  maka  moral  Pancasila  itu  mengatasi 
semua  golongan  dan  benar-benar  bersifat  nasional.  Juga 

1  Lihat  Patrick  Devlin,  The  Enforcement  of  Morals  (London,  1973),  antara  Iain 
hal.  7-8; '  dan  Basil  Mitchell,  Law,  Morality,  and  Religion  in  a  Secular  Society 
(London,  1970),  khususnya  hal.  40-51 
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menjadi  jelas  bahwa  moral  Pancasila  bukan  selunih  moral, 
bukan  moral  yang  mengatur  seluruh  kehidupan  manusia.  Dalam 
hubungan  ini  perlu  dicatat,  bahwa  asas-asas  Pancasila  itu  adalah 
asas-asas  moral  yang  relevan  sebagai  dasar  negara.  Pancasila 
adalah  moral  bangsa  yang  relevan  bagi  negara.  Dari  moral-moral 
yang  hidup  di  Indonesia  kelima  sila  Pancasila  diambil  dan 
ditetapkan  sebagai  dasar  negara  karena  dua  alasan  pokok, 
pertama  karena  bersifat  umum  sehingga  dapat  diterima  oleh 
semua  pihak  dan  kedua  karena  relevan  untuk  dijadikan  dasar 
negara.  Oleh  sebab  itu  dapat  dikatakan,  bahwa  Pancasila  adalah 
lima  asas  moral  yang  ditetapkan  menjadi  dasar  Negara  RI. 

Namun  moral  Pancasila  itu  bukan  semata-mata  moral 
bangsa  Indonesia,  melainkan  moral  yang  mengikat  seluruh  umat 
manusia  dan  oleh  sebab  itu  dapat  disebut  moral  universil. 
Sila-sila  itu  berakar  pada  kodrat  manusia  dan  oleh  sebab  itu 
inheren  dalam  eksistensi  manusia  sebagai  manusia.  Dengan 
mempelajari  kodrat  manusia  kita  dapat  menemukan  kelima  sila 
itu  sebagai  pedoman  untuk  bertindak.  Sesuai  dengan  dalil  bahwa 
segala  sesuatu  harus  bertindak  selaras  dengan  kodratnya 
masing-masing,  maka  manusia  wajib  bertindak  secara  rasionil, 
mengikuti  perintah  akal  budinya,  mematuhi  asas-asas  yang 
dikenal  akal  budinya  sebagai  pedoman  bagi  tindakan-tindakan- 
nya.  Manusia  mempunyai  kemampuan  untuk  mengenal  kodrat- 
nya dan  norma-norma  yang  harus  ditaatinya  untuk  mencapai 
tujuan  eksistensinya  sebagai  manusia,  yaitu  kesempurnaan  dan 
kesejahteraan  lahir  batin  selengkap  mungkin,  Norma-norma 
moral  itu  dijabarkan  dari  kodrat  manusia  dan  oleh  sebab  itu 
dengan  tepat  disebut  moral  kodrat i  (natural  morals).  Orang  yang 
mematuhinya  disebut  baik  dari  segi  moral  (morally  good)  atau 
baik  sebagai  manusia  atau  juga  manusia  susila. 

Dengan  demikian  moral  kodrati  merupakan  pedoman  bagi 
tingkah  laku  manusia  yang  inheren  dalam  kodratnya  dan  dapat 
dikenal  dengan  akal  budinya  lewat  suatu  pemikiran  yang 
saksama  dan  tekun,  seperti  halnya  dengan  filsuf-filsuf  Yunani, 
meskipun  pada  umumnya  orang  mengenalnya  lewat  agama  atau 
tradisi  bangsa  atau  golongannya.  Moral  kodrati  ini  ada 
bersama-sama  dengan  kodrat  manusia,  muncul  bersama-sama 
dengan  manusia,  tetapi  manusia  tidak  mengenalnya  sekaligus 
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secara  lengkap  dan  tepat.  Manusia  mempunyai  kemampuan 
untuk  mengenalnya,  tetapi  karena  berbagai  faktor  banyak  brang 
tidak  sampai  mengenalnya  secara  lengkap  dan  tejpat.  Lagi  pula 
pengetahuan  moral  umat  manusia  berkembang  sejalan  dengan 
kemajuan  pengetahuan  manusia  tentang  dirinya,  kebuiuhan-ke- 
butuhan  dan  kecenderungan-kecenderungannya,  tentang  alam 
sekitarnya  dengan  hukum  yang  mengaturnya.  Sesuai  dengan  itu 
generasi  yang  satu  menerima  pengetahuan  moral  generasi 
sebelumnya  dan  meneruskannya  kepada  generasi  berikutnya 
setelah  mengembangkan  dan  menyempurnakannya  lebih  lanjut 
dengan  pemikiran  dan  pengalamarinya  sendiri  maupun  dengan 
mengambil  alih  unsur-unsur  tertentu  dari  kebudayaan-kebuda- 
yaan  lain.  ^  Sebagai  ilustrasi  dapat  dihhat  sejarah  perumusan 
Deklarasi  Universil  Hak-hak  Asasi  PBB  yang  banyak  memuat 
cita-cita  moral  umat  manusia  yang  hendaknya  dituangkan  dalanil 
perundangan  bangsa-bangsa  sebagai  norma-norma  hukum 
politif. 

Norma-norma  moral  itulah  yang  pertama-tama  harus 
menjadi  pedoman  kehidupan  manusia,  baik  individuil  maupun 
sosial,  termasuk  kehidupan  negara.  Moral  memuat  cita-cita 
moral  dan  cita-cita  hukum  yang  harus  membimbing  manusia 
dalam  membuat  undang-undang  positif,  yang  pada  gilirannya 
merupakan  sarana  pokok  di  tangan  negara  untuk  mewujudkan 
kesejahteraan  umum  ^ 

Moral  Pancasila  adalah  moral  kodrati  sejauh  dikenal  dan 
sampai  batas-batas  tertentu  dilaksanakan  bangsa  Indonesia  (dan 
bangsa-bangsa  lain  karena  bersifat  universil).  Pancasila  berakar 
pada  kodrat  manusia  dan  semua  orang  di  mana  pun  adalah  sama 
sebagai  manusia.  Dalam  Memorandum  DPRGR  9  Juni  1966, 
yang  disahkan  MPRS  dengan  ketetapannya  No.  XX/MPRS/ 
1966  secara  tepat  dikatakan  bahwa  Pancasila  tak  lain  adalah 
"pengejawantahan  Budi Nurani  Manusia".^ 

1  Lebih  lanjut  lihat  A. P.  d'Entreves,  Natural  Law  (London,  1972),  khususnya 
hal.  22-35;  dan  H.L.A.  Hart,  The  Concept  of  Law  (London,  1972),  hal. 
181-207 

2  Lihat  J.V.  Dolan,  "Natural  Law  and  Legislation",  Laval  Quarterly  for  Theology 
and  Philosophy,  16(1960),  hal.  237-264 

3  Lihat  Himpunan   Ketetapan-ketetapan   MPRS  Disertai  UUD  1945  (Jakarta: 
Pantjuran  Tujuh,  1969),  hal.  47 
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Namun  dalam  hubungan  ini  perlu  dicatat,  bahwa  kelima  sila 
Pancasila  itu  belum  mengatur  seluruh  kehidupan  manusia, 
belum  seluruh  moral  dan  juga  belum  seluruh  moral  yang  hidup 
di  Indonesia.  Dalam  Pancasila  disatukan  asas-asas  moral  yang 
bersifat  umum  dan  relevan  bagi  hidup  kenegaraan.  Selain  itu 
kekuasaan  negara  atas  bidang  kehidupan  yang  diatur  kelima  sila 
itu  tidak  penuh,  dalam  arti  bahwa  bidang  kehidupan  manusia  itu 
adalah  lebih  luas  dari  pada  kekuasaan  negara,  Makin  tinggi  nilai 
manusiawi  makin  lepas  dia  dari  kekuasaan  negara*  * 

3.  PANCASILA  SEBAGAI  MORAL  PERORANGAN 

Pancasila  pertama-tama  adalah  moral  perorangan,  moral 
yang  mengikat  kita  masing-masing.  Pancasila  mengatur  sikap 
dan  tingkah  laku  kita  masing-masing  terhadap  Tuhan  Yang 
Maha  Esa  (Ketuhanan  Yang  Maha  Esa),  terhadap  sesama 
manusia  (kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab),  terhadap  tanah 
air,  nusa  dan  bangsa  (kebangsaan  atau  nasionaUsme),  terhadap 
pemerintahan  negara  (kerakyatan)  dan  terhadap  negara  dalam 
bidang  sosial  dan  ekonomi  (keadilan  sosial).  Semuanya  itu 
bukan  semata-mata  kewajiban  yuridis,  tetapi  pertama-tama 
kewajiban  moral,  atau  lebih  tepat  kewajiban  moral  yang  telah 
menjadi  kewajiban  yuridis  sebagai  akibat  penetapannya  sebagai 
dasar  negara. 

Pancasila  sebagai  moral  individuil  kiranya  dapat  dirumus- 
kan  secara  singkat  seperti  berikut.  Sila  yang  pertama  mewajib- 
kan  kita  untuk  mengakui  dan  memuliakan  Tuhan  Yang  Maha 
Esa  sebagai  Pencipta  dan  tujuan  kita  baik  dalam  pikiran  dan 
kata-kata  (sembahyang)  maupun  dalam  tingkah  laku  sehari-hari 
(hidup  susila).  Sila  kedua  mewajibkan  kita  untuk  mengakui  dan 
memperlakukan  semua  dan  setiap  orang,  tanpa  membedakan 
bangsa,  keturunan,  warna  kulit,  kelamin  dan  agama,  sebagai 
sesama  manusia,  yang  memiliki  martabat  mulia  dan  hak-hak 
serta  kewajiban-kewajiban  asasi.  Kita  wajib  bertindak  secara 
adil  dan  beradab  terhadapnya.  Sila  ketiga  mewajibkan  kita 
untuk  menjunjung  tinggi  dan  mencintai  tanah  air,  bangsa  dan 
negara  Indonesia,  ikut  memperjuangkan  kepentingan-kepen- 

1    Lihat  N.  Drijarkara,  "Pancasila  dan  Religi",  Kumpulan  Karangan  (Yogyakarta). 
hal.  158-160 


208 


MORAL  BANGSA  INDONESIA 


tingannya,  dan  mengambil  sikap  yang  solider  serta  Ipyai 
terhadap  sesama  warga  negara  kita.  Sila  keempat  mewajibkan 
kita  untuk  ikut  serta  dalam  kehidupan  politik  serta  pemerintahan 
negara,  paling  tidak  secara  tidak  langsung,  bersama-sama 
dengan  semua  sesama  warga  negara  atas  dasar  persamaan 
tanggung  jawab  dan  hak  atas  hasilnya.  Akhirnya  sila  kelima 
mewajibkan  kita  untuk  memberikan  sumbangan  kita  yang  wajar 
sesuai  dengan  kemampuan  dan  kedudukan  kita  kepada  negara 
demi  terwujudnya  kesejahteraan  umum  atau  kesejahteraan  lahir 
batin  selengkap  mungkin  bagi  seluruh  rakyat.  Sila  ini  melarang 
kita  menggelapkan  atau  mengingkari  sumbangan  kita  dan 
menyerobot  suatu  bagian  di  luar  proporsi  dari  kekayaan  hasil 
usaha  bersama,  dan  di  lain  pihak  mewajibkan  kita  untuk 
melaksanakan  hukum  negara  dan  ikut  memperjuangkan  agar 
semua  warga,  khususnya  yang  lemah,  mendapatkan  bagian  yang 
wajar  dari  kesejahteraan  umum  untuk  mewujudkan  kesejah- 
teraan pribadi  dan  keluarga  tanggungan  mereka  masing-masing.i 

4.  PANCASILA ,  SEBAGAI  .  MORAL  NEGARA 

Penetapan  Pancasila  menjadi  dasar  negara  berarti  bahwa 
moral  Pancasila  juga  menjadi  moral  negara.  Sebagai  konsek- 
wensinya  negara  tunduk  kepada  moral,  tidak  boleh  melanggar- 
nya,  wajib  mengamalkannya  dan  memajukan  pengamalannya 
oleh  rakyat.  Moral  menjadi  norma  tindakan-tindakan  negara 
dan  sehubungan  dengan  itu  dituangkan  dalam  perundang-un- 
dangan.  Dengan  perkataan  lain,  moral  Pancasila  menjadi 
pembimbing  dalam  membuat  undang-undang  yang  mengatur 
kehidupan  negara,  menetapkan  lembaga-lembaga  negara  dan 
tugas  mereka  masing-masing,  hak-hak  dan  kedudukan  warga 
negara,  hubungan  antara  warga  negara  dan  negara  dan 
sebaliknya.  Akan  tetapi  hal  ini  tidaklah  berarti,  bahwa  seluruh 
moral  harus  dituangkan  dalam  undang-undang.  Tidak  semua 
norma  moral  harus  ataupun  dapat  dijadikan  norma  yuridis, 
antara  lain  karena  Pancasila  mencakup  sila  kemanusiaan  yang 
adil  dan  beradab,  yang  pada  intinya  mewajibkan  negara  untuk 
menghormati  martabat  dan  hak-hak  asasi  manusia,  termasuk 

1  Lihat  Ketetapan  MPR  No.  II/MPR/1978  tentang  Pedoman  Pengliayatan  dan 
Pengamalan  Pancasila,  Himpunan  Ketetapan-ketetapan  MPR  1978  (Jakarta  : 
PantjuranTujuh,  1978),  hal.  54-57 
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kebebasan-kebebasannya.  Norma  mor£il  dapat  ditetapkan  men- 
j^di  norma  hukum  positif  sejauh  norma  itu  mengatur  tindakan- 
tindakan  lahiriah  yang  menyangkut  orang  lain,  sedangkan 
soal-soal  batin  adalah  di  lu£ir  kompetensi  dan  jangkauan  negara 
serta  hukumnya.  i  Dalam  hubungan  ini  dapat  dikatakan,  bahwa 
dalam  bidang  kehidupan  batin  hanya  berlaku  norma-norma 
moral,  sedangkan  dalam  bidang  kehidupan  lahiriah  yang 
menyangkut  hak-hak  orang  lain  dapat  dan  harus  berlaku  pula 
norma-nprma  hukum  sebagai  pelaksanaan  dan  pengukuhan 
norma-norma  moral  tersebut.  Larangan  membunuh  orang  tak 
bersalah  misalnya  adalah  pertama-tama  suatu  norma  moral, 
tetapi  karena  menyangkut  tindakan  lahiriah  yang  melanggar  hak 
asasi  orang  lain  atas  hidup,  dapat  dan  wajib  ditetapkan  menjadi 
larangan  yuridis  dan  dikukuhkan  dengan  ssinksi-sanksi  hukum. 

Demikian  pula  halnya  dengan  sila-sila  Pancasila.  Negara 
wajib  mengamankan  dan  melaksanakannya,  tetapi  tidak  dapat 
menetapkan  semua  kewajiban  moral  yang  mengalir  dari  sila-sila 
itu  menjadi  kewajiban  yuridis.  Dalam  hal  ini  kekuasaan  negara 
terbatas  pada  kewajiban-kewajiban  moral  yang  mengatur 
tindakan-tindakan  lahiriah  yang  menyangkut  hak-hak  orang 
lain*  2  Misalnya  negara  dapat  menghukum  orang  yang  memeras 
atau  menindas  orang  lain,  tetapi  tidak  dapat  menjatuhkan 
hukuman  atas  seorang  yang  ingin  memeras  orang  lain  tetapi 
karena  berbagai  faktor  tidak  jadi  melakukannya,  atau  atas 
seorang  yang  tidak  bersembahyang,  sekalipun  sembahyang 
adalah  suatu  kewajiban  yang  mengalir  dari  sila  Ketuhanan  Yang 
Maha  Esa. 

Akan  tetapi  negara  juga  berkepentingan  dengan  pelak- 
sanaan Pancasila  sebagai  moral  perorangan.  Makin  baik  para 
warga  negara  mengamalkan  Pancasila  atas  keyakinannya  sen- 
diri,  makin  terjamin  pula  pelaksanaan  Pancasila  yang  dituang- 
kan  dalam  perundang-undangannya.  Sehubungan  dengan  itu 
negara  dapat  dan  sampai  batas-batas  tertentu  juga  wajib  ikut 
membina  atau  memajukan  hidup  susila  rakyat  dengan  mem- 
berikan  anjuran  serta  bimbingan  dan  menciptakan  suasana  di 

1  Lihat  Ernest  Barker,  Principles  of  Social  and  Political  Theory  (London,  1967), 
hal.  117-118 

2  Lihat  Maclvcr,  The  Modern  State  (Oxford,  1966),  hal.  5,  21 
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mana  mor^  atau  budi  pekerti  luhur  dapat  dijalankan  dengan 
mudah.  \  Oleh  sebab  itu  dalam  Penjelasan  Umum  UUD  1945 
ditandaskan  bahwa  "Undang-undang  Dasarharus  mengandung 
isi  yang  mewajibkan  Pemerintah  dan  Iain-lain  penyelenggara 
Negara  untuk  memelihara  budi  pekerti  kemanusiaan  yang  luhur 
dan  memegang  teguh  cita-cita  moral  rakyat  yang  luhur". ^ 

Seperti  diuraikan  di  atas,  penetapan  Pancasila  menjadi 
dasar  negara  berarti  bahwa  moral  bangsa  menjadi  moral  negara, 
dan  bahwa  oleh  sebab  itu  negara  wajib  mengamankan  dan 
melaksanakannya.  Tetapi  arti  Pancasila  sebagai  moral  bangsa 
dan  Pancasila  sebagai  moral  negara  tidak  selalu  sama.  Arti 
Pancasila  sebagai  moral  bangsa  adalah  umum,  juga  memuat 
artinya  sebagai  moral  negara  yang  bersifat  khusus.  Menetapkan 
Pancasila  sebagai  moral  negara  berarti  mengkhususkan  artinya. 
Misalnya  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  sebagai  moral  bangsa 
berarti  sikap  manusia  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang 
diungkapkan  dalam  sembahyang,  ibadat  dan  ketaatan,  sedang- 
kan  sebagai  moral  negara  berarti  bahwa  negara  atas  dasar 
pengakuan  bahwa  bangsa  Indonesia  percaya  pada  Tuhan  Yang 
Maha  Esa  wajib  "menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk 
untuk  memeluk  agamanya  masing-masing  dan  untuk  beribadat 
menurut  agamanya  dan  kepercayaannya  itu"  (pasal  29  ayat  2 
UUD  1945),  membina  toleransi  berdasarkan  sikap  saUng 
menghormati  dan  kerukunan  antara  sesama  umat  beragama  dan 
berkepercayaan,  dan  menjalankan  tugasnya  memajukan  kese- 
jahteraan  umum  sebagai  tanggung  jawab  terhadap  Tuhan  Yang 
Maha  Esa.  3 

Pancasila  sebagai  moral  negara  kiranya  dapat  dirumuskan 
secara  singkat  seperti  berikut.  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa 
mewajibkan  negara  untuk  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap 
penduduk  untuk  bergama  dan  beribadat  menurut  agamanya  dan 
kepercayaannya,  membantu  hidup  ber-Ketuhanan  rakyat  dengan 

1  Lihat  Ernest  Barker,  op.  cit.,  hal.  1 19,  123,  132 

2  Dikutip  dari  Himpunan  Ketetapan-ketetapan  MPRS  Disertai  UUD  1945  (Jakarta  : 
Pantjuran  Tujuh,  1969)J 

3  Lihai  Kctctapan  MPR  No.   lV/MI'R/1978  lenlang  Garis-garis  Bcsiir  Hainan  Negara, 

Himpunan  Ketetapan-ketetapan  MPR  1978  (Jakarta:  Pantjuran  Tujuh,  1978), 
hal.  Ill 
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menciptakan  suasana  yang  baik,  memajukan  toleransi  dan 
kerukunan  antara  sesama  umat  beragama  dan  berkepercayaan 
dan  menjalankan  tugasnya  sebagai  bakti  terhadap  Tuhan  Yang 
Maha  Esa.  Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab  mewajibkan 
negara  untuk  mengakui  dan  memperlakukan  semua  orang 
sebagai  manusia  yang  dikaruniai  martabat  luhur  dan  hak-hak 
asasi,  serta  semua  negara  sebagai  sesama  warga  umat  manusia, 
dan  bersama-sama  membangun  dunia  baru  yang  lebih  baik 
berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan 
sosial.  Persatuan  Indonesia  mewajibkan  negara  untuk  membela, 
mengembangkan  dan  menghayati  Indonesia  sebagai  satu  negara 
nasional,  membina  dan  menjunjung  tinggi  kebudayaan  serta 
kepribadian  nasional,  dan  memperjuangkan  kepentingan-ke- 
kepentingan  nasional.  Kerakyatan  mewajibkan  negara  untuk 
mengakui  kedaulatan  rakyat  dan  mengusahakan  agar  rakyat 
melaksanakan  kedaulatannya  itu  dengan  memilih  wakil-wakil 
mereka  untuk  MPR  dan  DPR,  melalui  MPR  ikut  menentukan 
garis-garis  besar  haluan  negara  dan  mengeluarkan  ketetapan-ke- 
tetapan  serta  memilih  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  dan  melalui 
DPR  ikut  membuat  peraturan-peraturan  perundangan  dan 
menetapkan  anggaran  negara,  serta  mengawasi  pelaksanaannya, 
mengadakan  kritik  yang  membangun  di  mana  dan  sejauh  perlu, 
lagi  pula  mewajibkan  negara  untuk  mendengarkan  suara  rakyat 
dan  memperjuangkan  kepentingan-kepentingan  rakyat.  Akhir- 
nya  keadilan  sosial  mewajibkan  negara  untuk  mengikut-sertakan 
seluruh  rakyat  dalam  kehidupan  ekonomi  dan  sosial,  membagi 
beban  dan  hasil  usaha  bersama  semua  warga  negara  secara 
proporsionil  sambil  memperhatikan  secara  istimewa  mereka 
yang  lemah  kedudukannya  untuk  mencegah  kesewenang-we- 
nangan  dari  yang  kuat  guna  menjamin  adanya  keadilan. 
Pendeknya  mengusahakan  agar  semua  warga  negara  ikut  dalam 
kegiatan  ekonomi  serta  pembangunan  dan  mendapat  bagian 
hasilnyayang  wajar.  ' 

Secara  demikian  sila  pertama  mengatur  kewajiban  negara 
terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  sila  kedua  kewajiban  negara 
terhadap  semua  orang  dan  semua  negara  lain,  sila  ketiga 

1     Lihat  Ali  Moertopo,  Strategi  Politik  Nasional  (Jakarta  :  CSIC,  1974),  hal. 
150-156 
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kewajiban  negara  terhadap  Indonesia  sebagai  kesatuan  politik, 
ekonomi,  sosial  budaya  dan  hankam,  sila  keempat  kewajiban 
negara  terhadap  semua  warganya  dalam  bidang  politik  dan 
pemerintahan,  dan  sila  kelima  kewajiban  negara  terhadap  semua 
warganya  dalam  bidang  ekonomi,  sosial  dan  budaya.  Akan 
tetapi  juga  di  sini  harus  diperhatikan  bahwa  kelima  sila  itu  dapat 
dibedakan  tetapi  tidak  dapat  dipisahkan  satu  sama  lain  karena 
merupakan  suatu  kesatuan  yang  bulat  seperti  ditandaskan  oleh 
Presiden  Soeharto  :  "Pancasila  merupakan  lima  dasar  yang 
merupakan  satu  totalitas,  yang  merupakan  satu  kebulatan  yang 
tunggal,  yang  tiap-tiap  sila  selalu  harus  mengandung  keempat 
sila  yang  lain.  Tiap-tiap  sila  tidak  boleh  dilepaskan  dari  sila  yang 
lain;  tiap-tiap  sila  tidak  boleh  dipertentangkan  terhadap  sila 
yang  lain,  lebih-lebih  karena  di  antara  sila-sila  itu  memang  tidak 
ada  hal-hal  yang  bertentangan' ^ 


5.  KESIMPULAN 

Pada  hakikatnya  Pancasila  adalah  budi  pekerti  atau  moral, 
moral  bangsa  Indonesia,  yang  dengan  tepat  dapat  disebut  moral 
Pancasila  untuk  membedakannya  dari  moral-moral  lain.  Moral 
Pancasila  ini  adalah  bagian  penting  dari  pandangan  hidup 
bangsa  Indonesia  dan  biasanya  bahkan  disebut  sebagai  pan- 
dangan hidup  bangsa.  Pancasila  sebagai  pandangan  hidup 
bangsa  ini  telah  berabad-abad  lamanya  berakar  dan  hidup  dalam 
hati  sanubari,  watak,  kepribadian  dan  pergaulan  hidup  bangsa 
Indonesia,  lagi  pula  mengendap  dalam  adat-istiadat,  pranata- 
pranata  dan  lembaga-lembaga  sosial.  menjelang  dan  sesudah 
Proklamasi  Kemerdekaan  pandangan  hidup  bangsa  ini  dimur- 
nikan  dan  dipadatkan  menjadi  dasar  falsafah  atau  ideologi 
Negara  Indonesia  Merdeka,  dan  secara  demikian  menjadi 
sumber  tertib  negara  dan  sumber  tertib  hukumnya  serta  jiwa 
seluruh  kegiatan  negara  dalam  segala  bidang  kehidupannya. 
Dengan  demikian  Pancasila  adalah  mahapenting  dalam  kehi- 
dupan  bangsa  dan  negara  Indonesia  seperti  ditandaskan  oleh 


Pidato  pada  Peringatan  Hari  Lahirnya  Pancasila  di  Jakarta,  1  Juni  1967, 
dalam  Krissantono,  Ed.,  Pandangan  Presiden  Soeharto  tentang  Pancasila  (Jakarta  : 
CSIS,  1976),hal.26 


213 


ANALISA 


Presiden  Soeharto:  "Karena  Pancasila  menipakan  pandangan 
hidup  kita,  maka  Pancasila  itu  pun  menjadi  tuntutan  hidup  dan 
tujuan  hidup  Bangsa  indonesia ;  ia  menjadi  sumber  tertib  sosial, 
ia  menjadi  sumber  tertib  seluruh  perikehidupan  kita,  baik 
sebagai  individu,  maupun  dalam  ikatan  golongan,  ikatan  Partai 
Politik,  ikatan  Organisasi,  ia  merupakan  sumber  tertib  negara 
dan  tertib  hukum  serta  harus  menjadi  pedoman  dan  dilaksana- 
kan  Pemerintah,  semua  aparatnya  dan  oleh  setiap  pejabat  dalam 
melaksanakan  kekuasaan  serta  tugasnya". ' 

Pancasila  dan  penjabarannya  dalam  UUD  1945,  asal 
dipahami,  dihayati  dan  diamalkan  atau  dilaksanakan  dalam 
segala  segi  kehidupan  dalam  tata  pergaulan  Bangsa  Indonesia 
secara  murni  dan  konsekwen  sesuai  dengan  perjuangan  Orde 
Baru,  merupakan  jaminan  bagi  tercapainya  tujuan-tujuan 
nasional,  khususnya  terwujudnya  "suatu  masyarakat  adil  dan 
makmur  yang  merata  materiil  dan  spirituil  berdasarkan  Panca- 
sila" yang  pada  gilirannya  akan  memungkinkan  setiap  warga 
bangsa  dan  negara  hidup  layak  sebagai  manusia,  mengembang- 
kan  dirinya  dan  mencapai  kesejahteraannya  lahir  dan  batin 
sesempurna  mungkin.  Pelaksanaan  Pancasila  dalam  hidup 
kenegaraan  berarti,  bahwa  kepentingan-kepentingan  negara  dan 
kepentingan-kepentingan  pribadi  semua  warga  negara  menda- 
patkan  perhatian  yang  wajar  dalam  suatu  keseimbangan  yang 
tepat.  Sebagai  konsekwensinya  akan  terjamin  kepastian  hukum 
dan  tersedianya  barang-barang  dan  jasa-jasa  keperluan  hidup 
yang  terjangkau  oleh  daya  beh  rakyat  banyak.  Oleh  sebab  itu 
Pancasila  harus  dipertahankan  sekuat  tenaga  dan  yang  lebih 
penting  lagi  dipahami  dan  dilaksanakan  secara  murni  dan 
konsekwen. 


1  Ibid. 
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Proklamator  Bung  Hatta  dalam  ceramah  pada  peringatan 
hari  lahirnya  Pancasila  1  Juni  1977  menyatakan  dengan  tegas  : 
"Camkanlah,  negara  Republik  Indonesia  belum  lagi  berdasar- 
kan  Pancasila,  apabila  Pemerintah  dan  masyarakat  belum 
sanggup  mentaati  Undang-Undang  Dasar  1945,  terutama  belum 
dapat  melaksanakan  pasal  27  ayat  2,  pasal  31 ,  pasal  33  dan  pasal 
34." 

Penulis  akan  membahas  masalah  sistem  ekonomi  yang 
seyogyanya  mencerminkan  watak  dan  jiwa  yang  terkandung 
dalam  falsafah  Pancasila.  Sistem  ini  berkaitan  dan  hanya 
dimungkinkan  tumbuh  sehat  dalam  Sistem  Politik  yang  juga 
hams  dijiwai  oleh  falsafah  Pancasila.  Tentang  Sistem  Politik 
lebih  tepat  diuraikan  dalam  naskah  tersendiri/terpisah.  Marilah 
kita  coba  pikirkan  suatu  kerangka  Sistem  Ekonomi  Pancasila. 

Patokan  pertama  yang  harus  kita  pegang  adalah  bahwa  kita 
tidak  bisa  menghindar  dari  hukum  alam  berupa  teori 
bandul/pendulum.  Bangsa  dan  negara  Indonesia  pada  tahun 
1960-1965  menaiki  mobil  yang  kemudinya  dibanting  ke  kiri  oleh 
sopirnya  sampai  terperosok  ke  lembah  kemerosotan  ekonomi. 
Secara  refleks  mobil  Republik  kemudian  dibanting  ke  kanan. 
Secara  obyektif  harus  diakui,  bahwa  bila  kita  telah  memutar  setir 
ke  kiri,  untuk  mengembalikan  ke  tengah,  harus  dibanting  ke 
kanan  sekuat  tenaga.  Dalam  proses  inilah  secara  tidak  disengaja 
kita  terlanjur  menyeleweng  ke  kanan,  Secara  realistis  kita  harus 
mengakui  bahwa  dibutuhkan  bantuan  luar  negeri  untuk  meng- 
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ungkit  ekonomi  Republik  yang  sangat  merosot  dan  mengembali- 
kannya  pada  tingkat  yang  normal. 

Karena  itu  demi  obyektivitas  yang  tidak  memihak  dan  tidak 
a  priori  mengritik  Pemerintah,-  kita  harus  memperbaiki  dan 
menemukan  jalan  ke  luar  yang  baik  dalam  mengembalikan  rel 
perekonomian  kita  ke  jalan  yang  benar,  jalan  lurus  di  tengah, 
yaitu  jalan  Pancasila.  Kita  tidak  perlu  terlalu  mencari  kambing 
hitam  dan  menyalahkan  pihak  lain  padahal  sebagian  dari  kita 
juga  sudah  ikut  mengecap  hasil  dari  politik  pembangunan 
ekonomi  kita  yang  sekarang  ini. 

Dalam  memberikan  koreksi  dan  kritik  inilah,  maka  kita 
harus  tetap  berpegang  kepada  prinsip  mendahulukan  kepenting- 
an  nasional  di  atas  segala-galanya.  Sekalipun  tidak  dalam 
kerangka  konfrontatif  seperti  di  masa  lalu,  kita  harus  sadar 
bahwa  ekonomi  nasional  kita  sebagaimana  ekonomi  dari 
negara-negara  berkembang  lainnya,  dihadapkan  kepada  tan- 
tangan  serius  modal  asing,  ketergantungan  teknologi  dan 
pasaran  serta  pengaruh  pola  konsumsi  tinggi  dari  negara-negara 
industri.  Tidak  ada  orang  yang  akan  menolong  kita  kecuali  diri 
kita  sendiri.  Kita  harus  memperkuat  terus-menerus  posisi 
tawar-menawar  kita  dengan  memberikan  bobot  kepada  kekuat- 
an  yang  kita  miliki.  Ketahanan  Nasional  di  segala  bidang 
memang  idiperlukan,.  terlebih  lagi  di  bidang  ekonomi,  sebab 
justru  disinilah  perjuangan  sekarang  sedang  berlangsung  antara 
modal  dan  kekuatan  ekonomi  nasional  dalam  persaingan  dengan 
modal  dan  teknologi  asing  yang  berskala  raksasa. 

Marilah  kita  bahas  semua  itu  dengan  mendalam. 


I.     EKONOMI  INDONESIA  SEBAGAI  BAGIAN  EKONOMI 
DUNIA 

Apabila  kita  berbicara  tentang  ekonomi  Indonesia,  maka 
orang  tidak  bisa  mengingkari  bahwa  ekonomi  Indonesia 
haruslah  merupakan  bagian  aktif  dan  inheren  dalam  struktur 
ekonomi  dunia.  Istilah  autarki  yang  bersifat  teoritis  dalam  ilmu 
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ekonomi  abad  XIX  jelas  sudah  tidak  mungkin  lagi,  sekalipun 
diganti  dengan  istilah  berdikari,  Suatu  sistem  ekonomi  dunia 
menganut  asas  ketergantungan  atau  inter  dependency.  Yang 
maksimal  harus  kita  usahakan  adalah  agar  ketergantungan  itu 
sifatnya  simetris  dan  tidak  terlalu  timpang  atau  a-simetris. 

Sebagai  contoh,  kita  boleh  saja  tergantung  dari  Jepane 
untuk  jenis  barang  tertentu  misalnya  mesin,  asal  kebalikannya 
Jepang  juga  tergantung  dari  kita  untuk  bahan  baku.  Tingkat 
ketergantungan  serupa  ini  disebut  symmetrical  interdependency. 
Sebaliknya,  bila  ternyata  hanya  Indonesia  yang  bergantung 
kepada  Jepang,  tapi  Jepang  sendiri  bisa  hidup  terus  tanpa 
Indonesia,  maka  itu  berarti  kita  berada  pada  hubungan  kritis, 
a-symmetrical  interdependency.  Posisi  kita  berarti  sangat  lemah, 
sebab  Jepang  tidak  memerlukan  kita  sebagaimana  kita  memer- 
lukaii  Jepang. 

Hal  inilah  yang  harus  kita  camkan,  yaitu  usaha  peningkatan 
daya  mampu  ekonomi  nasional  kita  agar  kita  bisa  meningkatkan 
terus-menerus  potensi  ekspor  kita  agar  kita  tidak  terlalu 
tergantung  kepada  pasaran  tertentu.  Dalam  perekonomian  dunia 
sekarang  ini  sekalipun  RRC  tidak  mampu  mengisolir  diri  dan 
sudah  melepaskan  semboyan  autarki  yang  tidak  mungkin  dicapai 
oleh  negara  manapun.  Kita  harus  waspada  agar  usaha  memper- 
baiki  penyimpangan  dalam  politik  ekonomi  kita  tidak  menjurus 
kepada  sesuatu  yang  ekstrem  pula.  Autarki  dan  berdikari  sudah 
usang  dan  tidak  tepat  lagi.  Yang  penting  adalah  peningkatan 
ketahanan  ekonomi  nasional  dan  mengurangi  tingkat  ketergan- 
tungan sampai  kepada  suatu  derajat  yang  berimbang  dalam 
hubungan  ekonomi  kita  dengan  dunia  internasional.  Jelaslah 
bahwa  dalam  situasi  interdependensi  ini,  ekonomi  Indonesia 
tidak  mungkin  mengisohr  diri  secara  kaku  atau  secara  ekstrem 
dalam  menghadapi  modal  asing. 

Dalam  mengadakan  manouvre  antara  sistem  ekonomi 
terbuka  dan  usaha  meningkatkan  ketahanan  ekonomi  nasional 
Indonesia  inilah  seluruh  dana  dan  tenaga  harus  dikerahkan 
dalam  rangka  kepentingan  nasional.  Swasta  nasional  l.arus 
dibantu  tapi  juga  harus  membantu  pemerintah.  Pemerintah 
memerlukan  dukungan  dan  partisipasi  masyarakat  untuk  pe- 
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ningkatan  ketahanan  ekonomi  nasional.  Masyarakat  meng- 
harapkan  agar  ekses  dari  sistem  ekonomi  terbuka  dengan 
persaingan  bebas  yang  mempersempit  ruang  gerak  pengusaha 
kecil  seyogyanya  diawasi  dan  dibatasi  oleh  pemerintah. 

Selain  itu,  karena  faktor  kelangkaan  modal  maka  kita  juga 
harus  heihat  dan  efisien.  Penghamburan  dan  pemborosan  seperti 
yang  disinyalir  Prof.  Dr.  Soemitro,  waktu  itu  Menteri  Riset,  baik 
karena  kealpaan  maupun  karena  korupsi,  dari  potensi 
ekonomi  nasional  harus  dihindarkan.  Ini  mengingat  kita  masih 
rnembutuhkan  terus  mengalirnya  bantuan  luar  negeri  apabila 
kita  ingin  mempertahankan  laju  pertumbuhan  ekonomi  seperti 
yang  dialami  selama  tujuh  tahun  terakhir.  Hal  itu  berarti  bahwa 
problem  pembagian  porsi  antara  modal  asing  dan  nasional  akan 
tetap  merupakan  masalah  aktuil  di  masa  mendatang,  sampai 
potensi  nasional  kita  mampu  menggantikan  posisi  modal  asing. 
Disinilah  pentingnya  perencanaan  pemerintah  untuk  menjamin 
proses  pemupukan  dan  pembinaan  modal  nasional  dalam 
peralihan  struktur  permodalan  dari  ekonomi  Indonesia. 

i3  in  Pemerintah  melalui  penyesuaian  peraturan  mengenai  pe- 
nanaman  modal  sebetulnya  telah  mulai  mengadakan  pembatasan 
dan  pengawasan  dari  peranan  modal  asing.  Sebaliknya 
penanaman  modal  dalam  negeri  telah  digalakkan  dan 
dirangsang,  walaupun  timbulnya  masalah  latent  (pribumi  dan 
non  pribumi)  juga  mengakibatkan  hambatan  dalam  perkem- 
bangan  investasi  oleh  modal  nasional . 

Tentang  kebiituhan  modal  dari  luar  negeri  ini  ahgka  yang 
tersedia  barulah  mengenai  taksiran  kebutuhan  modal  selama 
Pelita  II.  Menurut  Ketua  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal 
Drs.  BarH  Halim,  maka  selama  Pelita  II,  dengan  target 
pertumbuhan  GDP  sebesar  7,5  %  per  tahun,  diperlukan  investasi 
sebesar  Rp.  11,4  trilyun  atau  US  $  28  milyar.  Dari  jumlah  itu 
sekitar  Rp.  8.200  milyar  dipenuhi  oleh  tabungan  dalam  negeri, 
sisanya  sebesar  Rp.  3.200  milyar  atau  US  $  8  milyar 
merupakan  bantuan  luar  negeri.  Dengan  demikian  rata-rata 
setiap  tahun  selama  masa  Pelita  11  saja  dibutuhkan  US$  1,6 
milyar  modal'luar  negeri.  Diperkirakan  sejumlah  US$  1  milyar 
akan  disediakan  melalui  bantuan  pemerintah  (atau  Official 
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Development  Assistance)  dari  negara-negara  sahabat  kepada  RI. 
Sisanya  sejumlah  US  $  600  juta  masih  harus  dipenuhi  dari 
penanaman  modal  swasta  asing  ke  Indonesia.  m.b 

Apabila  taksiran  kebutuhan  modal  dari  luar  negeri  untuk 
masa  Pelita  II  kita  pakai  sebagai  pegangan  untuk  memperoleh 
tingkat  pertumbuhan  ekonomi  sebesar  7,5 »/o  rata-rata  per  tahun, 
untuk  jangka  pendek  bahkan  sampai  di  tahun  2000  pun  ekonomi 
kita  masih  harus  memperoleh  tunjangan  modal  asing.  Hal  ini 
mengingat  skenario  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia,  suatu 
proyek  penelitian  yang  dipimpin  oleh  Dr.  Thee  Kian-wie, 
mengisyaratkan  suatu  alternatif  pertumbuhan  ekonomi  sebagai 
berikut :  :L  i-D-n/i 

IL  'r  1973  — 1980  :  7,35,%- m.     1973  — 1980  :  7,35  % 
1980— 1990:7%^,J.,,,j-l  1980  —  1990  :  7,5% 

,-1990  — 2Q0O:7%^'^J.lj^  pj,,.  1990—2000:8% 

Oleh  Prof.  Dr.  Soemitro  dianggap  bahwa  alternatif  II  merupa- 
kan  laju  yang  realistis  yang  dapat  dicapai  (realizable)  dai 
alternatif  III  sebagai  suatu  tingkat  yang  seyogyanya  kita  capai 
(desirable).  Alternatif  I  jelas  merupakan  satu  kemunduran  dan 
kemerosotan  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  yang  harus  dihin- 
darkan  jika  kita  tidak  menginginkan  ketegangan  sosial.  Proyek 
penelitian  yang  diadakan  di  bawah  pengawasan  Menteri  Negara 
Riset  dan  dikepalai  Dr.  Thee  Kian-wie  ini  sekarang  masih  dalam 
proses  dan  data  maupun  rekomendasinya  belum  siap  untuk 
diketahui  umum.  Karena  itu  untuk  sementara  kita  harus  puas 
dengan  asumsi  bahwa  tampaknya  sampai  tahun  2000  pun  kita 
masih  tetap  membutuhkan  bantuan  luar  negeri.  Hanya  saja, 
barangkali  akan  diusahakan  untuk  selanjutnya  sifat  kom- 
plementernya  yang  menonjol,  sifat  pelengkapnya  dan  bukan 
peranan  dominan  dari  modal  asing  itu  dalam  perekonomian 
nasional  kita. 

Dengan  demikian  jelaslah  bahwa  untuk  masa  seperempat 
abad  mendatang  dunia  usaha  Indonesia  secara  obyektif  masih 
harus  meningkatkan  kemampuannya  secara  terus-menerus,  di 
samping  harus  belajar  hidup  berdampingan  dengan  modal  asing 
yang  peranannya  tidak  bisa  kita  abaikan. 


1.  1973  —  1980  :  7,35% 
1980—1990  :  6,30% 
1990—2000:  6% 
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Kita  tidak  perlu  membuka  perdebatan  bertele-tele  tentang 
pro  dan  kontra  modal  asing.  Kita  tidak  perlu  terlalu  sloganistis 
mengadakan  kampanye  tentang  usaha  berdiri  di  atas  kaki  sendiri 
dan  seterusnya  apabila  fakta  yang  berdasarkan  data  dan  analisa 
kwantitatif  yang  konkrit  memang  mengharuskan  kita  untuk 
mengadakan  symbiose  dengan  mekanisme  ekonomi  interna- 
sional.  Berbicara  tentang  mekanisme  ekonomi  internasional 
maka  faktor  kekuatan  modal  dan  teknologi  sungguh-sungguh 
merupakan  hal  yang  sangat  sulit  untuk  dimanipulir. 

Negara-negara  sosialis  pun  dewasa  ini  sedang  berbelanja 
secara  besar-besaran  di  pasar  modal  dan  teknologi  dunia  industri 
Barat.  Ini  tidak  bisa  dipungkiri  oleh  slogan  ideologis  yan'g 
kosong  belaka.  Kredit  jangka  panjang  meliputi  bermilyar  dollar 
mengalir  dari  Jerman  Barat,  Jepang  dan  bahkan  Amerika 
Serikat  ke  negara-negara  Eropa  Timur.  Suatu  ironi  bagi 
perjuangan  negara  berkembang  yang  selalu  menghantam  dunia 
Barat  dan  memuja  negara  sosialis.  Ternyata  negara  sosialis  pun 
justru  ikut  memperebutkan  fasilitas  kredit  dan  investasi  tekno- 
logi Barat  yang  mutlak  diperlukan  oleh  negara  berkembang. 

Dalam  pecaturan  politik  ekonomi  internasional  yang 
demikian  itulah  kita  harus  selalu  mengadakan  evaluasi  yang 
serius  dan  mendalam  terhadap  strategi  kita  dalam  mengemudi- 
kan  kendali  politik  luar  negeri  dan  politik  kerjasama  ekonomi 
kita. 

Tampaknya  memang  kita  selalu  dihadapkan  kepada  di- 
lemma-dilemma yang  sangat  pelik.  Di  satu  pihak  kita  ingin 
menumbuhkan  ketahanan  ekonomi  nasional,  di  lain  pihak  kita 
tidak  bisa  mengingkari  ciri  dunia  saat  ini,  saling  ketergantungan 
satu  sama  lain;  persaingan  yang  Machiavelistis  antara  sesama 
negara  berkembang  serta  kelemahan-kelemahan  lain  yang 
dieksploitir  oleh  kekuatan  modal  internasional . 

Apabila  kita  mendalami  dengan  saksama  posisi  Indonesia 
sebagai  bagian  ekonomi  dunia  dengan  ciri  ketergantungan  dan 
persaingan  bebas,  maka  kita  harus  berusaha  terus-menerus 
meningkatkan  ketahanan  ekonomi  nasional  kita  agar  kita 
mengurangi  hubungan  ketergantungan  yang  timpang  serta 
sukses  dalam  persaingan  internasional. 
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Jelaslah  bahwa  pandangan  ekstrem  untuk  melarang  atau 
menghentikan  arus  modal  asing,  selain  hanya  berbau  slogan  kiri 
juga  tidak  realistis  menghadapi  situasi  dunia  yang  sudah  berubah 
dibanding  tahun  1960-an. 

Apabila  di  bagian  depan  kami  menyebut  perlunya  penye- 
suaian  kemudi  dari  politik  ekonomi  nasional  kita  maka 
jelaslah  bahwa  kemudi  ini  tidak  boleh  dibanting  lagi  secara 
ekstrem  ke  pojok  kiri.  Sekarang  kita  harus  membantu  peme- 
rintah  untuk  melempangkan  kemudi  yang  meluncur  ke  kanan. 
Kita  kembalikan  ke  tengah,  ke  jalan  yang  benar.  Tapi  harus 
waspada  betul-betul,  supaya  kita  tidak  mengulangi  kekeliruan 
atau  gerak  refleks  yang  berlebihan,  Dari  kecenderungan  kanan 
menjadi  tergelincir  ke  kiri. 

Konkritnya,  setelah  kita  memperhatikan  dan  mempelajari 
kelemahan-kelemahan  dari  arus  masuknya  modal  asing  ke 
dalam  negeri,  maka  kita  harus  mengadakan  pengawasan  dan 
pembatasan  serta  pengaturan  yang  ketat  tanpa  menjadi  ekstrem 
dan  mengambil  alih,  mengusir  atau  menolak  sama  sekali  unsur 
komplemen  yang  masih  mutlak  dibutuhkan  itu.  Terlebih  pula 
mekanisme  kerjasama  internasional,  mekanisme  ekonomi  dunia 
dewasa  ini  sedang  menuju  ke  arah  pengaturan  saling  ketergan- 
tungan  ke  arah  usaha  penyesuaian  diri  yang  saling  menguntung- 
kan  baik  bagi  negara  industri  maupun  negara  berkembang. 
Negara  sosialis  pun  tidak  mempu  mengembangkan  autarki.  Pola 
perdagangan  negara-negara  sosiahs  pun  membuktikan  bahwa 
mereka  membutuhkan  hubungan  dagang  dan  kerjasama  eko- 
nomi dengan  negara  Barat.  Alternatif  yang  lain  tentu  saja  bisa, 
tapi  sudah  usang  dan  menjadi  tidak  wajar  seperti  Kamboja 
sekarang  atau  Albania.  Suatu  isolasi  yang  sangat  ketat  bahkan 
tidak  berperikemanusiaan.  RRC  sendiri  dalam  taraf  pemba- 
ngunannya  sekarang  mau  tidak  mau  harus  mengadakan  interaksi 
dengan  mekanisme  ekonomi  internasional.  Suka  atau  tidak  suka, 
Maoisme  harus  berdialog  dengan  gembong-gembong  multina- 
tional corporation  untuk  mendapatkan  teknologi  barang  industri 
mutakhir. 

Karena  itu  dalam  situasi  makro  seperti  ini,  pengusaha 
Indonesia  pun  harus  siap  dengan  pikiran  dan  tenaganya  untuk 
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menyumbangkan  kemampuan  merekii  dalam  meningkatkan 
ketahanan  eKonomi  nasional  menghadapi  tantangan  multina- 
tional corporation  dan  kekuatan  «konomi  negara-negara  besar. 
Sekedar  menyalahkan  pemerintah  dan  menuntut  perlindungan 
berlebihan  tanpa  menunjukkan  prakarsa  dan  sumbangan  pikiran 
tentang  bagaimana  menghadapi  kekuatan  ekonomi  asing  untuk 
dijinakkan  dan  dimanfaatkan  bagi  peningkatan  daya  mampu 
ekonomi  nasional  kita,  adalah  kekeliruan  yang  hams  ditinggal- 
kan.  Sekarang  kita  harus  mampu  menunjang  pemerintah 
menghadapi  tantangan  situasi  internasional, 

11.   ANALISA  PERBANDINGAN  SISTEM  EKONOMI 

I 

Pasal  33  Undang- undang  Dasar  45  secara  gamblang 
menyebut  ekonomi  negara  kita  menganut  sistem  kekeluargaan. 
Sayang  sekali  mengingat  kondisi  lahirnya  konstitusi  kita, 
elaborasi  yang  lebih  mendetail  dari  pasal  tersebut  belum 
sempat  kita  adakan,  bahkan  sampai  kita  memasuki  usia  32  tahun 
sekarang  ini.  Semuanya  itu  tidak  perlu  dicari  kambing  hitamnya. 
Sistem  Ekonomi  Pancasila  memang  tidak  bisa  direalisir  hanya 
melalui  slogan  dan  bibir  belaka.  la  menuntut  persyaratan-per- 
syaratan  konkrit,  perubahan-perubahan  fundamentil  dari  pola 
berpikir  usang  dan  klasik,  dan  memerlukan  adanya  kemauan 
poHtik  untuk  merombak  piramida  struktur  sosial  ekonomi  kita. 
Piramida  ini  merupakan  struktur  warisan  kolonialisme  Belanda. 
Perjuangan  kemerdekaan  yang  harus  diteruskan  dengan  peng- 
isian  kemerdekaan  sebetulnya  dapat  dilukiskan  dengan  pernya- 
taan  lain,  yaitu  setelah  perjuangan  melawan  penjajahan  politik 
berakhir,  dengan  kemerdekaan  Indonesia,  perjuangan  melawan 
penjajahan  ekonomi  berupa  ketergantungan  yang  berlebihan 
dari  sistem  ekonomi  nasional  kita  pada  unsur  asing  harus 
diteruskan  ke  arah  kedaulatan  ekonomi. 

Tetap  berpegang  kepada  realitas  bahwa  kita  harus  saling 
bekerjasama  dan  saling  merasakan  ketergantungan  tidak  berarti 
bahwa  kita  harus  sekedar  'nrimo'  dengan  keadaan  yang  masih 
timpang  dalam  kehidupan  ekonomi  kita.  Kita  realistis,  karena 
itu  kita  tidak  anti  modal  asing.  Tapi  kita  juga  realistis  bahwa 
ekonomi  kita  masih  'vulnerable'  terhadap  faktor  ekstern  dan 
asing,  karena  itu  kita  harus  terus-menerus  meningkatkan 
ketahanan  ekonomi  kita. 
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Pada  skala  nasional  kita  harus  merombak  piramida  struktur 
sosial  ekonomi  kita  agar  kita  menjadi  tuan  rumah  di  negeri 
sendiri.  Bukan  sekedar  di  bidang  film  atau  pers,  tapi  juga  dalam 
kedaulatan  ekonomi.  Karena  itu  apabila  secara  realistis  kita 
melihat  bahwa  bidang-bidang  ekonomi  yang  padat  modal  ,  seperti 
pertambangan  dan  industri  berat  masih  harus  ditangani  modal 
asing,  kita  wajib  merencanakan  pola  pengalihan,  baik  dari  segi 
kepemilikan  dan  permodalan  maupun  teknologi  dan  manage- 
mentnya.  Apabila  di  masa  lampau  ekonomi  Indonesia  di  pun- 
caknya  dimonopoli  oleh  perusahaan  raksasa  Hindia  Belanda 
(The  Big  Five  dan  kawan-kawan),  kemudian  di  tengah  piramida 
sebagai  'buffer'  ditempatkan  pedagang  perantara  golongan  Cina 
dan  baru  di  dasar  piramida  golongan  pribumi,  maka  sekarang  ini 
harus  dicegah  re-inkarnasi  dari  piramida  ekonomi  kolonial 
itu  kembali. 

Apabila  jalan  Thamrin  dan  jalan  Jenderal  Sudirman  di 
Jakarta  ternyata  kelak  hanya  merupakan  markas  dari 
kegiatan  multinational  corporation  belaka,  tanpa  mampu 
memberikan  kesempatan  kepada  perusahaan  nasional  secara 
wajar  menduduki  'posisi  jantung  ekonomi  Indonesia  itu',  maka 
itu  berarti  sudah  komplitlah  sirkulasi  dari  kembalinya  struktur 
ekonomi  kolonial.  Kalau  dulu  hanya  perusahaan  Belanda, 
sekarang  multinational  corporation  menggantikan  peranan 
mereka. 

Semua  ini  harus  diatasi,  bukan  sekedar  dengan  kebencian 
dan  tindakan  hantam  kromo.  Masalah  modal  barangkali  bisa 
kita  atasi  dengan  kredit,  teknologipun  kita  bisa  membeli,  tapi 
masalah  sikap  mental  berusaha  inilah  yang  harus  ditumbuhkan, 
diperluas  secara  intensif  dan  ekstensif  sekali.  Dalam  perjuangan 
Irian  Barat,  Presiden  Soekarno  almarhum  telah  mengambil  alih 
modal  Belanda  tanpa  persiapan  aparatur  dan  ketrampilan  sama 
sekali.  Hasilnya  sangat  mengecewakan,  belasan  perusahaan 
negara  yang  mewarisi  jaringan  dagang  kolonial  yang  paling 
hebat  di  negara  ini  ternyata  tidak  mampu  memelihara  atau 
melanjutkan,  bahkan  jaringan  distribusi  itu  hancur  sama  sekali. 
Kita  tidak  menghendaki  politik  hantam  kromo  demikian  yang 
merugikan  konsumen  rakyat  jelata  dan  seterusnya  justru 
melemahkan  potensi  ekonomi  Indonesia  keseluruhan. 
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Pemerintah  telah  mengusahakan  perbaikan  dalam  perun- 
dang-undangan  penanaman  modal  dengan  memberikan  perang- 
sang  kepada  pengusaha  nasional.  Bahkan  untuk  mengatasi 
masalah  sosiologis  dari  problem  latent,  yaitu  golongan  non 
pribumi,  pemerintah  pun  secara  sadar  memberikan  fasilitas 
khusus  untuk  mengangkat  golongan  pribumi.  Itikad  baik 
pemerintah  untuk  mengoreksi  penyimpangan  akibat  masuknya 
modal  asing  sudah  ditunjukkan.  Sekarang  justru  pengusaha 
harus  memperbaiki  diri  untuk  memanfaatkan  kelonggaran-ke- 
longgaran  yang  telah  diberikan  pemerintah  agar  bisa  mengambil 
alih  secara  bertahap  peranan  modal  asing  yang  masih  dominan  di 
beberapa  sektor  kehidupan  ekonomi  kita. 

Sebelum  kita  memasuki  lebih  lanjut  masalah  sikap  mental 
tersebut  yang  akan  menyangkut  pembahasan  filosofis  terhadap 
dunia  usaha,  baiklah  kita  kembali  menelaah  masalah  ruang 
lingkup  dari  usahawan  kita,  yaitu  dalam  struktur  ekonomi 
Pancasila. 

Konsultan  Bank  Dunia,  Dr.  Mahbub  ul  Haq  yang  pernah 
menjadi  arsitek  ekonomi  Pakistan  selama  Ayub  Khan  berkuasa, 
setelah  mempelajari  masalah-masalah  negara  berkembang 
mengambil  suatu  kesimpulan  yang  dramatis. 

Dua  hal  yang  menonjol  dari  kesimpulan  itu  merupakan  satu 
rangkaian  yang  berkaitan.  Pertama,  ialah  kecenderungan  negara 
berkembang  untuk  secara  sloganistis  menyebut  sistem  ekonomi 
mereka  sebagai  sistem  ekonomi  campuran,  sistem  ekonomi 
sosialis  yang  berkepribadian,  yang  tidak  menganut  liberalisme 
Barat  dan  komunisme  blok  Timur.  Celakanya,  menurut  Mahbub 
ul  Haq,  dalam  menciptakan  sistem  yang  disebut  campuran  dan 
berkepribadian  itu,  dengan  mencangkok  dari  kedua  belah  pihak, 
ternyata  secara  tidak  disengaja  atau  tidak  dimengerti  telah 
tercangkok  dari  kedua  sistem  hal-hal  yang  buruk  dan  ekstrem 
jelek  saja.  Efek-efek  negatif  dan  ekses-ekses  buruk  dari 
kedua  sistem  itulah  yang  telah  menjerumuskan  negara  berkem- 
bang ke  dalam  lingkaran  setan  ketidak-mampuan  untuk  'take 
off.  kondisi  negara  berkembang  yang  belum  mapan  aparatur 
dan  mekanisme  birokrasinya  telah  menjerumuskan  negara 
berkembang  kepada  ekonomi  keluarga,  di  mana  hanya  beberapa 
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puluh  kelompok  keluarga  saja  yang  menikmati  pembangunan 
ekonomi.  Kombinasi  feodalisme  dengan  kapitalisme  yang  tidak 
segera  diimbangi  dengan  pengawasan  dan  pembatasan  ketat. 
Atau  pengawasan  dan  pembatasan  itu  macet  karena  kurang 
tegasnya  penguasa  setempat  dalam  menerapkan  prinsip  negara 
hukum.  Akibatnya,  kata  Mahbub  ul  Haq,  sekalipun  Ayub  Khan 
berbicara  tentang  Sosialisme  Islam,  yang  muncul  adalah  oligarki 
politik  dan  ekonomi  yang  menjadi  sebab  musabab  ketidak-puas- 
an  dan  pecahnya  revolusi  Bangla  Desh. 

Karena  kepahitan  pengalamannya  inilah,  Mahbub  ul  Haq 
kemudian  menyimpulkan  bahwa  dalam  alam  pembangunan 
negara  berkembang  yang  memiliki  penduduk  dalam  jumlah 
raksasa,  sistem  pembangunan  yang  terbaik  untuk  jangka 
panjang  adalah  sistem  mobihsasi  RRC. 

Kita  tidak  perlu  sependapat  dengan  Mahbub  ul  Haq,  tapi 
analisanya  patut  kita  kaji  dengan  saksama.  Kita  harus  berani 
mawas  diri  dan  mehhat  kepada  diri  kita  sendiri,  tentang  akibat 
sampingan  dari  proses  pembangunan  ekonomi  kita  saat  ini. 
Bahwa  ide  pemerataan  pendapatan  adalah  juga  ide  yang 
universil,  yang  tidak  mungkin  diabaikan  begitu  pula  di 
Indonesia.  Bahwa  koreksi  harus  segera  diadakan  untuk  mence- 
gah  akumulasi  kekuasaan  politik  dan  ekonomi  pada  kelompok 
oligarki  tertentu  yang  bertentangan  dengan  falsafah  Pancasila. 
Kita  harus  kritis  menilai  apakah  falsafah  Pancasila  telah 
diterapkan,  dalam  kehidupan  sehari-hari  dalam  mekanisme 
perekonomian  nasional  kita. 

Sistem  Ekonomi  Pancasila  dengan  titik  berat  kepada 
keselarasan  dan  keserasian  sebagaimana  tersirat  dalam  istilah 
'kekeluargaan'  niscaya  harus  dijabarkan  lebih  konkrit  agar  tidak 
menjadi  kabur  pengertian  maupun  penerapannya.  Sebagai 
contoh,  sampai  di  mana  sistem  koperasi  telah  dibina  dengan  baik 
agar  bisa  mampu  menjadi  salah  satu  unit  ekonomi  dalam 
piramida  struktur  ekonomi  kita  sebagai  salah  satu  komponen 
kekuatan  ekonomi  nasional.  Koperasi  di  Indonesia  secara 
obyektif  belum  memenuhi  sclera  dan  idaman  kita.  Mereka 
bahkan  ketinggalan  dari  rekan-rekan  koperasi  dari  negara-ne- 
gara  Barat  seperti  koperasi  pertanian  dan  peternakan  Eropa, 
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Australia  dan  Amerika  Serikat.  Ini  suatu  ironi  dan  tragedi  bagi 
bangsa  yang  berfalsafah  Pancasila.  Jika  kita  tidak  mampu 
menghidupkan  dan  mengkreatifkan  unit  koperasi  kita,  maka 
kita  tidak  boleh  terlalu  sering  menepuk  dada  dan  berkata  bahwa 
sistem  ekonomi  kita  adalah  yang  terbaik  d£ui  bukan  kapitalistis. 
Sloganisme  ini  hams  diakhiri  dan  diganti  dengan  tindakan  nyata. 
Di  sini  pun  dibutuhkan  perombakan  sikap  mental  para  pengurus 
koperasi  dan  warga  masyarakat  agar  management  koperasi  di 
tangan  mereka  yang  mampu  berprestasi.  Kita  harus  mengubah 
orientasi  dari  wadah  belaka  ke  arah  substansi  positif.  Tidak 
perlu  kita  malu  untuk  belajar  dari  sistem  koperasi  negara-negara 
Barat  yang  telah  sukses  dan  berkembang  walaupun  di  negara 
tersebut  secara  resmi  berlaku  sistem  pasaran  bebas,  kapitalisme 
liberal  yang  asli. 

Di  samping  itu  mengingat  bahwa  sistem  kapitalisme  itu 
sendiri  di  negara  asalnya.  telah  mempunyai  sistem  pengawasan 
dan  pembatasan  yang  mampu  menjamin  kontinyuitas  pemba- 
ngunan  bangsa,  seyogyanya  kita  juga  mempelajari  teknik  dan 
metode  penjinakan  kapitaUsme. 

Seratus  tahun  yang  lalu  Amerika  Serikat  sudah  mehhat 
gejala  ekses  dari  kapitalisme  berupa  monopoli  yang  me- 
rugikan  kepentingan  rakyat  banyak.  Karena  itu  diundang- 
kanlah  Anti  Trust  Act  untuk  mencegah  terjadinya  persekong- 
kolan  harga  dan  monopoU  pasar  oleh  kelompok-kelompok 
raksasa  kaum  industrialis  AS.  Sekalipun  kelompok  raksasa  itu 
sama-sama  satu  bangsa  dan  satu  negara,  namun  prinsip 
kepentingan  umum  toh  harus  didahulukan  dan  diberi  prioritas. 
Undang-undang;  Anti  Trust  ini  terus  menerus  disempurnakan 
dan  disesuaikan  dengan  kebutuhan,  sesuai  dengan  tahap-tahap 
perkembangan  perekonomian  Amerika  Serikat.  Dengan  pelbagai 
amandemen,  Undang-undang  itu  tetap  langgeng  sampai  detik  ini 
dan  telah  sering  dipergunakan  untuk  menghukum  kaum  kapitalis 
raksasa  yang  secara  naluriah  memang  cenderung  mencari 
keuntungan  maksimsil  dengan  pelbagai  cara  yang  merugikan 
pihak  ekonomi  lemah,  yaitu  masyarakat  Amerika  keseluruhan. 

Dalam  hal  ini  pun  kita  harus  secara  jujur  mengakui  bahwa 
sistem  ekonomi  terbuka  kita  masih  mengandung  kelemahan-ke- 


226 


MENUJU  EKONOMI  PANCASILA 


lemahan.  Karena  itu  untuk  membatasimengawasidan  mengarah- 
karniya  agar  tidak  terjadi  penyimpangan  yang  terlalu  jauh  perlu 
segera  diadakan  usaha  ke  arah  penertiban  persaingan  yang 
terlalu  bebas  antara  kekuatan-kekuatan  ekonomi  yang  tidak 
seimbang  di  tanah  air  kita.  Sudah  tiba  waktunya  untuk 
mempelajari  dan  meninjau  kemungkinan  diterapkannya  Un- 
dang-undang  Anti  Trust  yang  telah  disesuaikan  dengan  kondisi 
dan  situasi  Indonesia. 

Prof.  Dr.  Mochtar  Kusumaatmadja  mengatakan  :  "Pera- 
turan  yang  sama  bagi  pihak-pihak  yang  berbeda,  saiha  tidak 
adilnya  dengan  peraturan  yang  berbeda-beda  untuk  pihak-pihak 
yang  sama  kedudukan  sosial  ekonominya. "  Ahli  hukum  yang 
waktu  itu  adalah  Menteri  Kehakiman  secara  tepat  menguraikan 
asas  keadilan  apabila  dihadapkan  kepada  kenyataan  dan  obyek 
yang  berbeda.  Untuk  menghadapi  obyek  yang  berbeda-beda 
niscaya  diperlukan  peraturan  yang  berbeda-beda  pula, 
justru  untuk  menjamin  agar  tercapai  hasil  akhir  berupa 
keadilan  yang  hakiki.  Bagi  pihak  yang  tidak  memperoleh 
manfaat  atau  dikurangi  kepentingannya,  peraturan  sedemikian 
niscaya  dianggap  suatu  diskriminasi  dan  karena  itu  akan 
menentang  peraturan  yang  tidak  seragam.  Sebaliknya  bagi  pihak 
yang  lemah,  tanpa  peraturan  yang  diskriminatif,  maka  jelaslah 
dalam  alam  persaingan  yang  memakai  hukum  'the  survival  of  the 
fittest'  mereka  akan  tersisihkan  tanpa  kesempatan  yang  wajar 
untuk  memberikan  prestasi  mereka. 

Justru  karena  itulah,  maka  para  penegak  hukum  di  Amerika 
Serikat  pun  melihat  bahwa  selain  pembatasan  kepada  kelompok 
kapitalis  monopoli,  maka  para  pengusaha  kecil  harus  dibantu 
secara  konkrit  melalui  kesempatan  yang  sengaja  disisihkan 
untuk  mereka.  Di  sana  menurut  Small  Business  Act,  maka 
perusahaan-perusahaan  kecil  berhak  memperoleh  jaminan  order 
bagi  pekerjaan-pekerjaan  pemerintah.  Setiap  proyek  pemerintah 
yang  nilainya  sesuai  dengan  kriteria  yang  ditetapkan  oleh,  Small 
Business  Administration  dicadangkan  hanya  untuk  perusahaan 
kecil  yang  terdaftar.  Bila  perlu,  perusahaan  kecil  itu  langsung 
dapat  memperoleh  penunjukan  tanpa  tender.  Perusahaan  besar 
dianjurkan  agar  membagi  order  dalam  sub-kontrak  dan  memberi 
kesempatan  kepada  perusahaan  perusahaan  kecil  untuk  menjadi 
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supplier.  Ini  semua  diatur  dalam  perundang-undangan,  sehingga 
jaminan  kelangsungan  hidup  perusahaan  kecil,  berkat  order 
yang  kontinyu,  sangat  membantu  eksistensi  perusahaan  kecil  di 
Amerika  Serikat. 

Hal  ini  jelas  diamanatkan  oleh  Pancasila  dan  Undang-un- 
dang  Dasar  1945  yang  menghendaki  agar  ekonomi  kita  disusun 
atas  dasar  kekeluargaan.  Menurut  hemat  kami  ekonomi  kekelu- 
argaan  tidak  sama  dengan  ekonomi  yang  didominir  oleh 
beberapa  keluarga  saja,  melainkan  harus  dikuasai  oleh  selunih 
lapisan  masyarakat  Indonesia  sebagai  satu  keluarga  besar. 

Demikianlah  apabila  kita  secara  dewasa  menilai  situasi 
dunia,  kondisi  makro  yang  dihadapi  Indonesia  dalam  percaturan 
ekonomi  dan  diplomasi  internasional,  maka  kita  dapat  menarik 
pelajaran  yang  berharga  untuk  memperoleh  bekal  dalam 
menghadapi  tantangan-tantangan  historis  perempat  terakhir 
abad  ke  XX  ini. 

Sistem  Ekonomi  Pancasila  yang  hendak  kita  anut  dan 
ciptakan  masih  harus  dibentuk.  Jangan  sampai  tidak  berbobot 
dan  merupakan  wadah  kosong  belaka,  sebab  tidak  ada  substansi 
yang  mengisinya.  Bahayaterbesar  adalah  kelengahan  kita  sebab 
terlalu  asyik  dan  sering  membohongi  diri  sendiri  dengan  slogan 
yang  tidak  ada  bobot  dan  wibawanya,  sehingga  tidak  pernah 
menciptakan  Sistem  Ekonomi  Pancasila,  tapi  mengambil  oper 
penyakit  ekses  kapitahsme  ke  dalam  tubuh  ekonomi  kita. 

Pembentukan  Sistem  Ekonomi  Pancasila  itu  harus  mem- 
pertimbangkan  masak-masak  segenap  faktor  yang  mempe- 
ngaruhinya.  Kita  sebagai  bangsa  merdeka  harus  berdaulat  di 
bidang  ekonomi.  Tapi  sebagai  bagian  dari  masyarakat  dunia 
yang  telah  semakin  saling  tergantung  satu  sama  lain,  kita  tidak 
bisa  mengisolir  diri.  Tugas  utama  kita  ialah  meningkatkan 
ketahanan  ekonomi  nasional  dengan  demikian  mengurangi  dan 
memelihara  batas  ketergantungan  kita  kepada  negara  lain  dalam 
taraf  yang  seimbang,  yaitu  saling  membutuhkan,  saling  bergan- 
tung  dan  saling  menguntungkan. 

Dalam  kerangka  besar  itulah  kita  harus  segera  mengisi 
Sistem  Ekonomi  Pancasila  dengan  pola  operasionilnya,  terma- 
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suk  usaha  pencegahan  ekses  kapitalisme,  usaha  pemerataan 
pendapatan  agar  dapat  menciptakan  situasi  harmonis  dalam 
masyarakat,  melenyapkan  ketegangan  dan  ketidak-adilan  sosial 
yang  menjadi  sumber  ketidak-puasan  masyarakat.  Selanjutnya 
pengisian  secara  nyata  Sistem  Ekonomi  Pancasila  dengan 
struktur  yang  tidak  menimbulkan  kontroversi ;  pencegahan 
dominasi  perusahaan  raksasa  asing  agar  piramida  ekonomi  tidak 
kembali  seperti  masa  kolonial  ;  dan  pemberian  ruang  gerak 
kepada  koperasi  untuk  berkembang  dan  berprestasi.  Kedua 
macam  perundang-undangan  itu  boleh  dikatakan  merupakan 
penjaga  garis  yang  mengatur  agar  dalam  iklim  persaingan  bebas 
sesuai  prinsip  demokrasi  liberal,  tidak  terjadi  hal-hal  yang 
ekstrem  berupa  monopoli  harga  dan  pasaran  oleh  kelompok 
raksasa,  serta  merajalelanya  pengangguran  jika  perusahaan  kecil 
menjadi  bangkrut  semua  karena  tidak  mampu  berssiing.  Dua 
penjaga  garis  ini  memang  jelas  mengisyaratkan  adanya  ketidak- 
samaan  hukum  menghadapi  obyek  yang  berbeda,  seperti  yang 
dikatakan  Prof.  Mochtar.  Sistem  Ekonomi  Pancasila  kita  harus 
disempurnakan  mekanisme  kontrolnya  agar  tidak  tergelincir  ke 
arah  UberaUsme  dengan  pengaturan  semacam  itu. 

Bagaimana  dengan  struktur  perusahaan  negara?  Apakah  itu 
buruk?  Soalnya  tidak  sederhana,  melainkan  kembaU  kepada 
faktor  mental  dan  'entrepreneurship'  dari  pejabat  yang  ditugas- 
kan  memegang  management  perusahaan  negara.  Seluruh 
birokrat  yang  memimpin  perusahaan  negara  di  negara  sosialis 
adalah  manager-manager  bibit  unggul  yang  mampu  berdebat  dan 
berunding  dalam  tawar-menawar  perdagangan  yang  rumit 
dengan  rekan-rekan  mereka,  para  direktur  perusahaan 
multinasional  Barat.  Apabila  di  negara  sosialis,  para  birokrat 
perusahaan  negara  mampu  berdedikasi  membela  kepentingan 
nasional  negara  mereka  dalam  berunding  dengan  multinational 
corporation,  maka  para  manager  Perusahaan  Negara  di  Negara 
Pancasila,  justru  harus  membuktikan  pula  bahwa  mereka  pun 
sanggup  mengamankan  misi  penting,  yaitu  meningkatkan 
ketahanan  ekonomi  nasional  di  bidangyang  dipercayakan  ke 
tangan  mereka. 

Tidak  ada  yang  salah  atau  dosa  dalam  struktur  perusahaan 
negara,  yang  salah  adalah  managementnya,  atau  karena  tidak 
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becus  atau  karena  melakukan  korupsi  yang  merupakan  masalah 
di  mana  saja,  dan  bukan  cuma  monopoli  perusahaan  negara. 

Apabila  kita  mau  membantah  teori  Mahbub  maka  kita 
harus  segera  mengoreksi  dan  membuktikan  bahwa  strategi  dan 
Sistem  Ekonomi  Pancasila  walaupun  merupakan  ekonomi 
campuran,  bukan  liberal  dan  bukan  komunis,  melainkan 
cangkokan  kedua  unsur,  kita  harus  mencangkok  yang  baik-baik 
saja.  Kalau  memang  sistem  pengawasan  ekses  kapitalisme 
Amerika  Serikat  yang  memang  berlaku  di  pelbagai  negara 
industri  penganut  demokrasi  liberal  cukup  efektif,  kenapa  kita 
tidak  menerapkannya  untuk  menjinakkan  modal  asing  di 
Indonesia.  Bahkan  kalau  perlu  terhadap  modal  nasional  pun 
harus  diadakan  pengarahan  agar  tidak  terlalu  cenderung  ke  arah 
monopoli. 


III.  SISTEM  EKONOMI  PANCASILA 

Dari  analisa  dan  studi  perbandingan  yang  telah  kita  lakukan 
di  atas  maka  dapat  kita  rumuskan  suatu  kerangka  besar  yang 
memuat  gagasan-gagasan  konkrit  tentang  Sistem  Ekonomi 
Pancasila.  Kerangka  Besar  itu  seyogyanya  memenuhi  persyarat- 
an  sebagai  berikut : 

1.  Sistem  Ekonomi  Pancasila  berakar,  berkiblat  dan  berdasar 
pada  falsafah  bangsa  dan  negara  kita,  yaitu  Pancasila. 

2.  Sistem  Ekonomi  Pancasila  merupakan  pengejawantahan  dan 
penjabaran  dari  masing-masing  Sila  serta  mencerminkan  ke- 
utuhan,  kekompakan  dan  keselarasan  dari  keseluruhan  Sila- 
sila  tersebut. 

3.  Sistem  Ekonomi  Pancasila  menolak  ekses  negatif  dari  dua 
sistem  yang  sudah  mapan :  liberalisme  dan  komunisme. 

4.  Sistem  Ekonomi  Pancasila  merupakan  keris  bermata  dua, 
yaitu  cara  mencapai  tujuan  serta  tujuan  itu  sendiri.  Dalam 
memperjuangkan  terciptanya  masyarakat  adil  dan  makmur 
kita  tidak  boleh  memakai  cara-cara  Machiavelistis  sehingga 
mengorbankan  prinsip  keadilan  demi  mengejar  kemakmuran 
belaka  misalnya. 
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S.Sistem  Ekonomi  Pancasila  menghormati  hak  dan  kebebasan 
manusia  untuk  mencapai  prestasi  setinggi-tingginya  dan  me- 
miliki  kemampuan  ekonomi  sebesar-besarnya.  Prinsip  ini 
untuk  membedakan  dari  sistem  komunisme  yang  mengingkari 
hak-hak  perorangan.  Dalam  pada  itu  hak  dan  kebebasan 
berprestasi  tersebut  diimbangi  dengan  tanggung  jawab  moral 
<lan  sosial  untuk  mendayagunakan  seluas  mungkin  kemam 
puan  ekonomi  yang  dimiliki  oleh  perorangan. 

Melalui  penerapan  Sistem  Ekonomi  Pancasila  itu  diharap- 
kan  bangsa  dan  negara  Indonesia  dapat  menumbuhkan  kebang- 
gaan  dan  kepercayaan  pada  dunia  usaha  Indonesia  yang  selama 
ini  kurang  mendapat  perhatian  dan  tempat  selayaknya  dalam 
konstelasi  kemasyarakatan  kita. 

Dengan  Sistem  Ekonomi  Pancasila  kita  harus  menarik 
pelajaran  dari  pelbagai  kelemahan  dan  keteledoran  kita  meng- 
impor  dan  menjiplak  sebagian  sistem-sistem  ekonomi  yang 
sudah  mapan.  Kita  harus  mampu  mengendahkan  bahtera 
ekonomi  nasional  Indonesia  di  tengah  gejolak  ekonomi  dunia. 
Dalam  alam  saling  ketergantungan  dan  saling  membutuhkan, 
kita  harus  menarik  manfaat  dari  Tata  Ekonomi  Dunia  Baru, 
untuk  peningkatan  taraf  hidup  dan  martabat  bangsa  dan  negara 
Indonesia. 

Pokok-pokok  pikiran  tentang  sistem  ekonomi  Pancasila  (SEP) 
A.   Peiaku-Pelaku  dan  Pelaksana  SEP 

Pelaku-pelaku  dan  pelaksana  SEP  sesuai  dengan  yang  tersirat 
dan  termaktub  dalam  Pancasila  dan  Undang-undang  Dasar  1945 
adalah  seluruh  warga  negara  RepubUk  Indonesia.  Dalam  rangka 
pengorganisasian  diadakan  penggolongan  sebagai  berikut  : 

l.Pemerintah  mewakili  Negara,  menguasai  cabang-cabang 
produksi  yang  menyangkut  hajat  hidup  orang  banyak  seperti 
air  rninum,  listrik,  minyak  bumi  dan  sektor  produksi  vital 
lainnya. 
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2.  Masyarakat  melalui  pelbagai  bentuk  unit  usaha  seperti  per- 
usahaan  perorangan,  koperasi  dan  perseroan  sebagai  partner 
pemerintah  dan  malahan  sebagai  pemegang  peranan  utama 
dalam  proses  produksi  dan  distribusi  barang  dan  jasa,  di 
luar  cabang-cabang  yang  mutlak  harus  dikuasai  pemerintah 
tersebut. 

3.  Unsur  asing  baik  berupa  bantuan  kredit,  pinjaman  luar  negeri 
dari  pemerintah  negara  sahabat  maupun  investasi  modal 
swasta  asing  yang  beroperasi  di  bumi  Indonesia. 

B.    Aturan  Permainan  bagi  para  Pelaku  Pelaksana  SEP 

1 .  Perusahaan-perusahaan  yang  dikuasai  Negara  sebaiknya 
memenuhi  kriteria,  tersebut  dalam  pasal  33  UUD  45  : 
(a)  bergerak  di  bidang  usaha  yang  mempunyai  nilai  strategis: 
telekomunikasi,  minyak  bumi;  (b)  bergerak  di  bidang  pe- 
layanan  masyarakat  :  air  minum,  listrik,  pos,  komunikasi 
ke  seluruh  wilayah  yang  tidak  dapat  dilakukan  secara  ko- 
mersiil;  (c)  tetap  memperhatikan  daya  mampu  ekonomi 
nasional  kita  dalam  arti  harus  efisien,  sanggup  membiayai 
keperluan  operasionil  walaupun  tidak  mutlak  harus  mem- 
peroleh  laba,  (mengingat  faktor  non-ekonomis  dari  bidang 
usaha  yang  non-komersiil)  5  (d)  menahan  diri  untuk  tidak 
ekspansionis  sehingga  menimbulkan  persaingan  tidak  sehat 
dengan  unsur  masyarakat  swasta  yang  telah  memiliki  ruang 
gerak  tersendiri;  (e)  bersama  pemerintah,  justru  perusahaan 
negara  harus  juga  memberi  kesempatan  kepada  usaha  swasta 
untuk  melakukan  pekerjaan-pekerjaan  yang  tidak  perlu 
dikerjakan  sendiri  oleh  pemerintah  dan  perusahaan  negara. 

2.  Unsur  dunia  usaha  swasta  selayaknya  juga  memenuhi  kriteria 
yang  termaktub  dalam  pasal  33  UUD  45 : 

a.  Asas  kekeluargaan  menuntut  sifat  menahan  diri  pada  per- 
usahaan besar  agar  tidak  mematikan  rekan-rekan  pengusa- 
ha  kecil.  In!  bisa  dilakukan  dengan  mengurangi  ambisi 
ekspansionis  dan  nafsu  monopoli  dengan  memberikan 
kesempatan  kepada  perusahaan  kecil  untuk  bertindak  se- 
bagai suplier  atau  sub  kontraktor. 
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b.  Mawas  diri  pada  dunia  usaha  kecil  agar  mengoreksi  ke- 
keliruan  dan  kekurangan.  Tuntutan  dan  pemberian  fasilitas 
berlebihan  barangkali  justru  mengurangi  disiplin,  militansi, 
efisiensi  dan  produktivitas.  Semua  ini  harus  dimulai  dari 
diri  sendiri;  tidak  ada  orang  lain  atau  badan  lain  dapat 
menimbulkan  sifat-sifat  disiplin,  militan,  efisien  dan  pro- 
duktif;  itu  hanya  dapat  dimulai  dari  diri  sendiri  dengan 
kemauan  sendiri.  Ini  harus  dilakukan  agar  pemberian 
kesempatan  oleh  perusahaan  besar  (punt  1  di  atas) 
malah  merugikan  konsumen. 

c.  Petani  Indonesia  harus  ditingkatkan  kemampuannya  baik 
melalui  usaha  koperasi  maupun  pemberian  kesempatan 
kepada  dunia  usaha  untuk  membuka  perkebunan  padi. 
Daya  beli  para  petani  harus  ditingkatkan  agar  dapat 
mendorong  perkembangan  ekonomi.  Jangan  sampai  terjadi 
petani  (melalui  pembelian  padi  oleh  pemerintah  dengan 
harga  ringan)  malahan  mensubsidi  warga  masyarakat  yang 
tinggal  di  kota.  Suatu  pola  pengembangan  pertanian  yang 
lebih  terarah  harus  dilaksanakan. 

d.  Buruh,  karyawan  dan  pegawai  harus  memperoleh  jaminan 
kesejahteraan  yang  lebih  baik.  Dengan  demikian  merekapun 
akan  meningkatkan  produktivitas  mereka  agar  produksi 
nasional  meningkat  sesuai  dengan  pertambahan  kebutuhan 
serta  menghasilkan  surplus  yang  bisa  diekspor. 

e.  Pemerintah  dalam  hal  ini  harus  menyediakan  sarana  dan 
menegakkan  kewibawaan  agar  prinsip-prinsip  aturan  per- 
mainan  tersebut  ditaati  dan  dilaksanakan  sebaik-baiknya. 
Agar  tercipta:kemajuan  dan  keserasian  dan  keselarasan, 
aturan  permainan  ini  harus  dilengkapi  dengan  sanksi 
dan  dilaksanakan  dengan  konsekwen.  Semacam  Undang- 
undang  Anti  Trust  dan  Small  Business  Act  (di  AS) 
harus  diciptakan  dan  dilaksanakan  di  Indonesia. 

S.Unsur  asing,  penanam  modal  luar  negeri,  jelas  harus 
lebih  diawasi  dan  diarahkan  agar  kegiatan  mereka  betul- 
betul  merupakan  pelengkap  dan  tidak  pengganggu  dalam 
proses  pembangunan  ekonomi  Indonesia: 
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a.  Pengendalian,  pengarahan  dan  pengawasan  lebih  ketat 
terhadap  arus  dan  kegiatan  modal  asing. 

b.  Pelaksanaan  yang  lebih  konkrit  dari  program  pengalihan 
dan  pemindahan  teknologi  dari  luar  negeri  kepada  unsur 
nasional  kita  harus  lebih  cermat  dilakukan. 

c.  Dua  hal  itu  perlu  untuk  mengurangi  taraf  ketergantungan 
yang  timpang  dan  berlebihan  pada  unsur  asing,  dalam 
peningkatan  ketahanan  ekonomi  nasional  kita.  Dalam  hal 
ini  jelas  diperlukan  sarana  pengaturan,  sistem  pengawasan 
dan  pelaksanaan  peraturan  yang  efektif.  Lebih  dari  itu, 
sikap  mental  pemerintah  dan  dunia  usaha  kita  juga  harus 
teguh  menghadapi  godaan  materiil  unsur  asing  yang  pasti 
berusaha  untuk  mempertahankan  kepentingan  mereka. 

C.  Strategi  Kembar'Pemerataan  Pendapatan  dan  Peningkatan 
Pembangunan 

Strategi  Kembar  Pemerataan  Pendapatan  dan  Peningkatan 
Pembangunan  merupakan  jawaban  dari  bangsa  Indonesia 
terhadap  masalah-masalah  besar  yang  dihadapi  Indonesia  dalam 
pembangunan  bangsa  di  tengah  gejolak  dan  keresahan  yang 
meliputinya. 

a.  1 .  Pemerataan  Pendapatan  merupakan  satu  strategi  yang  mut- 
lak  harus  dilaksanakan  demi  menciptakan  kesetiakawanan 
dan  kesatu-paduan  dalam  tubuh  masyarakat  dan  negara 
Indonesia. 

2.  Pemerataan  Pendapatan  adalah  satu  strategi  yang  mutlak 
harus  dilaksanakan  apabila  kita  ingin  mengembaUkan  jiwa 
dan  semangat  semasa  revolusi  kemerdekaan,  yaitu  kerelaan 
berkorban,  kesetiaan  dan  perjuangan  yang  berkobar-kobar. 
Rakyat  kecil  harus  mendapat  kesempatan  memperoleh 
porsinya  tanpa  ditunda  lagi  atau  harus  menunggu  ber- 
putarnya  hukum  ekonomi  yang  percaya  kepada  akibat 
ganda  (multiplier-effect)  daripada  kegiatan  ekonomi  rak- 
sasa. 
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3.  Pemerataan  Pendapatan  adalah  satu  strategi  untuk  men- 
ciptakan  kcBerasian  dan  keselarasan  nasional  yang  lebih 
dinamis  daripada  sekedar  kestabilan  politik  semu.  Selain 
punt  B.2.e.  (Anti  Trust  dan  Small  Business  Act)  maka 
pemilikan  saham  oleh  ilmum  dari  perusahaan  perseroan 
(public  company)  merupakan  cara  efektif  untuk  program 
pemerataan  pendapatan  ini. 

4.  Pemerataan  pendapatan  adalah  harga  atau  pengorbanan 
yang  harus  dibayar  oleh  mereka  (sebagian  bangsa  kita), 
yang  telah  lebih  dulu  menikmati  hasil  pembangunan, 
kepada  saudara-saudara  sebangsa  kita  yang  masih  hidup 
menderita  dan  melarat  agar  dapat  hidiip  lebih  sesuai 
dengan  martabat  manusia.  Pada  gilirannya  mereka  yang 
ditingkatkan  taraf  hidupnya  akan  merupakan  sumbangan 
besar  bagi  kelanjutan  proses  produksi.  Kegairahan,  ke 
rajinan  dan  ketekunan  akan  diperoleh  dari  rakyat  kecil 
apabila  mereka  juga  diberikan  kesempatan  mulai  ikut 
menikmati  hasil  pembangunan. 

5.  Tanpa  pemerataan  pendapatan  maka  ketidak-puasan  dan 
rasa  ketidak-adilan  merupakan  sumber  bencana'dan  mala- 
petaka  yang  sama  sekali  tidak  kita  inginkan.  Kita  tidak 
menghendaki  bahwa  komunisme  mengebiri  dan  merampas 
hak-hak  perorangan,  tapi  kita  juga  tidak  menghendaki 
bahwa  rakyat  kecil  menderita  terus-menerus  sementara 
penumpukan  modal  dan  dan  kekayaan  berlangsung  tanpa 
batas  di  kalangan.tertentu.  Apabila  kita  ingin  memperoleh 
dukungan  mutlak  rakyat  sebagaimana  kita  dahulu  dikejar 
Belanda  dan  dilindungi  penduduk  kampung,  maka  sekarang 
ini  kita  juga  harus  membuktikan  bahwa  pembangunan  ini 
tujuan  dan  hasilnya  adalah  demi  peningkatan  taraf  hidup 
mereka.  Beri  kesempatan  kepada  mereka  untuk  ikut 
merasakan  nikmat  dan  kebanggaan  pembangunan  seperti 
dahulu  mereka  bangga  dan  spontan  berkorban  untuk 
perjuangan  kemerdekaan.  Hanya  dengan  jalan  inilah  kita 
dapat  memperoleh  dukungan  mutlak  serta  keikut-sertaan 
aktif  dalam  pembangunan  ekonomi  nasional  kita. 
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b.  1 .  Peningkatan  pembangunan  merupakan  strategi  yang  mutlak 
harus  dilaksanakan  demi  menciptakan  kemungkinan  dan 
taraf  hidup  yang  lebih  maju  bagi  bangsa  Indonesia  di 
tengah  kehidupan  antar  bangsa. 

2.  Ketertinggalan  kita  selama  beberapa  waktu  di  bidang  eko- 
nomi,  memang  harus  ditebus  dengan  percepatan  dan 
peningkatan  pembangunan  agar  kita  tidak  terlalu  jauh 
di  belakang  bangsa-bangsa  lain  yang  lebih  muda  dari 
kita  dalam  usia  kemerdekaan. 

3.  Peningkatan  Pembangunan  juga  mutlak  harus  dijalankan 
demi  untuk  membiayai  program  pemerataan,  karena  kebu- 
tuhan  rakyat  dan  bangsa  Indonesia  semakin  meningkat 
secara  kwsmtitatif  maupun  kwalitatif . 

4.  Peningkatan  Pembangunan  merupakan  imbalan  bagiba- 
gian  masyarakat  yang  memiliki  kemampuan  modal  maupun 
ketrampilan  dan  telah  memperoleh  posisi  dalam  masyarakat 
untuk  lebih  meningkatkan  daya  mampu  mereka  dan  dengan 
demikian  juga  meningkatkan  ketahanan  ekonomi  nasional 
kita. 

5.  Dalam  rangka  itu,  pemerintah  berkewajiban  menciptakan 
sarana-sarana  yang  diperlukan  agar  pengusaha  kuat  mampu 
meningkatkan  peranan  mereka,  bukan  saja  di  dalam  negeri, 
tapi  juga  di  lingkungan  internasional  untuk  penghasilan 
devisa  maupun  kebanggaan  bahwa  bangsa  Indonesia 
pun  mampu  bersaing  di  dunia  bisnis  raksasa  pada  skala 
global.  Kesemuanya  ini  dalam  rangka  meningkatkan  ke- 
tahanan ekonomi  nasional  kita  agar  benar-benar  setiap 
potensi  yang  dimiliki  bangsa  kita  dapat  mengembangkan 
bakat  dan  kemampuannya  semaksimal  mungkin  untuk 
kejayaan  bangsa  dan  negara. 

D.   Faktor-faktor  Non-Ekonomi  dalam  SEP 

Pelaksanaan  Strategi  Kembar  Sistem  Ekonomi  Pancasila  ini 
tentunya  harus  didukung  penuh  dan  melibatkan  seluruh 
masyarakat;  bukan  sekedar  masalah  pemerintah  sendiri,  atau 
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dunia  usahi  belaka,  melainkan  seluruh  lapisan  masyarakat  di 
pelbagai  bidang  harus  turut  menunjang : 

1.  Yang  terpokok  ialah  apresiasi  masyarakat  terhadap  falsafah, 
hakikat  dan  peranan  dunia  usaha,  serta  bidang  ekonomi, 
agar  kembali  pada  proporsi  yang  wajar  dan  tepat.  Harus 
diubah  pandangan  meremehkan  pengusaha,  ataupun  men- 
dewakan  perekonomian. 

2.  Pemerintah  dan  dunia  usaha  pun  harus  menanggapi  apre- 
siasi masyarakat  tersebut  dengan  sebaik-baiknya.  Faktor- 
faktor  non  ekonomi  dalam  proses  pembangunan  harus 
diperhatikan.  Misalnya  dengan  memperhatikan  keadaan  ling- 
kungan  yang  masih  sederhana,  pengusaha  harus  mem- 
batasi  diri  dari  pengaruh  modernisasi  berupa  pola  konsumsi 
mewah.  Para  pejabat  pemerintah  pun  harus  menginsafi 
keadaan  Hngkungan  ini  dan  tidak  mengundang  antipati 
dengan  sikap  materiahstis  berlebihan. 

3.Setelah  keduanya  saling  menginsafi,  sahng  menghormati 
dan  menyegani,  serta  menyadari  keperluan  untuk  sahng 
bekerjasama,  maka  harus  diciptakan  sarana-sarana  kerjasama 
yang  sahng  menguntungkan  antara  dunia  usaha  dan  sektor 
non  ekonomi,  agar  keduanya  memperoleh  manfaat  maksimal. 

4.  Kerjasama  itu  dapat  dilakukan  oleh  hampir  semua  unsur 
di  semua  sektor  non  ekonomi  dengan  sektor  usaha. 

-  Kerjasama  pendidikan  dan  latihan  untuk  memperoleh 
tenaga-tenaga  terlatih  dengan  dunia  pendidikan 

-  Kerjasama  penehtian  ilmiah  dan  riset  untuk  meningkatkan 
daya  mampu  bangsa  Indonesia  di  bidang  teknologi 

-  Kerjasama  di  bidang  kebudayaan  antara  dunia  usaha 
dengan  para  seniman  dan  budayawan  demi  untuk  meme- 
Hhara  kekayaan  budaya  kita,  menggah  kebudayaan  lama 
serta  menciptakan  budaya  masa  depan 
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-  Kerjasama  dengan  setiap  unsur  di  sektor  lain  atas  dasar 
prinsip  saling  ketergantungan,  saling  membutuhkan  dan 
saling  menguntungkan,  seperti  di  bidang  olehraga,  kesejah- 
teraan  sosial  dan  Iain-lain. 

5.  Faktor  non  ekonomi  yang  terpenting  dan  bahkan  lebih 
penting  daripada  faktor  ekonomi,  adalah  sikap  mental  bangsa 
kita  untuk  lebih  berorientasi  kepada  masa  depan,  kemajuan 
dan  peningkatan  kesejahteraan.  Sikap  mental  yang  ber- 
orientasi kepada  pembangunan  manusia  Indonesia  seutuhnya. 
Dalam  hal  ini  jelaslah  bahwa  ciri-ciri  negatif  jang  selama 
ini  selalu  dihembuskan  oleh  pelbagai  kalangan  baik  secara 
tradisionil  maupun  dengan  gaya  ilmiah  cendekiawan  harus 
kita  hapuskan  bersama-sama.  Ciri-ciri  tersebut  adalah : 

-  Bangsa  Indonesia  ialah  bangsa  lamban,  penganut  falsafah 
alon-alon  asal  kelakon,  berarti  kurang  militan,  kurang 
disipHn,  kurang  efisien  dan  kurang  produktif . 

-  Bangsa  dan  negara  Indonesia  termasuk  bangsa  lembek 
(soft  state  &  nation).  Benarkah  falsafah  Jawa  tentang 
keserasian  dan  keselarasan  harus  diartikan  bahwa  kita 
toleran  terhadap  penyelewengan  dan  penyalahgunaan  ke- 
kuasaan,  terhadap  korupsi,  terhadap  komersialisasi  jabatan 
dan  macam-macam  kelemahan  dan  kekurangan? 

-  Bangsa  Indonesia  termasuk  dalam  Hngkungan  non  Sinic 
Culture,  yang  dalam  proses  perlombaan  pembangunan 
dengan  bangsa-bangsa  di  Asia  Timur  lainnya  (termasuk 
Indocina/Vietnam)  pasti  ketinggalan  karena  sifat-sifat 
lemah  tersebut  di  atas. 

Jawaban  dan  bantahan  terhadap  ciri-ciri  negatif  yang 
dikaitkan  dengan  tubuh  bangsa  Indonesia  ini  harus  dijawab  oleh 
seluruh  bangsa,  dan  tidak  mungkin  dibantah  hanya  oleh  dunia 
usaha  kita.  Ini  adalah  tantangan  nasional. 
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E.   Sistem  Ekonomi  Pancasila  dan  Tata  Ekonomi  Dunia 
Baru 

1 .  Dalam  alam  saling  ketergantungan  dan  saling  membutuhkan 
antara  pelbagai  bangsa  dan  negara  di  seluruh  dunia, 
maka  harus  diciptakan  pola  kerja-sama  yang  saling  meng- 
untungkan  antara  semua  bangsa  dan  negara  di  dunia 

2.  Perjuangan  menegakkan  Tata  Ekonomi  Dunia  Baru  se 
yogyanya  didasari  pula  dengan  tekad  dari  negara-negara  yang 
sedang  berkembang  untuk  melakukan  pembangunan  ber- 
landaskan  strategi  kembar  :  pemerataan  pendapatan  dan 
peningkatan  pembangunan.  Hanya  bila  masing-masing  negara 
berkembang  mempunyai  kemampuan  untuk  mewujudkan 
Tata  Ekonomi  Nasional  Baru  di  dalam  negeri  masing- 
masing,  maka  mereka  mempunyai  kelebihan  posisi  dalam 
tawar  menawar  dengan  negara-negara  yang  sudah  maju. 

3.  Perjuangan  menegakkan  Tata  Ekonomi  Dunia  Baru  mem- 
butuhkan adanya  kemauan  politik  dan  kesediaan  negara- 
negara  maju  untuk  mengurangi  sebagian  potensi  mereka 
dan  membagikannya  kepada  negara-negara  sedang  berkem- 
bang. Kesediaan  politik  itu  meliputi  tiga  masalah  besar 
yaitu : 

a.  penyesuaian  harga  komoditi  barang  mentah,  sumber  alam 
dan  mineral ; 

b.  perluasan  ekspor  dari  negara  berkembang  ke  negara  maju; 

c.  pengalihan  teknologi  dari  negara  maju  kepada  negara 
berkembang 

4.  sistem  Ekonomi  Pancasila  yang  pada  tingkat  nasional  dengan 
strategi  kembarnya  berhasil  melaksanakan  pembangunan 
yang  berkeadilan  sosial,  berkepentingan  dengan  suksesnya 
Tata  Ekonomi  Dunia  Baru.  Hal  ini  mengingat  bahwa 
ekonomi  Indonesia  adalah  bagian  tak  terpisahkan  dari 
ekonomi  dunia. 

5.  Sistem  Ekonomi  Pancasila  tidak  menghendaki  konfrontasi 
yang  pada  akhirnya  akan  merugikan  semua  pihak  dalam  apa 
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yang  disebut  pertentangan  atau  jurang  antara  negara  kaya 
(utara)  dan  negara  miskin  (selatan).  Apabila  negara-negara 
Selatan  mampu  meningkatkan  ketahanan  ekonomi  nasional 
masing-masing  secara  konkrit  dan  menciptakan  pula  ketahan- 
an regional  yang  lebih  tangguh,  niscaya  perjuangan  menuntut 
pelbagai  kpnsesi  dari  negara  kaya  (utara)  akan  diper- 
hitungkan  dan  ditanggapi  dengan  baik,  mengingat  kepada 
asas  ketergantungan  dan  saling  membutuhkan,  yang  memberi 
tempat  kepada  hubungan  saling  menguntungkan. 
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and  Southeast  Asia 
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